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BUPATI MADIUN  

PROVINSI JAWA TIMUR 

    

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR  32  TAHUN 2021 

TENTANG 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI MADIUN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan 

untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi 

organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk 

meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun, perlu melaksanakan sistem 

pengendalian terhadap penyelenggaraan program/ 

kegiatan melalui pendekatan manajemen risiko;  

b. bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah mengamanatkan Pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan 

Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun; 

 

 

SALINAN 
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Mengingat : 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);  
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157) 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun 

(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 

Nomor 13);  

 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Bupati adalah Bupati Madiun sebagai Kepala Daerah. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah 

Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 

6. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang 

akan berdampak negatif/mengancam terhadap pencapaian 

tujuan dan atau sasaran organisasi. 

7. Manajemen Risiko adalah  suatu proses  yang sistematik dan 

berkelanjutan yang dirancang dan dijalankan oleh 

manajemen  dan seluruh  personil  organisasi,    melalui 

pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan 

struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko 

yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. 

8. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, 

prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis 

atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, 

identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi 

risiko, serta pemantauan dan reviu. 

9. Risiko Kunci adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola 

bagi keberhasilan tujuan organisasi. 

10. Reviu Dokumen adalah mempelajari informasi yang terdapat 

pada dokumen yang terkait dengan penerapan manajemen 

risiko untuk dibandingkan dengan kriteria/standar yang 

digunakan. 

11. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/pernyataan yang 

telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen 

ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji 

silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari reviu 

dokumen. 
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12. Wawancara adalah bentuk paling umum dari komunikasi 

yang terencana yang berfungsi sebagai alat penguji kebenaran 

terhadap data/informasi yang diperoleh dari alat-alat lainnya 

(reviu dokumen, kuesioner, dan observasi), alat untuk 

mencari informasi pelengkap (metode pelengkap), dan dapat 

berfungsi sebagai satu-satunya alat pengumpul data utama 

(metode primer). 

13. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan/kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan 

kriteria/ standar tertentu. 

14. Tingkat Kematangan adalah suatu kondisi penerapan 

manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yaitu 

Belum Sadar Risiko (Risk Naive), Sadar Risiko (Risk Aware), 

Risiko Ditetapkan (Risk Defined), Risiko Dikelola (Risk 

Managed), dan Dapat Menangani Risiko (Risk Enabled). 

15. Kejadian Tidak Terduga adalah kejadian tidak diinginkan 

yang tiba-tiba muncul dalam proses pengendalian risiko. 

16. Penetapan Konteks adalah proses mendiskripsikan kondisi 

secara internal maupun eksternal. 

17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, 

sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian 

tujuan. 

18. Analisis Risiko (probabilitas) adalah proses penilaian terhadap 

risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya 

(penetapan/mengukur dampak) untuk menetapkan level atau 

status risikonya. 

19. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh 

risiko atau potensi risiko yang dapat mempengaruhi 

pencapaian tujuan/sasaran organisasi yang dilakukan 

melalui proses yang sistematis dan terukur. 
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20. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan 

/mengukur dampak potensial dari aktivitas proses bisnis 

yang dapat terjadi. 

21. Mitigasi Risiko adalah pengambilan langkah-langkah untuk 

mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak 

atas risiko.  

22. Penanganan Risiko adalah upaya mengindentifikasi berbagai 

opsi penangananan yang disususn dalam bentuk rencana 

tindak pengendalian. 

23. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP 

adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan 

dilakukan oleh perangkat daerah, yang merupakan opsi 

terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 

24. Kegiatan Pengendalian adalah kegiatan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka 

pencapaian tujuan kegiatan/sasaran Perangkat Daerah. 

25. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

potensi suatu kegiatan dengan standart, rencana atau yang 

telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan 

dalam mencapai suatu tujuan. 

26. Pemantauan dan Reviu dalam manajemen risiko adalah 

kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses 

penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang bertujuan 

untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko. 

27. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

28. Pelaporan dalam manajemen risiko adalah upaya 

penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait 

penerapan manajemen risiko kepada pimpinan. 
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BAB II 

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP PENERAPAN 

 MANAJEMEN RISIKO 

 

Pasal 2 

Penerapan manajemen risiko bertujuan: 

a. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta 

meminimalisasi dampak yang ditimbulkan; 

b. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan; 

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber 

daya organisasi;  

d. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan 

dan perencanaan; 

e. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan 

f. meningkatkan ketahanan organisasi. 

 

Pasal 3 

Manfaat penerapan manajemen risiko: 

a. berkurangnya kejadian tidak terduga; 

b. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas 

organisasi; 

c. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan; 

d. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan 

keputusan; 

e. perlindungan bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan 

f. meningkatnya akuntabilitas. 

 

Pasal 4 

 
Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 

b. berorientasi jangka panjang; 

c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya; 

 

 

 

 



-8- 
 

 
 

d. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan 

kinerja organisasi; 

e. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan; 

f. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; 

g. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia; 

h. disesuaikan dengan keadaan organisasi; 

i. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi; 

j. transparansi; 

k. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan 

l. perbaikan secara terus menerus.2 

 

BAB III  

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Pasal 5 

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan manajemen risiko 

dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. 

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diwujudkan melalui: 

a. pengembangan budaya sadar risiko; 

b. penyelenggaraan proses manajemen risiko; dan 

c. pembentukan struktur manajemen risiko. 
 

Pasal 6 

(1) Budaya sadar risiko harus dikembangkan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh 

jajaran Perangkat Daerah. 

(2) Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan 

risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan 

keputusan di seluruh tingkatan organisasi. 

(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang menjadi bagian dari setiap 

proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan 

organisasi, berupa: 
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a. kepemimpinan yang memiliki komitmen yang kuat untuk 

mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan 

keputusan; 

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh organisasi 

mengenai pentingnya manajemen risiko; 

c. Perangkat Daerah yang mengelola risiko dengan baik 

dapat diberikan penghargaan; dan 

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses 

organisasi. 

 

Pasal 7 

(1) Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahapan: 

a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap 

tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para 

pemangku kepentingan internal maupun pemangku 

kepentingan eksternal; 

b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara 

menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal 

dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam 

mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria 

risiko untuk proses selanjutnya; 

c. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi 

dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, 

menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan 

organisasi; 

d. analisis risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan 

tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan 

terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan 

pengendalian yang ada; 

e. evaluasi risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya 

dilakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut serta 

penentuan prioritas penanganannya; 

f. mitigasi risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi 

berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan 

memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaik, 
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dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi risiko, 

dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan 

g. pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh 

aspek dari proses manajemen risiko. 

(2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. 

 

BAB IV 

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO 

 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap 

penerapan manajemen risiko Pemerintah Daerah, Bupati 

membentuk struktur manajemen risiko. 

(2) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari: 

a. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun, yang 

melakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah 

Daerah; 

b. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian 

tingkat operasional; dan 

c. Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai Unit Kepatuhan 

Manajemen Risiko (Compliance Office for Risk 

Management), yang melakukan pengawasan atas 

pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko, dan 

melaksanakan peran konsultasi dan asistensi manajemen 

risiko. 
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(3) Struktur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 9 

(1) Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. Komite Eksekutif; 

b. Komite Pelaksana; dan 

c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko. 

(2) Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung 

Jawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua, dan Asisten 

Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat, Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi 

Umum selaku Anggota. 

(3) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari Kepala Bappeda selaku Ketua, Kepala BPKAD 

selaku Wakil Ketua, Kepala Bagian Organisasi selaku 

Sekretaris, dan masing-masing Kepala Perangkat Daerah 

kecuali Inspektur selaku Anggota. 

(4) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berada di Bagian Organisasi pada 

Sekretariat Daerah. 

(5) Pembentukan dan tugas Komite Manajemen Risiko 

Kabupaten Madiun ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 10 

(1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Komite Manajemen 

Risiko Perangkat Daerah dan Sekretariat Manajemen Risiko 

Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat 

Daerah. 

(2) Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua dan minimal 2 (dua) 

orang pejabat Eselon III atau yang setara selaku Anggota. 
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(3) Apabila dalam struktur Perangkat Daerah tidak terdapat 

pejabat Eselon III atau yang setara, maka dapat digantikan 

dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(4) Sekretariat Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berada di Sekretariat Perangkat 

Daerah/Bagian yang menangani manajemen kinerja 

Perangkat Daerah. 

(5) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah 

membantu Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun 

dalam mengimplementasikan manajemen risiko di masing-

masing perangkat daerah. 

 

Pasal 11 

(1) Penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun mengacu pada : 

a. Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

c. Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan 

Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

(2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan/atau 

petunjuk teknis penerapan manajemen risiko dilakukan oleh 

Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun. 
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BAB V 

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN  

MANAJEMEN RISIKO 

 

Pasal 12 

Penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun bertujuan untuk: 

a. mengetahui efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko 

sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan 

keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan 

sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun dapat tercapai 

sebagaimana yang diharapkan; 

b. memberikan umpan balik yang memadai dalam rangka 

peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan 

manajemen risiko; 

c. menjaga pemenuhan prinsip­prinsip penerapan manajemen 

risiko. 

 

Pasal 13 

Ruang lingkup penilaian tingkat kematangan penerapan 

manajemen risiko adalah penerapan manajemen risiko secara 

komprehensif/menyeluruh meliputi: 

a. komunikasi dan konsultasi; 

b. penetapan konteks; 

c. identifikasi risiko; 

d. analisis risiko; 

e. evaluasi risiko; 

f. mitigasi risiko; dan  

g. pemantauan dan reviu. 

 

Pasal 14 

Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai Compliance Office for Risk 

Management sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c 

melakukan fungsi: 
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a. pelaksanaan pengawasan atas pengendalian manajemen 

risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; dan 

b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) 

bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini. 

(2) Komite Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan Sekretariat 

Manajemen Risiko Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) harus sudah dibentuk paling lambat 6 

(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 23 Juli 2021 

BUPATI MADIUN, 

  ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal  23 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

             ttd. 

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 32 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 
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BAB I 27 

PENDAHULUAN 28 

 29 

A. Latar Belakang 30 

1. Bahwa Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 31 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan, 32 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. 33 

2. Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung 34 

pencapaian tujuan, tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan 35 

efisien, perlu menetapkan pengaturan mengenai penerapan 36 

manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. 37 

 38 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Umum 39 

Penyusunan pedoman umum ini dimaksudkan sebagai acuan yang 40 

bersifat umum bagi pengembangan kebijakan, struktur, dan fungsi 41 

manajemen risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan 42 

penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 43 

Madiun.44 
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BAB II 45 

PEDOMAN UMUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 46 

 47 

A. Tujuan dan Manfaat Penerapan Manajemen Risiko 48 

1. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 49 

Madiun bertujuan untuk: 50 

a. menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi serta 51 

meminimalisasi dampak yang ditimbulkan. 52 

Upaya penetapan dan pengelolaan risiko dilakukan dengan cara 53 

identifikasi dan menentukan prioritas risiko yang akan ditangani 54 

serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari risiko 55 

tersebut; 56 

b. meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. 57 

Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat memberikan 58 

keyakinan yang memadai kepada Perangkat Daerah bahwa 59 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai;  60 

c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya organisasi. 61 

Rancangan mitigasi risiko dengan mempertimbangkan prioritas 62 

risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong 63 

organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang 64 

terbatas secara efisien dan efektif; 65 

d. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan 66 

perencanaan. 67 

Upaya pengelolaan risiko yang efektif akan memberikan informasi 68 

dan data dukung yang akurat sebagai dasar yang kuat bagi 69 

manajemen dalam pengambilan setiap keputusan; 70 

e. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. 71 

Penerapan manajemen risiko meningkatkan efisiensi, mutu 72 

proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan kepada para 73 

stakeholder; 74 

f. meningkatkan ketahanan organisasi. 75 

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menjadikan 76 

organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang 77 

muncul. 78 

 79 

 80 
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 81 

2. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 82 

Madiun memiliki manfaat sebagai berikut: 83 

a. berkurangnya kejadian tidak terduga. 84 

Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan, ditingkatkan 85 

dengan cara mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk 86 

mengurangi kemungkinan dan meminimalkan dampaknya; 87 

b. meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi. 88 

Pengetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi, dan 89 

lingkungannya akan meningkatkan efektivitas perencanaan. 90 

Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan 91 

organisasi memanfaatkan peluang, mengurangi hasil yang 92 

negatif dan meningkatkan kinerja; 93 

c. meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan. 94 

Manajemen risiko mendorong organisasi mengidentifikasi 95 

pemangku kepentingan  internal dan eksternal dan 96 

mengembangkan dialog antara pemangku kepentingan dengan 97 

organisasi; 98 

d. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan. 99 

Manajemen risiko memberikan informasi dan analisis yang lebih 100 

akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis; 101 

e. perlindungan bagi pimpinan dan seluruh pegawai. 102 

Dengan meningkatnya kesadaran akan risiko, seluruh anggota 103 

organisasi akan melakukan tindakan yang cermat; 104 

f. meningkatnya akuntabilitas. 105 

Dengan mendokumentasikan pendekatan manajemen risiko yang 106 

diterapkan dan perhatian setiap level organisasi atas ketaatan 107 

terhadap ketentuan, akuntabilitas dan governance akan 108 

meningkat. 109 

 110 

 111 

B. Prinsip Penerapan Manajemen Risiko 112 

1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 113 

Manajemen risiko merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan 114 

perundang-undangan yang lebih tinggi dimana manajemen risiko 115 

menjadi turunan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 116 
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 117 

2. Berorientasi jangka panjang. 118 

Manajemen risiko merupakan proses jangka panjang yang dimulai 119 

dari budaya sadar risiko kemudian menjadi bagian yang terpadu 120 

dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam 121 

budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. 122 

3. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya. 123 

Manajemen risiko harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi 124 

organisasi dan dapat mengefisienkan biaya dalam setiap program dan 125 

atau kegiatan yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. 126 

4. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja. 127 

Manajemen risiko harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian 128 

tujuan dan peningkatan kinerja seperti meningkatnya ketaatan 129 

terhadap ketentuan, kepercayaan publik, kualitas pelayanan, 130 

efisiensi, tata kelola, dan reputasi organisasi. 131 

5. Menjadi bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara 132 

keseluruhan. 133 

Manajemen risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terlepas 134 

dari proses utama dan proses bisnis organisasi. Manajemen risiko 135 

adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian yang 136 

menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan, termasuk 137 

perencanaan strategis, program, dan proses manajemen perubahan. 138 

6. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. 139 

Pendekatan manajemen risiko yang sistematis, tepat waktu, dan 140 

terstruktur berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang dapat 141 

diandalkan, diperbandingkan, dan konsisten. 142 

7. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. 143 

Input proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi 144 

seperti data historis, pengalaman, masukan dari pemangku 145 

kepentingan, observasi, prakiraan, dan pertimbangan ahli. 146 

8. Disesuaikan dengan keadaan organisasi. 147 

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan konteks internal 148 

dan eksternal, serta profil risiko organisasi. 149 

9. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi. 150 

Manajemen risiko menyadari kemampuan, persepsi, dan niat pihak 151 

internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat 152 
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pencapaian tujuan organisasi. 153 

10. Transparansi. 154 

Keterlibatan pemangku kepentingan secara layak dan tepat waktu, 155 

khususnya pengambil keputusan pada seluruh level organisasi, 156 

memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan mutakhir. 157 

11. Dinamis dan tanggap terhadap perubahan. 158 

Manajemen risiko secara terus menerus mengenali dan tanggap 159 

terhadap perubahan. Perubahan berupa kejadian eksternal dan 160 

internal dapat mengakibatkan munculnya risiko baru atau 161 

berubahnya risiko. 162 

12. Perbaikan secara terus-menerus. 163 

Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk 164 

meningkatkan kematangan manajemen risiko bersama-sama dengan 165 

semua aspek organisasi lainnya. 166 

 167 

C. Pengembangan Budaya Sadar Risiko 168 

Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun wajib mengembangkan 169 

budaya sadar risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka 170 

pencapaian tujuan. Budaya sadar risiko tersebut diwujudkan dengan 171 

adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap 172 

proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi. 173 

Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap 174 

proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi tersebut 175 

berupa: 176 

1. Kepemimpinan yang memiliki komitmen yang kuat untuk 177 

mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, 178 

2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi 179 

mengenai pentingnya manajemen risiko, 180 

3. Penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan 181 

baik, 182 

4. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi 183 

sehingga manajemen risiko tidak dipandang sebagai tambahan 184 

beban. 185 

Pimpinan harus berkomitmen untuk mempertimbangkan setiap risiko 186 

dalam proses pengambilan keputusan. Komitmen Pimpinan 187 

ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas risiko dan 188 
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manajemen risiko serta pemahaman atas visi misi Kabupaten Madiun. 189 

Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa 190 

sumber daya organisasi tersedia secara memadai bagi penerapan 191 

manajemen risiko. Sumber daya oganisasi tersebut antara lain berupa 192 

dana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan 193 

manajemen risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, 194 

pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko. 195 

Komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan 196 

secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik dalam rapat 197 

pengambilan keputusan maupun dalam bentuk pertemuan dalam 198 

rangka melaksanakan proses manajemen risiko. Profil dan peta risiko 199 

yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua anggota 200 

organisasi. Rancangan mitigasi risiko yang telah disusun juga harus 201 

dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk mendapatkan 202 

dukungan dan menjamin efektivitas implementasinya. 203 

Sistem penghargaan (reward) harus dirancang untuk memberikan 204 

penghargaan kepada mereka yang mengelola risiko dengan baik. 205 

Penilaian kinerja harus mempertimbangkan penerapan manajemen 206 

risiko yang telah dijalankan oleh organisasi. Pemberian sistem 207 

penghargaan harus setara dan sepadan dengan kesuksesan penerapan 208 

manajemen risiko oleh suatu organisasi. 209 

Pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses organisasi dilakukan 210 

secara bertahap dan diawali dengan mempertimbangkan serta 211 

menyelaraskan proses manajemen risiko dalam sistem manajemen 212 

kinerja organisasi. 213 

 214 

D. Proses Manajemen Risiko 215 

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, 216 

dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas 217 

komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, 218 

analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan 219 

(monitoring) dan reviu. Proses manajemen risiko dilakukan baik oleh 220 

seluruh jajaran manajemen maupun oleh segenap pegawai di lingkungan 221 

Pemerintah Kabupaten Madiun. 222 

Proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 223 

 224 
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1. Komunikasi dan konsultasi 225 

Komunikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan proses 226 

manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal 227 

maupun pemangku kepentingan eksternal. 228 

2. Penetapan konteks 229 

Penetapan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, 230 

mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan 231 

dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan 232 

dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya. 233 

3. Identifikasi risiko 234 

Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, 235 

penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat 236 

menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan 237 

organisasi. 238 

4. Analisis risiko 239 

Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat 240 

konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan 241 

kriteria risiko, dengan mempertimbangkan keandalan sistem 242 

pengendalian yang ada. 243 

5. Evaluasi risiko 244 

Evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan 245 

keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan 246 

risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. 247 

6. Mitigasi risiko (penanganan risiko) 248 

Mitigasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi 249 

mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih 250 

opsi mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan 251 

rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut. 252 

7. Pemantauan (monitoring) dan reviu 253 

Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses 254 

manajemen risiko. 255 

Keterkaitan antar tahapan proses manajemen risiko tersebut dapat 256 

diilustrasikan pada gambar II. 1 . 257 
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 258 
 259 

 260 
 261 

Gambar II. 1 Proses Manajemen Risiko 262 

 263 

Proses manajemen risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 264 

Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 265 

Proses manajemen risiko dilakukan pada setiap tingkatan organisasi di 266 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. 267 

Tingkatan tersebut meliputi : 268 

1. Tingkat Kabupaten Madiun; 269 

2. Tingkat Perangkat Daerah 270 

 271 

 272 

E. Struktur Manajemen Risiko 273 

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap 274 

penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten 275 

Madiun perlu ditetapkan struktur manajemen risiko. Struktur 276 

manajemen risiko terdiri dari: 277 

1. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun, yang melakukan 278 

pengendalian tingkat kebijakan Kabupaten Madiun; 279 

2. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat 280 

operasional; 281 

3. Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai unit kepatuhan 282 

Penetapan Konteks 

Penilaian Risiko 

Identifikasi Risiko 

&   

Konsultasi Analisis Risiko 

Monitoring 
& 

Reviu 

Evaluasi Risiko 

Penanganan Risiko 
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KOMITE MANAJEMEN RISIKO  

A. Komite Eksekutif 
Bupati dan Wakil Bupati Madiun selaku Penanggung 

Jawab 

Sekretaris Daerah Madiun selaku Ketua 
Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi 

Kesra, dan Asisten Administrasi umum selaku Anggota 
 

B. Komite Pelaksana 

Kepala Bappeda Kabupaten Madiun selaku Ketua 

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun selaku Wakil Ketua 

Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris 

Masing-masing Kepala Perangkat Daerah Selaku Anggota 
Kecuali Inspektur 

 

C. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Madiun selaku 

Sekretariat Komite manajemen risiko 

KEPALA PERANGKAT DAERAH (PD) 

Pejabat Satu Tingkat Dibawah Kepala 

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi 

Sekretariat Komite Manajemen Risiko 

manajemen risiko (Compliance Office for Risk Management), yang 283 

melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko. 284 

Secara rinci struktur manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut : 285 

a. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun, 286 

 287 

 288 

b. Kepala Perangkat Daerah, 289 

 290 

c. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko. 291 

Unit kepatuhan manajemen risiko dilaksanakan oleh Inspektorat 292 

Kabupaten Madiun selaku Auditor Internal Kabupaten Madiun 293 
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F. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Kabupaten 294 

Madiun 295 

1. Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun 296 

Komite Manajemen Risiko Kabupaten Madiun adalah Komite yang 297 

dibentuk oleh Bupati Madiun untuk mengkoordinasikan, 298 

memfasilitasi dan mengawasi penerapan manajemen risiko serta 299 

meningkatkan budaya sadar risiko, meningkatkan komitmen 300 

pimpinan terhadap manajemen risiko, memberikan arahan dan 301 

membimbing seluruh unit kerja Kabupaten Madiun dalam penerapan 302 

manajemen risiko. Komite manajemen risiko Kabupaten Madiun 303 

terdiri dari Komite Eksekutif, Komite Pelaksana, dan Sekretariat 304 

Komite Manajemen Risiko. 305 

Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah: 306 

a. Menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko 307 

Kabupaten Madiun. 308 

b. Menetapkan profil risiko kunci Kabupaten Madiun beserta 309 

dengan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis 310 

Kabupaten Madiun secara tahunan. 311 

c. Menetapkan selera risiko (risk appetite) dan kriteria risiko yang 312 

berlaku di Kabupaten Madiun. 313 

d. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen 314 

risiko di Kabupaten Madiun. 315 

e. Memastikan bahwa Proses manajemen risiko berjalan efektif di 316 

Kabupaten Madiun. 317 

Tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana adalah : 318 

a. Menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko Kabupaten 319 

Madiun sebagai pedoman implementasi manajemen risiko bagi 320 

seluruh unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. 321 

Kebijakan dan pedoman yang perlu disusun oleh Komite 322 

Pelaksana antara lain berupa selera risiko dan kriteria risiko 323 

Kabupaten Madiun, pedoman tentang pengukuran risiko, 324 

pedoman penyusunan profil risiko, pedoman pemantauan  325 

penanganan risiko Kabupaten Madiun. Kebijakan dan pedoman 326 

yang disusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan 327 

kepada Komite Eksekutif sebagai usulan untuk dibahas dan 328 

ditetapkan. 329 
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 330 

Secara umum, kebijakan manajemen risiko Kabupaten Madiun 331 

meliputi: 332 

1) Kebijakan Skala Risiko Kabupaten Madiun 333 

Level risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau 334 

dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya risiko dan level 335 

dampak (konsekuensi) risiko. Kedua dimensi tersebut harus 336 

dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam 337 

penentuan level risiko. Level kemungkinan terjadinya risiko, 338 

level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 339 

(lima) skala tingkatan (level). Penentuan level risiko 340 

Kabupaten Madiun beserta dengan urutan prioritasnya 341 

menggunakan matriks analisis risiko sebagaimana tabel II.2 342 

di bawah ini: 343 

 344 

Matriks 

Analisis 
risiko 
5x5 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 
Signifikan 

Minor Moderat Signifikan Sangat 
Signifikan 

L
e
v
e
l 
K

e
m

u
n

g
k
in

a
n

 

 

5 
Hampir 
pasti 
terjadi 

 

17 
 

10 
 

6 
 

3 
 

1 

4 
Sering 
terjadi 

20 13 8 4 2 

3 
Kadang 
terjadi 

22 15 11 7 5 

2 
Jarang 
terjadi 

24 19 14 12 9 

 

1 

Hampir 

tidak 
terjadi 

 

25 

 

23 

 

21 

 

18 

 

16 

 345 
 346 
 347 
 348 
 349 
 350 
 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
 356 
 357 
 358 
 359 
 360 
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 361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
 367 

Tingkatan Level risiko Prioritas 
risiko 

Besaran 
risiko 

Warna 

 

5 

 

Sangat Tinggi 

1 25  

2 24  

3 23  

 
 

4 

 
 

Tinggi 

4 22  

5 21  

6 20  

7 19  

8 18  

 
 
 

3 

 
 
 

Sedang 

9 17  

10 16  

11 15  

12 14  

13 13  

14 12  

15 11  

16 10  

17 9  

 
 

2 

 
 

Rendah 

18 8  

19 7  

20 6  

21 5  

22 4  

 

1 
Sangat 

Rendah 

23 3  

24 2  

25 1  

 368 

Tabel II.2. Matriks Analisis risiko 369 
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2) Kriteria Risiko Kabupaten Madiun 370 

Kriteria risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara 371 

kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk 372 

menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level 373 

dampak atas suatu risiko. Penentuan kriteria risiko harus 374 

memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku 375 

kepentingan. 376 

Organisasi harus mampu menyusun kriteria risiko yang akan 377 

digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko. 378 

Kriteria risiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi, 379 

sasaran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang 380 

dimiliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkan 381 

dari aspek hukum dan peraturan perundangan serta 382 

peraturan lain yang terkait dengan kegiatan organisasi. 383 

Kriteria ini harus konsisten dengan kebijakan manajemen 384 

risiko yang telah ditetapkan. Kriteria risiko harus disusun 385 

pada awal penerapan proses manajemen risiko dan harus 386 

ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan 387 

perubahan kondisi organisasi. 388 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun 389 

kriteria risiko antara lain: 390 

a) jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta 391 

bagaimana mengukurnya; 392 

b) bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya; 393 

c) kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak; 394 

d) bagaimana menentukan peringkat risiko; 395 

e) pada peringkat manakah risiko dapat diterima atau dapat 396 

ditoleransi;  397 

f) pada peringkat manakah risiko memerlukan mitigasi; dan 398 

g) apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu 399 

mendapatkan pertimbangan khusus. 400 

Penyusunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan 401 

digunakan pada tahap analisis risiko. Kriteria yang perlu 402 

dibuat antara lain: 403 

a) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (likelihood/ 404 
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frequency), yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu 405 

risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan 406 

pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian 407 

b) Persatuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau 408 

dengan expert judgement. Contoh kriteria kemungkinan 409 

sebagaimana terdapat pada tabel II.3 di bawah. 410 

c) Kriteria dampak (consequences), yaitu area dampak apa 411 

saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi 412 

rendahnya akibat dari suatu risiko, misalnya kerugian 413 

finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, 414 

tuntutan hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria dampak 415 

sebagaimana terdapat pada tabel II.4 416 

Setiap organisasi adalah unik karena mempunyai karakter, 417 

sifat, sasaran bisnis, dan stakeholder yang berbeda-beda. Oleh 418 

karena itu, setiap organisasi harus menyusun sendiri kriteria 419 

risiko yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik 420 

organisasinya sendiri. Selain itu, organisasi juga harus 421 

menyusun kriteria keberhasilan penerapan proses manajemen 422 

risiko untuk memahami keberhasilan penerapannya. 423 

Komite Pelaksana perlu menyusun kriteria risiko yang 424 

seragam untuk Kabupaten Madiun sehingga dapat 425 

digunakan di tingkat Kabupaten Madiun dan Perangkat 426 

Daerah. Untuk kriteria dampak, Komite Pelaksana perlu 427 

menyusun beberapa alternatif area dampak yang dapat 428 

digunakan secara seragam di tingkat Kabupaten Madiun, 429 

dan Perangkat Daerah. Kriteria risiko yang disusun oleh 430 

Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite 431 

Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. 432 

 433 

LEVEL 
KEMUNGKINAN 

KRITERIA KEMUNGKINAN 

 

Hampir Tidak Terjadi 

(1) 

 Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali 

dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari 

volume transaksi dalam 1 periode 

 

Jarang Terjadi 

(2) 

 Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 
tahun) 

 Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari 

volume transaksi dalam 1 periode 
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Kadang Terjadi 
(3) 

 Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 
18 kali dalam 5 tahun) 

 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% 
dari volume transaksi dalam 1 periode 

 

Sering Terjadi 
(4) 

 Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali 

dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% 

dari volume transaksi dalam 1 periode 

 

Hampir Pasti Terjadi 
(5) 

 Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali 
dalam 5 tahun) 

 Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari 

volume transaksi dalam 1 periode 

 434 

 Tabel II.3. Kriteria Kemungkinan 435 
 436 

 Area Dampak 

Level 
Dampak 

Kerugian 

Negara 

Penurunan 

reputasi 

Penurunan 

Kinerja 
Gangguan 
Terhadap 

Layanan 

Tuntutan 

Hukum 

    Organisasi  

Tidak 

Signifikan 
(1) 

Jumlah 

kerugian 

negara ≤ 
Rp10 Juta 

Keluhan 

Stakeholder 
secara 
langsung 

Pencapaian 

target kinerja 

≥ 100% 

Pelayanan 

tertunda ≤ 1 

hari 

Jumlah 

tuntutan 

hukum ≤ 5 
kali  dalam 

  lisan/tertulis   satu 
  ke organisasi   periode 
  jumlahnya ≤    

  3 dalam satu    

  periode    

Minor 
(2) 

Jumlah 

kerugian 
Negara 

Keluhan 
Stakeholder 
secara 

Pencapaian 

target kinerja 
di atas 

Pelayanan 

tertunda di 
atas  1 hari 

Jumlah 

tuntutan 
hukum di 

 lebih dari langsung 80% s.d s.d 5 hari atas 5 kali 
 Rp10 Juta lisan/tertulis 100%  s.d 15 kali 
 s.d Rp50 ke organisasi   dalam satu 
 Juta jumlahnya   periode 
  lebih dari 3    

  dalam satu    

  periode    

Moderat 

(3) 

Jumlah 

kerugian 
Negara 

Pemberitaan 

negatif di 
media massa 

Pencapaian 

target kinerja 
di atas 

Pelayanan 

tertunda di 
atas  5 hari 

Jumlah 

tuntutan 
hukum di 

 lebih dari lokal 50% s.d 80% s.d 15 hari atas 15 kali 
 Rp50 Juta    s.d 30 kali 
 s.d Rp100    dalam satu 
 Juta    periode 

Signifikan 
(4) 

Jumlah 
kerugian 

negara 

Pemberitaan 
negatif di 

media massa 

Pencapaian 
target kinerja 

di atas 

Pelayanan 
tertunda di 

atas 15 hari 

Jumlah 
tuntutan 

hukum di 
 lebih dari nasional 25% s.d 50% s.d 30 hari atas 30 kali 
 Rp100    s.d 50 kali 
 Juta s.d    dalam satu 

 Rp500 
Juta 

   periode 

Sangat 
Signifikan 

(5) 

Jumlah 

kerugian 
negara 

lebih dari 

Pemberitaan 

negatif di 
media massa 

internasional 

Pencapaian 

target kinerja 
≤ 25% 

Pelayanan 

tertunda 
lebih dari 30 

hari 

Jumlah 

tuntutan 
hukum 

lebih dari 
 Rp500    50 kali 

 Juta    dalam satu 

periode 

 437 

Tabel II.4. Kriteria Dampak 438 
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 439 

3) Kategori Risiko 440 

Kategori risiko sangat penting dalam menjamin identifikasi 441 

risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan 442 

risiko. Kategori risiko disusun sesuai dengan kondisi 443 

lingkungan organisasi. Kategori risiko minimal di Kabupaten 444 

Madiun adalah sebagaimana tabel II.5. di bawah ini : 445 

 446 

No. Kategori Risiko Definisi 

1. Risiko 
Pendapatan 

risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya 
target pendapatan daerah. Pendapatan meliputi 
Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer 
dan Pendapatan daerah lainnya. 

2. Risiko Belanja risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam 
penyerapan belanja daerah, tidak sesuai 

proyeksi (proporsionalitas penyerapan}, atau 

tidak sesuai dengan sasaran penggunaan. 
Belanja meliputi modal, barang, pegawai, 
transfer, hibah, bantuan sosial dan lain-lain. 

3. Risiko 

Pembiayaan 

risiko yang disebabkan oleh kegagalan 

pemenuhan pembiayaan, baik nominal maupun 
jadwal waktunya. 

4. Risiko 

Strategis 

risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan 

organisasi dalam mengambil keputusan dalam 

memilih strategi, ketidaktepatan atau tidak 
dilaksanakannya suatu keputusan strategis, 

serta kegagalan dalam mengantisipasi 
perubahan lingkungan organisasi berupa 
perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 

5. Risiko Fraud risiko yang timbul karena kecurangan yang 

disengaja yang merugikan keuangan negara. 
Fraud meliputi: penggelapan aset (barang milik 

negara atau kas dan setara kas), korupsi (suap- 
menyuap, gratifikasi, dan lain-lain) serta 
manipulasi laporan kinerja dan keuangan. 

6. Risiko 
Kepatuhan 

risiko yang timbul akibat organisasi tidak 
mematuhi dan/atau tidak melaksanakan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

yang berlaku. Sumber risiko Kepatuhan antara 
lain timbul karena kurangnya pemahaman atau 

kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
umum 

7. Risiko 

Operasional 

risiko yang disebabkan: 
 ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, dan kegagalan sistem. 

 adanya kejadian ekstemal yang 
mempengaruhi operasional organisasi. 

 adanya tuntutan hukum dari luar kepada 
organisasi. 
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8. Risiko 
Reputasi 

risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat 
kepercayaan pemangku kepentingan ekstemal 
yang bersumber dari persepsi negatif 
terhadap organisasi. 

 447 

Tabel II.5. Tabel Risiko 448 

 449 

Apabila dipandang perlu, Komite Eksekutif dapat 450 

menambahkan kategori risiko selain 8 (delapan) kategori 451 

risiko di atas. 452 

4) Selera Risiko Kabupaten Madiun 453 

Selera risiko Kabupaten Madiun merupakan kebijakan 454 

yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu 455 

risiko perlu ditangani atau tidak. Selera risiko 456 

mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan 457 

efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko. Penyusunan 458 

selera risiko Kabupaten Madiun merupakan tugas dan 459 

tanggung jawab Komite Pelaksana. Selera risiko Kabupaten 460 

Madiun yang disusun oleh Komite Pelaksana tersebut 461 

selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif untuk 462 

dibahas dan ditetapkan. Setelah ditetapkan, selera risiko 463 

dapat digunakan di tingkat Kabupaten Madiun dan 464 

Perangkat Daerah. Penetapan selera risiko dapat 465 

dicontohkan sebagaimana tabel II.6. di bawah ini 466 

 467 

No. Kategori Risiko Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi 

1. Risiko Pendapatan ≥ 10 

2. Risiko Belanja ≥ 10 

3. Risiko Pembiayaan ≥ 10 

4. Risiko Strategis ≥ 9 

5. Risiko Fraud ≥ 4 

6. Risiko Kepatuhan ≥ 9 

7. Risiko Operasional ≥ 15 

8. Risiko Reputasi ≥ 15 
 468 

 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 
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Atau 475 

 476 
Tabel II.6. Tabel Selera Risiko 477 

 478 

b. Menyusun Profil Risiko Kunci Kabupaten Madiun dan rencana 479 

mitigasinya berdasarkan sasaran strategis Kabupaten Madiun 480 

secara tahunan. 481 

Profil risiko Kunci Kabupaten Madiun merupakan kumpulan 482 

risiko Kunci Kabupaten Madiun yang disusun oleh Komite 483 

Pelaksana dari hasil pelaksanaan risk assessment Kabupaten 484 

Madiun yang melibatkan dan dengan mempertimbangkan 485 

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para 486 

stakeholder. 487 

Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis Kabupaten Madiun 488 

yang dapat bersumber dari rencana strategis, roadmap, atau 489 

dokumen perencanaan strategis lainnya. Sedangkan, rencana 490 

mitigasi disusun oleh Komite Pelaksana sesuai dengan prioritas 491 

risiko Kunci yang diputuskan untuk ditangani dengan 492 

mempertimbangkan masukan dari masing- masing Perangkat 493 

Daerah dan para stakeholder. 494 

Profil risiko Kunci Kabupaten Madiun dan rencana mitigasinya 495 

dibuat untuk periode time horizon selama satu tahun dan dapat 496 

dilakukan penyesuaian selama periode tersebut. Profil risiko 497 

Kunci Kabupaten Madiun dan rencana mitigasinya yang disusun 498 

oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan kepada Komite 499 

Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. 500 

c. Memantau dan melaporkan level risiko kunci Kabupaten Madiun 501 

dan pelaksanaan mitigasinya. 502 

Area Penerimaan 

Risiko 

Garis Toleransi Risiko 
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Level risiko Kunci Kabupaten Madiun dan pelaksanaan mitigasi 503 

harus dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara 504 

berkala oleh Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif. risiko-505 

risiko Kunci Kabupaten Madiun dan pelaksanaan rencana 506 

mitigasinya harus dipantau secara terus-menerus untuk 507 

meyakinkan bahwa risiko-risiko Kunci masih dapat dikendalikan 508 

dan rencana mitigasi telah dijalankan dengan baik. Sebagai 509 

bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan manajemen risiko, 510 

Komite Pelaksana melaporkan hasil pemantauan atas risiko- 511 

risiko Kunci Kabupaten Madiun dan pelaksanaan rencana 512 

mitigasi kepada Komite Eksekutif. 513 

d. Menginformasikan risiko-risiko kunci Kabupaten Madiun serta 514 

menyampaikan rencana mitigasi Kabupaten Madiun yang relevan 515 

kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Risiko kunci 516 

Kabupaten Madiun diinformasikan oleh Komite Pelaksana kepada 517 

seluruh Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam 518 

menyusun profil risiko kunci Perangkat Daerah. Selanjutnya, 519 

rencana mitigasi Kabupaten Madiun yang relevan diinformasikan 520 

oleh Komite Pelaksana kepada seluruh Perangkat Daerah yang 521 

terkait untuk dilaksanakan. 522 

e. Memberikan masukan kepada Bupati Madiun tentang rencana 523 

kontinjensi apabila kondisi eksternal yang tidak normal terjadi. 524 

Kondisi tidak normal mungkin saja terjadi sehingga 525 

menyebabkan risiko kunci yang diukur dengan indikator risiko 526 

menjadi berlevel tinggi secara mendadak. Dalam kondisi 527 

demikian, Komite Pelaksana memberikan masukan kepada 528 

Bupati Madiun tentang rencana kontinjensi yang diperlukan 529 

untuk memitigasi risiko yang meningkat levelnya tersebut. Proses 530 

penyusunan rencana kontinjensi tersebut dilakukan bersama-531 

sama dengan Kepala Perangkat Daerah yang berkenaan dan 532 

pejabat yang terkait. 533 

f. Memberikan masukan/rekomendasi kepada Bupati Madiun 534 

berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan dengan 535 

pengambilan keputusan/kebijakan Bupati Madiun tertentu 536 

sesuai permintaan Bupati Madiun. 537 
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Apabila diperlukan, Bupati Madiun dapat meminta Komite 538 

Pelaksana untuk memberikan rekomendasi berdasarkan 539 

informasi mengenai risiko yang dimiliki sebelum suatu keputusan 540 

tertentu dibuat oleh Bupati Madiun. 541 

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite 542 

Manajemen Risiko Kabupaten Madiun, dibentuk Sekretariat Komite 543 

Manajemen Risiko Kabupaten Madiun. Sekretariat Komite 544 

manajemen risiko Kabupaten Madiun berada di Sekretariat Daerah 545 

Kabupaten Madiun c.q. Biro/Bagian yang menangani urusan yang 546 

terkait dengan Administrasi Pembangunan Kabupaten Madiun. 547 

 548 

2. Kepala Perangkat Daerah 549 

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 550 

Madiun harus menjalankan manajemen risiko. Kepala Perangkat 551 

Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian 552 

risiko sehari-hari pada Perangkat Daerah yang dipimpin serta 553 

penerapan manajemen risiko di dalam unit kerjanya masing-masing 554 

dengan cara menunjukkan komitmen dan memberikan arahan 555 

dalam rangka penerapan manajemen risiko yang mencakup 556 

pelaksanaan Proses manajemen risiko dan penyediaan sumber daya 557 

organisasi yang mencukupi untuk penerapan manajemen risiko yang 558 

efektif. Sehubungan dengan penerapan manajemen risiko, Kepala 559 

Perangkat Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 560 

berikut: 561 

a. Menyusun dan menetapkan risiko-risiko kunci Perangkat 562 

Daerah. 563 

Setelah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci 564 

Kabupaten Madiun, Kepala Perangkat Daerah diharapkan 565 

menyusun dan menetapkan risiko kunci Perangkat Daerah yang 566 

disesuaikan dengan risiko kunci Kabupaten Madiun. 567 

b. Menyusun, menetapkan, dan melaporkan profil risiko kunci 568 

Perangkat Daerah beserta rencana mitigasinya berdasarkan 569 

sasaran strategis Perangkat Daerah secara tahunan. 570 

Profil risiko kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan 571 

risiko kunci Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh 572 



 

 
 

- 23 - 
 

Inspektur  

Kepala Bagian Hukum  
 

Kepala Perangkat Daerah dari hasil pelaksanaan risk 573 

assessment yang melibatkan dan mempertimbangkan 574 

masukan dari seluruh di bawahnya serta para stakeholder. 575 

Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis Perangkat Daerah 576 

yang dapat bersumber dari rencana strategis, roadmap, peta 577 

sasaran strategis berdasarkan dokumen perencanaan strategis. 578 

Sedangkan, rencana mitigasi disusun dan ditetapkan oleh 579 

Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas risiko kunci 580 

yang diputuskan untuk ditangani dengan mempertimbangkan 581 

masukan dari seluruh di bawahnya serta para stakeholder. 582 

Profil risiko kunci dan rencana mitigasinya dibuat untuk periode 583 

time horizon selama satu tahun dan dapat dilakukan 584 

penyesuaian selama periode tahun tersebut. Profil risiko kunci 585 

dan rencana mitigasinya yang telah ditetapkan oleh Kepala 586 

Perangkat Daerah selanjutnya dilaporkan kepada Komite 587 

manajemen risiko. 588 

c. Menginformasikan risiko-risiko kunci Kabupaten Madiun dan 589 

Perangkat Daerah serta rencana mitigasi yang relevan kepada 590 

seluruh manajemen di bawahnya yang terkait. 591 

Risiko kunci Kabupaten Madiun, dan Perangkat Daerah 592 

diinformasikan kepada seluruh manajemen di bawahnya sebagai 593 

bahan informasi. Selain itu, rencana mitigasi Kabupaten Madiun, 594 

dan Perangkat Daerah yang relevan diinformasikan kepada 595 

seluruh manajemen di bawahnya yang terkait untuk 596 

dilaksanakan. 597 

d. Memantau dan melaporkan level risiko kunci Perangkat Daerah 598 

serta pelaksanaan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun, dan 599 

Perangkat Daerah. 600 

Level risiko kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan mitigasi 601 

risiko kunci Kabupaten Madiun dan Perangkat Daerah harus 602 

dipantau secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala 603 

oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen Risiko. 604 

Risiko-risiko Kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana 605 

mitigasinya harus dipantau secara terus-menerus untuk 606 

meyakinkan bahwa risiko-risiko kunci masih dapat dikendalikan 607 

dan rencana mitigasi telah dijalankan dengan baik. Sebagai 608 
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bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan manajemen risiko, 609 

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pemantauan atas 610 

risiko-risiko kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana 611 

mitigasi kepada Komite manajemen risiko. 612 

e. Memastikan proses manajemen risiko pada unit kerjanya berjalan 613 

efektif. 614 

Seluruh Perangkat Daerah dan unit di bawahnya harus 615 

menjalankan proses manajemen risiko dengan efektif. Kepala 616 

Perangkat Daerah harus memastikan bahwa unit kerjanya telah 617 

menjalankan proses manajemen risiko dengan baik. 618 

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung 619 

jawabnya, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk 620 

Sekretariat manajemen risiko untuk mengadministrasikan hasil 621 

proses manajemen risiko. 622 

 623 

3. Tugas dan tanggung jawab unit kerja di bawah Kepala Perangkat 624 

Daerah dalam hal penerapan manjemen risiko adalah: 625 

a. Ikut berperan aktif dalam penyusunan profil risiko kunci 626 

Perangkat Daerah. 627 

Seluruh unit di bawah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan 628 

Pemerintah Kabupaten Madiun harus secara aktif terlibat dan 629 

berperan serta aktif dalam penerapan manajemen risiko yang 630 

dijalankan oleh Perangkat Daerah. Keterlibatan dan peran serta 631 

aktif tersebut antara lain diwujudkan dalam hal pelaksanaan risk 632 

assessment untuk menyusun profil risiko kunci Perangkat 633 

Daerah. 634 

b. Memantau dan melaporkan level risiko beserta dengan 635 

pelaksanaan mitigasinya kepada Kepala Perangkat Daerah 636 

masing- masing secara triwulanan. 637 

Seluruh pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah 638 

harus melakukan pemantauan atas kondisi risiko berikut dengan 639 

langkah mitigasi yang dijalankan dan melaporkannya kepada 640 

Kepala Perangkat Daerah. Pelaporan tersebut bentuk dan 641 

susunannya ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi di 642 

Perangkat Daerah masing-masing. 643 

 644 
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4. Compliance Office for Risk Management, yaitu Inspektorat Kabupaten 645 

Madiun melakukan penilaian independen (independent assurance) 646 

atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Kabupaten Madiun 647 

kepada pemangku kepentingan serta melaksanakan peran 648 

konsultasi dan asistensi manajemen risiko di lingkungan Pemerintah 649 

Kabupaten Madiun. Fungsi tersebut diwujudkan antara lain dengan 650 

melakukan: 651 

a. pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko, baik di 652 

tingkat Kabupaten Madiun maupun di tingkat Perangkat Daerah; 653 

b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan 654 

manajemen risiko, baik di tingkat Kabupaten Madiun maupun di 655 

tingkat Perangkat Daerah; 656 

c. audit atas Proses manajemen risiko, baik di tingkat Kabupaten 657 

Madiun maupun di tingkat Perangkat Daerah; 658 

d. memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan 659 

manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 660 

apabila diminta. 661 
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BAB III 662 

KEBIJAKAN PELAPORAN 663 

 664 

Dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penerapan manajemen risiko, 665 

kebijakan pelaporan manajemen risiko Kabupaten Madiun adalah sebagai 666 

berikut: 667 

A. Pelaporan Tingkat Kabupaten Madiun 668 

Pelaporan Tingkat Kabupaten Madiun terdiri dari: 669 

1. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Madiun 670 

Profil Risiko Kunci Kabupaten Madiun merupakan kumpulan risiko 671 

kunci Kabupaten Madiun yang disusun dengan mempertimbangkan 672 

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para 673 

stakeholder. Laporan profil risiko kunci Kabupaten Madiun disusun 674 

dan disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif 675 

untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal 676 

periode time horizon. Laporan profil risiko kunci Kabupaten Madiun 677 

ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di 678 

awal periode time horizon. Komite Pelaksana menyampaikan laporan 679 

profil risiko kunci Kabupaten Madiun yang sudah ditetapkan oleh 680 

Komite Eksekutif kepada para Kepala Perangkat Daerah dan 681 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 682 

lambat pada minggu III di awal periode time horizon sebagai dasar 683 

pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci Perangkat Daerah. 684 

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Madiun 685 

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Madiun memuat informasi 686 

mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi 687 

mitigasi risiko yang telah dijalankan. Laporan mitigasi risiko kunci 688 

Kabupaten Madiun dibuat oleh Komite Pelaksana dengan 689 

mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah 690 

dan para stakeholder dan disampaikan kepada Komite Eksekutif. 691 

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Madiun yang berisikan 692 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi dan rencana 693 

mitigasinya, disusun oleh Komite Pelaksana dan disampaikan paling 694 

lambat pada minggu I di awal periode time horizon kepada Komite 695 

Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. 696 
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Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun tersebut ditetapkan 697 

oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode 698 

time horizon. Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun yang 699 

sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif tersebut selanjutnya 700 

disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Kepala Perangkat Daerah 701 

dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management 702 

paling lambat pada minggu III di awal periode time horizon. 703 

Sedangkan laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun yang 704 

berisikan informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana, 705 

dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam 706 

periode time horizon, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh 707 

Komite Pelaksana secara triwulanan kepada Komite Eksekutif dan 708 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 709 

lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir. 710 

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses manajemen risiko Kabupaten 711 

Madiun. 712 

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kabupaten 713 

Madiun disusun oleh Komite Pelaksana berdasarkan hasil 714 

pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi risiko 715 

Kunci dan disampaikan kepada Komite Eksekutif setiap semester 716 

paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir untuk 717 

dibahas dan ditetapkan. Laporan pemantauan dan reviu proses 718 

manajemen risiko Kabupaten Madiun ditetapkan oleh Komite 719 

Eksekutif paling lambat pada minggu II setelah semester tersebut 720 

berakhir. Laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko 721 

Kabupaten Madiun yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif 722 

tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada 723 

Komite Manajemen Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Office 724 

for Risk Management paling lambat pada minggu III setelah semester 725 

tersebut berakhir. 726 

4. Laporan Manajemen Risiko Insidental 727 

Laporan Manajemen Risiko Insidental disusun oleh Komite Pelaksana 728 

dan ditujukan kepada Bupati Madiun. Penyusunan Laporan 729 

manajemen risiko Insidental antara lain didasari oleh: 730 

 731 
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a. apabila terjadi kondisi abnormal: berfungsi untuk memberikan 732 

masukan mengenai rencana kontinjensi kepada Bupati Madiun; 733 

b. Dan apabila ada permintaan dari Bupati Madiun berkenaan 734 

dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu: 735 

berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan 736 

suatu analisis yang objektif. 737 

Bentuk dan isi Laporan manajemen risiko Insidental disesuaikan 738 

dengan sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya 739 

laporan. 740 

 741 

B. Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah 742 

Pelaporan Tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: 743 

1. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah 744 

Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan risiko 745 

kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan risk 746 

assessment Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di 747 

bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing 748 

unit kerja tersebut dan para stakeholder. Laporan Profil Risiko Kunci 749 

Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh setiap 750 

Kepala Perangkat Daerah kepada Komite manajemen risiko serta 751 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 752 

lambat pada minggu IV di awal periode time horizon. 753 

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah 754 

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat informasi 755 

mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan realisasi 756 

mitigasi risiko yang telah dijalankan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci 757 

Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah dengan 758 

mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja di 759 

bawahnya dan para stakeholder. 760 

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan 761 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi dan rencana 762 

mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala 763 

Perangkat Daerah kepada komite manajemen risiko dan di bawahnya 764 

yang terkait serta ditembuskan kepada Compliance Office for Risk 765 

Management paling lambat pada minggu IV di awal periode time 766 
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horizon. Sedangkan laporan mitigasi risiko kunci Perangkat Daerah 767 

yang berisikan informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi, 768 

rencana dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV 769 

dalam periode time horizon, disusun, ditetapkan dan disampaikan 770 

oleh Kepala Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Komite 771 

Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for 772 

Risk Management paling lambat pada minggu I setelah triwulan 773 

tersebut berakhir. 774 

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses manajemen risiko Perangkat 775 

Daerah 776 

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat 777 

Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah 778 

berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas 779 

pelaksanaan mitigasi risiko kunci. Laporan pemantauan dan reviu 780 

proses manajemen risiko Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala 781 

Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen Risiko serta 782 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management setiap 783 

semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut 784 

berakhir. 785 

 786 

C. Pelaporan Dalam Rangka Perbaikan Terus Menerus 787 

Secara terus menerus seluruh Perangkat Daerah harus berupaya untuk 788 

meningkatkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko ke 789 

tingkatan yang lebih baik. 790 

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dijelaskan dalam table 791 

II.7. di bawah ini : 792 

 

Tingkat 

Kematangan 

Parameter Penilaian 

Kepemimpinan Proses Manajemen 
risiko 

Aktivitas 
Penanganan risiko 

Hasil Penerapan 
manajemen risiko 

Belum Sadar 

risiko (Risk 
Naive) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 
implementasi 

manajemen risiko 
sangat rendah 

Proses manajemen 

risiko dilaksanakan 

secara sangat tidak 

lengkap dan 
identifikasi sangat 

tidak komprehensif 

Jumlah persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan dan 

keberhasilan 
penurunan level 
risiko sangat 
rendah 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan strategis 

sangat rendah 

Sadar risiko 
(Risk Aware) 

Komitmen dan 
pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

manajemen risiko 
rendah 

Proses manajemen 
risiko dilaksanakan 

secara tidak lengkap 

dan identifikasi tidak 

komprehensif 

Jumlah persentase 
mitigasi yang 

dilaksanakan dan 

keberhasilan 

penurunan level 
risiko rendah 

Keberhasilan 
pencapaian 

tujuan strategis 

rendah 
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risiko 

Ditetapkan 
(Risk Defined) 

Komitmen dan 

pemahaman 
pimpinan 

terhadap 

implementasi 

manajemen risiko 

sedang 

Proses manajemen 

risiko dilaksanakan 
secara cukup 

lengkap dan 

identifikasi cukup 

komprehensif 

Jumlah persentase 

mitigasi yang 
dilaksanakan dan 

keberhasilan 

penurunan level 
risiko sedang 

Keberhasilan 

pencapaian 
tujuan strategis 

sedang 

risiko Dikelola 

(Risk 
Managed) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 
terhadap 

implementasi 

manajemen risiko 
tinggi 

Proses manajemen 

risiko dilaksanakan 

secara lengkap dan 
identifikasi 

komprehensif 

Jumlah persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan dan 
keberhasilan 

penurunan level 
risiko tinggi 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan strategis 
tinggi 

Dapat 

Menangani 

risiko (Risk 
Enabled) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 
terhadap 

implementasi 

manajemen risiko 
sangat tinggi 

Proses manajemen 

risiko dilaksanakan 

secara sangat 
lengkap dan 

identifikasi sangat 

komprehensif 

Jumlah persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan dan 
keberhasilan 

penurunan level 
risiko sangat tinggi 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan strategis 
sangat tinggi 

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan manajemen risiko 793 

 794 

Laporan yang berisikan rekomendasi untuk perbaikan dan 795 

pengembangan penerapan manajemen risiko seperti laporan atas hasil 796 

penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dan laporan 797 

atas hasil audit Proses manajemen risiko merupakan bagian dari 798 

pelaporan dalam rangka perbaikan terus-menerus. 799 

Komite manajemen risiko Kabupaten Madiun diharapkan dapat 800 

memfasilitasi terwujudnya sistem aplikasi manajemen risiko yang dapat 801 

membantu dalam penyusunan dan pengiriman laporan manajemen 802 

risiko. 803 
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BAB IV 804 

 805 

HUBUNGAN MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERN, DAN 806 

MANAJEMEN KINERJA 807 

 808 

Ruang lingkup dan komponen manajemen risiko serta pendekatan yang 809 

digunakan Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan keduanya, 810 

yakni: 811 

A. Ruang Lingkup dan Proses Manajemen Risiko 812 

Manajemen risiko memiliki ruang lingkup yang luas yaitu mencakup 813 

program, kegiatan, atau proses bisnis secara luas. Proses manajemen 814 

risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri dari komunikasi dan konsultasi, 815 

penetapan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko, 816 

penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu. Sedangkan menurut 817 

COSO ERM komponen dari Enterprise Risk Management adalah 818 

lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian (events), 819 

penilaian risiko, respon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 820 

komunikasi, serta pemantauan. 821 

 822 

B. Ruang Lingkup dan Komponen Pengendalian Intern 823 

Pengendalian intern khususnya di sektor publik mengacu pada 824 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menggunakan 825 

kerangka kerja COSO: Internal Control Integrated Framework. Ruang 826 

lingkup pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 827 

Tahun 2008 meliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. Komponen 828 

pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian 829 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 830 

pemantauan. 831 

 832 

C. Pendekatan Kabupaten Madiun 833 

Secara umum pendekatan manajemen risiko dan pengendalian intern 834 

mengacu pada konsep yang sama. Meskipun demikian, dengan 835 

mengingat sejarah implementasi kedua konsep tersebut di Kabupaten 836 

Madiun, maka pendekatan yang digunakan Kabupaten Madiun dapat 837 

dirumuskan sebagai berikut: 838 
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1. Manajemen risiko di Kabupaten Madiun digunakan dalam konteks 839 

pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut dapat 840 

berupa sasaran strategis yang mengacu pada dokumen perencanaan 841 

maupun dokumen perencanaan strategis lainnya. 842 

2. Proses manajemen risiko disusun lebih banyak menggunakan 843 

pendekatan standar manajemen risiko ISO 31000. 844 

3. Pengendalian intern di Kabupaten Madiun digunakan dalam rangka 845 

meyakinkan bahwa pengendalian intern telah diimplementasikan 846 

secara efektif dalam proses bisnis sehari-hari. 847 

4. Program peningkatan pengendalian intern lebih banyak 848 

menggunakan pendekatan komponen pengendalian intern sesuai 849 

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008. 850 

5. Mitigasi atau penanganan risiko dalam manajemen risiko adalah 851 

merupakan kegiatan atau proses untuk mengurangi kemungkinan 852 

dan/atau dampak risiko setelah mempertimbangkan aktivitas 853 

pengendalian yang ada. 854 

6. Mitigasi yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau dampak 855 

akan dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode 856 

berikutnya dengan mekanisme SOP, Surat Edaran, Surat Keputusan, 857 

dan/atau bentuk ketentuan lainnya yang sesuai. 858 

7. Pengendalian intern, khususnya aktivitas pengendalian yang ada, 859 

harus diukur efektivitasnya untuk menentukan level risiko pada saat 860 

menjalankan tahap analisis risiko. 861 

 862 

D. Hubungan Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja 863 

Dokumen perencanaan Kabupaten Madiun merupakan alat manajemen 864 

strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi yang tertuang 865 

dalam Rencana Strategi Kabupaten Madiun. 866 

Salah satu proses manajemen risiko yang digunakan oleh Kabupaten 867 

Madiun adalah penetapan konteks yang berisi antara lain penetapan 868 

tujuan. Dalam rangka penetapan konteks tersebut, organisasi 869 

Pemerintah Kabupaten Madiun harus memasukkan tujuan sebagaimana 870 

yang tercantum dalam sasaran strategis pada dokumen perencanaan 871 

sebagai tujuan organisasi. Meskipun demikian, tujuan atau sasaran 872 

strategis lain yang mungkin tercantum pada dokumen selain dokumen 873 

perencanaan tetap harus dipertimbangkan. 874 
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Demikian pula, dalam pengukuran kinerja organisasi disarankan agar 875 

mempertimbangkan risiko yang diambil oleh organisasi dalam rangka 876 

mencapai sasaran-sasaran strategisnya. 877 

  878 

BAB V 879 

PENUTUP 880 

 881 

Pedoman umum manajemen risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 882 

pengembangan kebijakan, struktur manajemen risiko serta sistem dan 883 

prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di lingkungan 884 

Pemerintah Kabupaten Madiun. 885 

 886 

 887 

BUPATI MADIUN,  888 

        ttd. 889 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 890 

 891 

 892 

 893 

 894 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif 

dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan manajemen 

risiko di Kabupaten Madiun. Pengaturan tersebut diperlukan untuk 

mengakomodasi adanya perubahan lingkungan dalam penerapan 

manajemen risiko serta mengefektifkan dan mengefisienkan penerapan 

manajemen risiko. 

 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 

Penyusunan pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan 

panduan bagi pelaksanaan manajemen risiko, yakni dalam hal sistem dan 

prosedur penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pola 

pikir dan pola tindak dalam penerapan manajemen risiko secara efektif di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. 

 

C. Faktor-Faktor Keberhasilan Penerapan Manajemen Risiko 

Untuk menjamin bahwa penerapan manajemen risiko dapat berjalan 

dengan baik, segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun harus memahami dan mengetahui 

beberapa faktor bagi keberhasilan penerapannya. Faktor-faktor 

keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan penerapan 

manajemen risiko adalah: 

1. adanya  komitmen  terhadap  kebijakan,  proses,  dan  rencana  

tindakan terkait dengan penerapan manajemen risiko; 

2. adanya struktur yang jelas dan kerangka acuan yang dapat dijadikan 

pedoman dalam penerapan manajemen risiko; 

3. adanya kebijakan pengelolaan risiko (risk management policy) yang 

merinci tugas dan tanggung jawab dari pemimpin dan staf di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; 

4. adanya pelatihan untuk seluruh pemimpin dan staf, baik itu pelatihan 

manajemen risiko secara umum untuk tujuan risk awareness maupun 

pelatihan yang lebih detil dengan tujuan untuk menjalankan proses 

manajemen risiko; 
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5. adanya sumber daya yang mencukupi untuk penerapan manajemen 

risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; 

6. adanya pemantauan secara terus-menerus mengenai status 

pengelolaan risiko; 

7. adanya  reinforcement  (penguatan)   yang   mencakup   Key 

Performance Indicators (KPI)/Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi 

individual, remunerasi, dan sanksi; 

8. adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan organisasi terhadap 

prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk menciptakan kultur/budaya 

yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari 

pengelolaan risiko yang efektif. 
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BAB II 

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT 

KABUPATEN MADIUN 

 

A. Komunikasi dan Konsultasi 

Pemerintah Kabupaten Madiun, sebagai sebuah unit yang menerapkan 

manajemen risiko, melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. 

Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan oleh Komite 

Manajemen Risiko Kabupaten Madiun. Komunikasi dan konsultasi di 

tingkat Kabupaten Madiun kepada para pemangku kepentingan dilakukan 

secara terus menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan 

proses manajemen risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau 

organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau 

mempersepsikan diri mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan 

atau aktivitas Pemerintah Kabupaten Madiun. 

Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap pemangku kepentingan 

eksternal dan internal. Pemangku kepentingan eksternal bagi manajemen 

risiko di tingkat Kabupaten Madiun antara lain sekitar Pemerintah 

Kabupaten Madiun, Presiden, Kementerian/Lembaga, organisasi 

kemasyarakatan, Penyedia Barang dan Jasa, DPRD, dan masyarakat 

umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan internal bagi 

manajemen risiko tingkat Kabupaten Madiun adalah seluruh Perangkat 

Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Madiun. Untuk manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah, penetapan 

pemangku kepentingan internal dan eksternalnya disesuaikan dengan 

lingkup organisasi masing-masing. 

Komunikasi dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap 

tahap proses manajemen risiko. Mekanisme pelaporan baik di tingkat 

Kabupaten Madiun, maupun Perangkat Daerah pada hakikatnya 

merupakan salah satu metode berkomunikasi dan meminta masukan 

kepada para pemangku kepentingan. 

1. Tujuan 

Komunikasi dan konsultasi pada tingkat Kabupaten Madiun bertujuan 

untuk mendapatkan dan menyebar informasi yang relevan terkait 

dengan penerapan manajemen risiko sehingga pihak-pihak yang terkait 

dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan 

baik; 
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2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Pada tingkat Kabupaten Madiun, komunikasi, dan konsultasi 

dilakukan oleh Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif terhadap 

pemangku kepentingan eksternal dan internal dengan melibatkan 

Perangkat Daerah; 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif melakukan komunikasi dan 

konsultansi di sepanjang periode penerapan manajemen risiko, selaras 

dengan tahapan proses manajemen risiko dan berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka penerapan manajemen risiko; 

4. Langkah Proses 

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan 

dengan menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka 

pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut antara lain dilakukan 

dengan: 

a. pelaksanaan risk assessment di tingkat Kabupaten Madiun; 

b. pelaksanaan rapat berkala Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif; 

c. pelaksanaan rapat insidental Komite Pelaksana dan Komite 

Eksekutif. Komunikasi dan konsultasi manajemen risiko pada 

dasarnya tidak hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, 

tetapi dapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai 

macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi 

Kabupaten Madiun.  

Sekretariat Komite Manajemen risiko Kabupaten Madiun dibentuk 

untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi 

dan konsultasi di tingkat Kabupaten Madiun. 

a. Pelaksanaan Risk Assessment 

Risk assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi 

risiko, menentukan level risiko dan menetapkan prioritas risiko. 

Risk assessment terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan 

evaluasi risiko. Di tingkat Kabupaten Madiun, risk assessment 

dimaksudkan untuk menyusun profil risiko kunci Kabupaten 

Madiun. Risk assessment dilakukan oleh Komite Pelaksana dan 

hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada 

minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas dan 

ditetapkan. Profil risiko kunci Kabupaten Madiun ditetapkan oleh 

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode 
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rentang waktu. Rentang waktu merupakan masa berlakunya 

dokumen manajemen risiko dan menunjukkan jangka waktu yang 

digunakan untuk mengestimasikan level risiko serta menjalankan 

penanganan atas risiko; 

b. Pelaksanaan Rapat Berkala Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif 

merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan 

konsultasi. Dalam rapat ini, Komite Pelaksana dan Komite 

Eksekutif melakukan komunikasi dan konsultasi atas berbagai hal 

terkait dengan penerapan manajemen risiko di Kabupaten Madiun. 

Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Komite Pelaksana adalah: 

1) rapat dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan 

Desember, Maret, Juni, dan September; 

2) rapat dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Pelaksana; 

3) rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota  

 Komite.  

Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Komite Eksekutif adalah: 

1) rapat dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan 

Januari, April, Juli, dan Oktober; 

2) untuk rapat yang bersifat menetapkan/memutuskan, rapat 

harus dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Eksekutif; 

3) rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Komite; 

c. Pelaksanaan Rapat Insidental Komite Pelaksana dan Komite 

Eksekutif Dalam hal terdapat permintaan dari Bupati atau hal-hal 

lainnya yang bersifat mendesak, Komite Pelaksana dan Komite 

Eksekutif dapat melakukan rapat insidental yang waktu 

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi 

antara lain berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Komite 

Eksekutif. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan 

antara lain untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan 

yang dihasilkan oleh Komite Eksekutif. Dokumentasi atas kegiatan 

komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan 

antara lain terhadap notulensi hasil rapat Komite Eksekutif. 
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B. Penetapan Konteks 

1. Tujuan 

Penetapan konteks di tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-

parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan 

manajemen risiko di tingkat Kabupaten Madiun. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Di tingkat Kabupaten Madiun, penyusunan penetapan konteks 

dilakukan oleh Komite Pelaksana dan penetapannya dilakukan oleh 

Komite Eksekutif. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana menyusun penetapan konteks di tingkat Kabupaten 

Madiun dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling 

lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk dibahas 

dan ditetapkan. Penetapan konteks ditetapkan oleh Komite Eksekutif 

paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. Konteks 

tersebut harus ditinjau kembali secara berkala bersamaan dengan 

pelaksanaan risk assessment tingkat Kabupaten Madiun. Dalam hal 

terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, Komite Eksekutif 

dapat mengubah dan menyesuaikan konteks manajemen risiko tingkat 

Kabupaten Madiun melalui mekanisme pemantauan risiko. 

4. Langkah Proses 

Penetapan konteks di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter dasar 

di tingkat Kabupaten Madiun. Kerangka acuan dan parameter dasar 

tersebut mencakup antara lain: tujuan Kabupaten Madiun, lingkup 

penerapan, periode rentang waktu, keluaran (output), struktur 

manajemen risiko, pemangku kepentingan, kriteria risiko, matriks 

analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas risiko, serta 

selera risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat Kabupaten Madiun 

menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun. Konteks manajemen risiko di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis 

tingkat Kabupaten Madiun. Sasaran strategis tersebut merupakan 

representasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana 

strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi 

lainnya. Dengan demikian, siklus proses manajemen risiko harus 
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sejalan dengan proses penilaian kinerja dan pencapaian sasaran 

strategis Kabupaten Madiun. Langkah kerja dalam penetapan konteks 

di tingkat Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: 

a. menentukan tujuan atau sasaran tingkat Kabupaten Madiun 

Tujuan atau sasaran Kabupaten Madiun menjadi dasar atau 

pondasi untuk penerapan manajemen risiko. Upaya untuk 

mengamankan ketercapaian tujuan Kabupaten Madiun menjadi 

alasan penerapan manajemen risiko di tingkat Kabupaten Madiun. 

b. menentukan parameter penerapan manajemen risiko 

Parameter penerapan manajemen risiko yang perlu ditetapkan dalam 

konteks ini adalah: 

1) Ruang lingkup penerapan manajemen risiko; 

2) Periode rentang waktu; 

3) Keluaran (output) Proses manajemen risiko yang dijalankan 

c. menentukan struktur manajemen risiko tingkat Kabupaten Madiun 

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko 

di tingkat Kabupaten Madiun dibentuk struktur manajemen risiko 

berupa Komite manajemen risiko Kabupaten Madiun yang 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun. 

d. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait 

dengan Kabupaten Madiun 

Para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perlu 

ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya pelaksanaan 

manajemen risiko di tingkat Kabupaten Madiun. 

e. menetapkan kriteria risiko 

Kriteria risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan level 

kemungkinan dan level dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. 

Komite Eksekutif menetapkan kriteria risiko yang berlaku di 

Kabupaten Madiun. 

f. menetapkan matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko 

dan prioritas risiko 

Matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas 

risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis risiko 

mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati ini. 
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g. menetapkan selera risiko 

Selera risiko yang menjadi bahasan penerimaan suatu risiko perlu 

dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas risiko mana yang 

perlu dimitigasi dan risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Komite 

Eksekutif menetapkan selera risiko yang berlaku di Kabupaten 

Madiun. 

h. mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu 

Piagam manajemen risiko (risk management charter) Kabupaten 

Madiun. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah Piagam 

Manajemen Risiko (Risk Management Charter) Kabupaten Madiun. 

Piagam Manajemen Risiko Kabupaten Madiun menjadi patokan dan 

pertimbangan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Piagam 

Manajemen Risiko Perangkat Daerah. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk 

menjelaskan parameter dan batasan penerapan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh Kabupaten Madiun. Dokumentasi yang valid dan 

lengkap atas konteks manajemen risiko akan meningkatkan 

konsistensi penerapan dan komparabilitas risiko di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun. Dokumentasi atas kegiatan penetapan 

konteks di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan antara lain terhadap 

Piagam manajemen risiko Kabupaten Madiun. 

 

C. Identifikasi Risiko 

1. Tujuan 

Identifikasi risiko pada tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk 

mendaftar semua risiko kunci yang berpotensi untuk menghambat, 

menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan 

Kabupaten Madiun. risiko kunci adalah risiko yang sangat penting 

untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Pada tingkat Kabupaten Madiun, identifikasi risiko dilakukan oleh 

Komite Pelaksana yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta 

aktif dari seluruh Perangkat Daerah serta mempertimbangkan 

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder. 
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Hasil identifikasi risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif untuk 

dibahas dan ditetapkan. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana melakukan identifikasi risiko tingkat Kabupaten 

Madiun secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite 

Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu 

untuk dibahas dan ditetapkan. Hasil identifikasi risiko ditetapkan oleh 

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode rentang 

waktu. 

4. Langkah Proses 

Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan teknik tertentu yang 

sistematis untuk mendaftar semua risiko kunci di tingkat Kabupaten 

Madiun. Identifikasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan 

dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai di 

tingkat Kabupaten Madiun. Tujuan atau sasaran tersebut dapat 

diambil dan berasal dari rencana strategis dan sasaran strategis yang 

tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Pada tingkat Kabupaten 

Madiun, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua 

risiko kunci Kabupaten Madiun. Dalam tahapan identifikasi risiko, 

risiko kunci  didaftar  dan  dijabarkan ke dalam tiga unsur utama, 

yakni: (1) kejadian yang merupakan risiko (event); (2) penyebab 

kejadian yang merupakan risiko (root cause); dan (3) dampak negatif 

kejadian yang merupakan risiko (consequences). 

Teknik dalam identifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat 

Kabupaten Madiun antara lain: 

a. analisis para pemangku kepentingan terkait 

Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik serta 

sifat hubungan Kabupaten Madiun dengan para pemangku 

kepentingan, potensi-potensi risiko kunci dapat diidentifikasi; 

b. analisis sasaran-sasaran strategis Kabupaten Madiun berikut 

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat 

Kabupaten Madiun terkait dengan pencapaian sasaran strategis 

Kabupaten Madiun dapat dijadikan sumber dalam melakukan 

identifikasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun; 

c. berdasarkan kategori risiko 

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat dijadikan 
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sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun. 

Langkah kerja dalam identifikasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun 

adalah: 

a. memahami sasaran strategis Kabupaten Madiun berikut dengan 

proses bisnis yang dijalankan 

Pemahaman atas sasaran strategis berikut dengan proses bisnis di 

tingkat Kabupaten Madiun akan berguna sebagai dasar (wadah) 

dalam hal penentuan risiko kunci. Rumusan risiko kunci yang 

tepat, komprehensif, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya 

dihasilkan dari pemahaman yang baik atas sasaran dan proses 

bisnis tingkat Kabupaten Madiun. 

b. mengidentifikasi kejadian yang merupakan risiko yang berpotensi 

menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran 

strategis tingkat Kabupaten Madiun. 

Kejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai suatu 

hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian tujuan 

Kabupaten Madiun. Kejadian ini merupakan inti dari risiko. 

c. mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan 

risiko. 

Setiap kejadian yang merupakan risiko memiliki penyebab yang 

dapat menjadi pemicu (trigger) bagi munculnya risiko tersebut. 

Penyebab utama dan akar permasalahan (root cause) dari setiap 

risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat 

mendukung upaya perumusan mitigasi risiko yang tepat. Penyebab 

risiko dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal 

Kabupaten Madiun. 

d. mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan 

risiko.  

Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko perlu 

diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (severity) yang 

dapat ditimbulkan oleh suatu risiko bagi Kabupaten Madiun. Upaya 

pengendalian bencana (damage control) atas suatu risiko yang telah 

terjadi akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

suatu risiko. 
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e. mendokumentasikan proses identifikasi risiko ke dalam profil risiko 

kunci Kabupaten Madiun. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah profil 

risiko kunci Kabupaten Madiun yang antara lain memuat penjabaran 

risiko berupa kejadian yang merupakan risiko (event), penyebab 

kejadian yang merupakan risiko, dan dampak negatif kejadian yang 

merupakan risiko. 

Komite Pelaksana harus menginformasikan risiko-risiko kunci 

Kabupaten Madiun kepada seluruh Perangkat Daerah paling lambat 

pada minggu II di awal periode rentang waktu sebagai dasar 

pertimbangan dalam menyusun profil risiko kunci Perangkat Daerah. 

Selanjutnya, Komite manajemen risiko diharapkan merumuskan risiko 

kunci Perangkat Daerah yang diseuaikan dengan risiko kunci 

Kabupaten Madiun. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun. Dokumentasi yang valid dan lengkap 

atas hasil identifikasi risiko yang tepat akan menciptakan sistem 

peringatan dini yang baik dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran 

Kabupaten Madiun. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko di 

tingkat Kabupaten Madiun dilakukan antara lain terhadap profil risiko 

kunci Kabupaten Madiun yang mencakup informasi sebagai berikut: 

a. kejadian yang merupakan risiko (event) 

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda 

atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis 

tingkat Kabupaten Madiun; 

b. penyebab kejadian yang merupakan risiko 

Berisi hal-hal yang menjadi pemicu utama dan akar permasalahan 

dari setiap risiko yang berpotensi muncul di tingkat Kabupaten 

Madiun; 

c. dampak negatif kejadian yang merupakan risiko 

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita 

oleh Kabupaten Madiun apabila risiko benar-benar terjadi di masa 

mendatang; 
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D. Analisis Risiko 

1. Tujuan 

Analisis risiko pada tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk 

mengetahui level risiko tingkat Kabupaten Madiun dan menyajikan 

peta risiko Kabupaten Madiun. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil analisis risiko 

yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh 

Perangkat Daerah terkait dan mempertimbangkan masukan dari 

masing-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder, sedangkan 

Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan hasil 

analisis risiko. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana melakukan analisis risiko tingkat Kabupaten Madiun 

secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif 

paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk 

dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan hasil analisis 

risiko paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. 

4. Langkah Proses 

Analisis risiko dilakukan dengan mengestimasikan level risiko untuk 

suatu periode waktu (rentang waktu) tertentu. Level risiko ditentukan 

dengan mengkombinasikan hasil estimasi level kemungkinan terjadinya 

suatu risiko dengan level dampak dari suatu risiko. Estimasi level 

kemungkinan dan level dampak terlebih dahulu mempertimbangkan 

efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu rentang 

waktu ke depan. Level risiko merupakan kombinasi antara level 

kemungkinan dan level dampak.  
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Penentuan level risiko Kabupaten Madiun beserta dengan urutan 

prioritasnya menggunakan matriks analisis risiko sebagaimana tabel 

II. 1 di bawah ini. 

 

Matriks 

Analisis 

risiko 

5x5 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifikan 
Minor Moderat Signifikan Sangat 

Signifikan 

L
e
v
e
l 

K
e
m

u
n
g
k
in

a
n

 

 

5 
Hampir 
pasti 

terjadi 

 

17 
 

10 
 

6 
 

3 
 

1 

4 
Sering 
terjadi 

20 13 8 4 2 

3 
Kadang 
terjadi 

22 15 11 7 5 

2 
Jarang 
terjadi 

24 19 14 12 9 

 

1 
Hampir 

tidak 
terjadi 

 

25 
 

23 
 

21 
 

18 
 

16 

 

 
 

Tingkatan Level risiko Proioritas risiko Besaran 
risiko 

Warna 

 

5 

 

Sangat Tinggi 

1 25  

2 24  

3 23  

 

4 

 

Tinggi 

4 22  

5 21  

6 20  

7 19  

8 18  

 

 

 
3 

 

 

 
Sedang 

9 17  

10 16  

11 15  

12 14  

13 13  

14 12  

15 11  

16 10  

17 9  

 

2 

 

Rendah 

18 8  

19 7  

20 6  

21 5  

22 4  

 

1 

 

Sangat Rendah 

23 3  

24 2  

25 1  

 

Tabel II.1. Matriks Analisis Risiko 

 
Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di 

Kabupaten Madiun. Masing-masing komponen pembentuk level risiko, 

yakni level kemungkinan dan level dampak menggunakan lima 

tingkatan (level) untuk merepresentasikan tingkatan levelnya. 
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Hasil kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak telah 

dirumuskan dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat pada 

tabel. 

II.1. Langkah kerja dalam melakukan analisis risiko adalah: 

a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan 

efektivitasnya sistem pengendalian merupakan perangkat yang 

dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko. Sistem 

pengendalian yang efektif dapat mengurangi level kemungkinan 

terjadinya risiko atau menurunkan level dampak suatu risiko. 

Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu 

berjenjang, regulasi, dan monitoring rutin atas suatu kegiatan; 

b. mengestimasikan level kemungkinan risiko 

Level kemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan 

mengestimasikan nilai peluang keterjadian suatu risiko untuk satu 

periode rentang waktu ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu 

risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem 

pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan 

risiko tersebut. Selanjutnya level kemungkinan risiko ditentukan 

dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko 

terhadap kriteria kemungkinan risiko. Penentuan level 

kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan mengacu pada 

kriteria kemungkinan untuk tingkat Kabupaten Madiun. Contoh 

kriteria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel II.2. 

 

LEVEL 
KEMUNGKINAN 

KRITERIA KEMUNGKINAN 

 

Hampir Tidak Terjadi 
(1) 

a. Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali 

dalam 5 tahun) 

b. Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari 
volume transaksi dalam 1 periode 

 
Jarang Terjadi 

(2) 

a. Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 

tahun) 
b. Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume 

transaksi dalam 1 periode 

 
Kadang Terjadi 

(3) 

a. Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 
kali dalam 5 tahun) 

b. Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari 
volume transaksi dalam 1 periode 

 
Sering Terjadi 

(4) 

a. Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali 

dalam 5 tahun) 
b. Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari 

volume transaksi dalam 1 periode 

 
Hampir Pasti Terjadi 

(5) 

a. Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 

tahun) 

b. Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume 
transaksi dalam 1 periode 

Tabel II.2. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko 
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c. Mengestimasikan level dampak risiko 

Level dampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasikan 

nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode 

rentang waktu ke depan. Estimasi nilai dampak suatu risiko terlebih 

dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian yang 

ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan risiko tersebut. 

Selanjutnya level dampak risiko ditentukan dengan 

membandingkan nilai estimasi besaran dampak risiko terhadap 

kriteria dampak risiko. Penentuan level dampak risiko dilakukan 

dengan mengacu pada kriteria dampak risiko untuk tingkat 

Kabupaten Madiun. Contoh kriteria dampak risiko sebagaimana 

terdapat pada tabel II.3. 

 Area Dampak 

Level 
Dampak 

Kerugian 
Negara 

Penurunan 
reputasi 

Penurunan 
Kinerja 

Gangguan 
Terhadap 
Layanan 

Tuntutan 
Hukum 

    Organisasi  

Tidak Jumlah  Keluhan Pencapaian Pelayanan Jumlah 

Signifikan kerugian  Stakeholder target tertunda ≤ 1 tuntutan 

(1) negara 
Rp10 Juta 

≤ secara langsung 
lisan/tertulis ke 

kinerja 
≥ 100% 

hari hukum  ≤ 5 
kali dalam 

   organisasi   satu periode 
   jumlahnya ≤ 3    

   dalam satu    

   periode    

Minor Jumlah Keluhan Pencapaian Pelayanan Jumlah 
(2) kerugian Stakeholder target tertunda di tuntutan 

 negara lebih secara langsung kinerja di atas 1 hari hukum di 
 dari Rp10 lisan/tertulis ke atas s.d 5 hari atas 5 kali s.d 
 Juta s.d organisasi 80% s.d  15 kali dalam 
 Rp50 Juta jumlahnya lebih 100%  satu periode 
  dari 3 dalam    

  satu periode    

Moderat Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah 

(3) kerugian negatif di media target tertunda di tuntutan 
 negara lebih massa lokal kinerja di atas 5 hari hukum di 
 dari Rp50  atas s.d 15 hari atas 15 kali 
 Juta s.d  50% s.d  s.d 30 kali 

 Rp100 Juta  80%  dalam satu 

periode 

Signifikan Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah 

(4) kerugian negatif di media target tertunda di tuntutan 
 negara lebih massa nasional kinerja di atas 15 hari hukum di 
 dari Rp100  atas s.d 30 hari atas 30 kali 
 Juta s.d  25% s.d  s.d 50 kali 

 Rp500 Juta  50%  dalam satu 

periode 

Sangat Jumlah Pemberitaan Pencapaian Pelayanan Jumlah 
Signifikan kerugian negatif di media target tertunda tuntutan 

(5) negara lebih massa kinerja lebih dari 30 hukum lebih 

dari Rp500 
Juta 

internasional ≤ 25% hari dari 50 kali 
dalam satu 

periode 

Tabel II.3. Kriteria Dampak 
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Level Risiko Sangat 

Level Risiko Tinggi 

Level Risiko Sedang 

Level Risiko Rendah 

Level Risiko Sangat 

Rendah 
 
Garis Tren Risiko 

d. Menentukan level risiko 

Level risiko ditentukan dengan mengombinasikan level 

kemungkinan risiko dengan level dampak risiko dengan 

mempergunakan rumusan dalam matriks analisis risiko 

sebagaimana tertuang dalam Tabel II.1. 

e. Menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Kabupaten Madiun 

peta risiko (risk map) merupakan gambaran kondisi risiko yang 

mendeskripsikan posisi suatu risiko dalam sebuah chart berupa 

diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per 

kategori risiko sesuai dengan kebutuhan. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat 

Kabupaten Madiun adalah profil risiko kunci Kabupaten Madiun. Profil 

risiko kunci Kabupaten Madiun terdiri dari rincian risiko berikut 

dengan levelnya dan peta risiko. Peta risiko merupakan deskripsi lokasi 

risiko dalam sebuah chart. Adapun contoh peta risiko adalah 

sebagaimana digambarkan dalam gambar II.2. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gambar 11 . 2 : Peta Risiko 

 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun. Dokumentasi yang valid atas hasil 

analisis risiko yang tepat akan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran 
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Kabupaten Madiun. Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di 

tingkat Kabupaten Madiun dilakukan antara lain terhadap profil risiko 

kunci Kabupaten Madiun yang mencakup informasi sebagai berikut: 

a. uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya 

Merupakan uraian mengenai sistem pengendalian yang ada beserta 

penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan risiko; 

b. level risiko 

Merupakan estimasi level risiko untuk satu periode rentang waktu 

yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan level 

kemungkinan dan level dampak; 

c. peta risiko 

Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah chart. 

 

E. Evaluasi Risiko 

1. Tujuan 

Evaluasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun bertujuan untuk 

menentukan prioritas risiko kunci dan risiko kunci yang memerlukan 

penanganan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Madiun. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil evaluasi risiko, 

sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan 

menetapkan hasil evaluasi risiko. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana melakukan evaluasi risiko tingkat Kabupaten Madiun 

secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif 

paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu untuk 

dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan hasil evaluasi 

risiko paling lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. 

4. Langkah Proses 

Evaluasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan dengan 

memperhitungkan semua risiko kunci yang berada di tingkat 

Kabupaten Madiun. Di lingkup Kabupaten Madiun, semua risiko kunci 

ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor 

yang relevan. Langkah proses dalam evaluasi risiko di tingkat 

Kabupaten Madiun adalah: 
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a. menentukan signifikansi risiko kunci atau prioritas risiko kunci 

dengan memperhatikan matriks analisis risiko Derajat signifikansi 

setiap risiko kunci ditunjukkan dengan nilai prioritas risiko. 

Keputusan untuk menentukan prioritas risiko didasarkan pada 

matriks analisis risiko sesuai Tabel II.l. 

Angka pada area level risiko menunjukkan posisi prioritas suatu 

risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok 

risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka 

prioritasnya, semakin penting/prioritas risiko tersebut untuk 

diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besaran 

risiko memiliki jumlah risiko lebih dari 1, maka diperlukan 

pertimbangan tambahan oleh Komite Pelaksana/ Komite Eksekutif 

untuk menentukan prioritas risiko. Secara lebih rinci rumusan 

kaidah untuk prioritisasi risiko dengan mendasarkan pada matriks 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) pertimbangan level risiko; 

2) pertimbangan level dampak; 

3) pertimbangan level kemungkinan; 

4) pertimbangan tambahan oleh Komite Pelaksana/Komite Eksekutif. 

b. menentukan risiko-risiko kunci yang memerlukan penanganan 

lebih lanjut. 

Apabila suatu risiko kunci memiliki level risiko yang berada dalam 

area penerimaan risiko organisasi, maka atas risiko kunci tersebut 

tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara 

itu, untuk risiko kunci dengan level risiko yang berada di luar area 

penerimaan risiko organisasi harus dimitigasi. Contoh selera risiko 

sebagaimana terlihat dalam Gambar II.3. 

 
Gambar II.3 : Selera Risiko 

 

Area Penerimaan 

risiko 

Garis Toleransi risiko 
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5. Keluaran (output) Kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di tingkat 

Kabupaten Madiun adalah profil risiko kunci Kabupaten Madiun. 

Dalam profil risiko kunci Kabupaten Madiun antara lain dimuat 

informasi mengenai prioritas risiko berikut dengan keputusan 

penanganannya. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun dilakukan antara lain terhadap profil risiko kunci Kabupaten 

Madiun yang mencakup informasi sebagai berikut: 

a. Prioritas risiko; 

b. Keputusan penanganan risiko. 

 

F. Mitigasi Risiko 

1. Tujuan 

Penanganan risiko (mitigasi risiko) di tingkat Kabupaten Madiun 

ditujukan untuk menurunkan level risiko Kabupaten Madiun hingga 

berada pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera risiko yang 

telah ditetapkan. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun rencana mitigasi risiko 

di tingkat Kabupaten Madiun yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

peran serta aktif dari seluruh Perangkat Daerah yang terkait dan 

mempertimbangkan masukan dari masing-masing Perangkat Daerah 

dan para stakeholder, menyampaikan rencana mitigasi risiko kepada 

Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan, menyampaikan 

rencana mitigasi risiko Kabupaten Madiun yang sudah ditetapkan oleh 

Komite Eksekutif kepada seluruh Perangkat Daerah yang terkait serta 

memantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat Kabupaten Madiun. 

Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan 

rencana mitigasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun yang akan 

dijalankan sepanjang periode rentang waktu. Sedangkan PIC (Person in 

Charge) atas kegiatan mitigasi risiko bertanggung jawab menjalankan 

kegiatan mitigasi risiko di tingkat Kabupaten Madiun sesuai dengan 

batas kendali dan kewenangannya. 
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3. Jadwal Pelaksanaan 

a. Penyusunan rencana mitigasi risiko 

Komite Pelaksana menyusun rencana mitigasi risiko tingkat 

Kabupaten Madiun secara berkala dan hasilnya disampaikan 

kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I di awal 

periode rentang waktu untuk dibahas dan ditetapkan. Komite 

Eksekutif menetapkan rencana mitigasi risiko tingkat Kabupaten 

Madiun paling lambat pada minggu II di awal periode rentang 

waktu. Mitigasi risiko Kabupaten Madiun yang sudah ditetapkan 

oleh Komite Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh 

Komite Pelaksana kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 

lambat pada minggu II di awal periode rentang waktu. Waktu ideal 

bagi penyusunan rencana mitigasi risiko tingkat Kabupaten Madiun 

adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan dengan 

proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat 

Daerah. Komite manajemen risiko Kabupaten Madiun harus 

mengupayakan penyusunan rencana mitigasi tersebut sesuai 

dengan waktu yang ideal. Dalam hal rencana mitigasi tersebut 

ditetapkan setelah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat 

Daerah disahkan, rencana mitigasi tersebut harus dapat dijadikan 

sumber yang andal untuk revisi RKA dan DPA Perangkat Daerah. 

b. Pelaksanaan mitigasi risiko 

Rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Komite 

Eksekutif harus  dijalankan  oleh  pihak  yang  bertanggung jawab 

untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi bagi 

masing-masing rencana mitigasi risiko. Pelaksanaan rencana 

mitigasi risiko tersebut dilakukan sepanjang periode rentang 

waktu. 

 

4. Langkah Proses 

Rencana mitigasi risiko yang disusun oleh Komite Pelaksana harus 

memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. Mitigasi 

risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dapat 

diturunkan atau didelegasikan kepada unit di bawahnya yang terkait. 

Dengan demikian, mitigasi risiko yang disusun di tingkat Kabupaten 

Madiun dilaksanakan oleh Komite Pelaksana, Perangkat Daerah terkait 
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dan unit kerja di bawahnya yang terkait. Langkah kerja penanganan 

risiko di tingkat Kabupaten Madiun mencakup: 

a. menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan 

Penentuan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan dilakukan 

setelah mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi risiko yang 

tersedia. Penentuan opsi mitigasi risiko harus mempertimbangkan 

berbagai faktor antara lain kondisi risiko, sumber daya organisasi, 

dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi yang 

mungkin dilakukan meliputi: 

1) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; 

2) menurunkan dampak suatu risiko; 

3) membagi atau mengalihkan risiko; 

4) menerima risiko; dan 

5) menghindari risiko; 

b. menyusun rencana mitigasi risiko 

Komite Pelaksana merancang rencana mitigasi risiko berupa satu 

atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani risiko-risiko 

Kunci di tingkat Kabupaten Madiun. Rencana mitigasi risiko harus 

memuat: 

1) rincian kegiatan secara jelas dan spesifik; 

2) ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko; 

3) jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko; 

4) personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi 

risiko. Komite Eksekutif dapat menurunkan atau 

mendelegasikan beberapa langkah mitigasi risiko kepada 

Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya yang terkait. 

c. menetapkan target penurunan level risiko 

Komite Eksekutif menetapkan target penurunan level risiko 

sehubungan dengan mitigasi risiko secara cermat dan teliti. Target 

penurunan level risiko tersebut dinyatakan dalam level risiko 

residual harapan setelah mitigasi risiko. Target tersebut harus 

mempertimbangkan komposisi level kemungkinan dan level dampak 

dari risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rencana 

mitigasi risiko untuk menurunkan level risiko. 
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d. mendokumentasikan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan 

beserta rencana mitigasi risiko; 

e. menjalankan setiap rencana mitigasi risiko 

Penanggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara bersama-

sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau 

tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang 

telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus 

dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko 

tingkat Kabupaten Madiun harus dilakukan oleh Komite Pelaksana; 

f. mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang telah 

dijalankan. 

5. Keluaran Kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi risiko adalah laporan 

mitigasi risiko kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi risiko serta 

rencana dan realisasi mitigasi risiko. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di tingkat Kabupaten 

Madiun. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan 

realisasi mitigasi risiko akan memberikan jaminan yang memadai 

bahwa organisasi senantiasa berada pada tingkatan yang aman dari 

setiap risiko. Dokumentasi atas tahapan mitigasi risiko dilakukan 

antara lain terhadap Laporan Mitigasi Risiko Kunci yang mencakup 

informasi sebagai berikut: 

a. informasi mengenai opsi mitigasi risiko yang digunakan; 

b. rencana mitigasi risiko; dan 

c. realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan. 

 

G. Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko 

1. Tujuan 

Pemantauan dan reviu di tingkat Kabupaten Madiun ditujukan untuk 

memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko di 

tingkat Kabupaten Madiun telah berjalan dengan efektif sesuai dengan 

kerangka dan parameter yang telah ditetapkan. 
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2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Komite Pelaksana bertanggung jawab untuk menjalankan pemantauan 

dan reviu proses manajemen risiko di tingkat Kabupaten Madiun. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Komite Pelaksana melakukan reviu atas piagam manajemen risiko, 

profil risiko kunci, dan rencana mitigasi risiko sebagai bagian dari 

pelaksanaan risk assessment sebelum atau di awal periode rentang 

waktu. Pemantauan atas pelaksanaan rencana mitigasi risiko, kondisi 

risiko, dan konteks manajemen risiko dilakukan secara terus menerus 

oleh Komite Pelaksana. Secara berkala, Komite Pelaksana 

menyampaikan hasil pemantauan dan reviu proses manajemen risiko 

kepada Komite Eksekutif melalui laporan mitigasi risiko kunci serta 

pemantauan dan reviu proses manajemen risiko. Pemantauan berkala 

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Komite Pelaksana terhadap 

realisasi mitigasi risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam 

periode rentang waktu dan hasilnya disampaikan kepada Komite 

Eksekutif paling lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut 

berakhir melalui laporan mitigasi risiko kunci. Sedangkan reviu berkala 

untuk menilai efektivitas mitigasi risiko yang telah dijalankan 

dilakukan setiap semester oleh Komite Pelaksana dan hasilnya 

disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I 

setelah semester tersebut berakhir melalui laporan pemantauan dan 

reviu proses manajemen risiko. 

4. Langkah Proses 

Kegiatan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko di tingkat 

Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan jalan: 

a. Pelaksanaan risk assessment 

Komite Pelaksana memastikan bahwa kegiatan penetapan konteks, 

identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penyusunan 

rencana mitigasi risiko telah berjalan dengan baik. Selain itu, 

Komite Pelaksana memastikan bahwa Piagam manajemen risiko, 

Profil risiko Kunci, dan rencana mitigasi risiko telah disusun secara 

memadai; 

b. Pemantauan terus-menerus (ongoing monitoring) 

Komite Pelaksana secara terus-menerus melakukan pemantauan 

atas seluruh faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi 



- 26 -  

Inspektur  

Kepala Bagian Hukum  

  
 

lingkungan penerapan manajemen risiko. Perubahan yang secara 

signifikan mempengaruhi proses bisnis organisasi dan proses 

manajemen risiko, baik yang berlangsung secara maupun perlu 

diwaspadai dan dicermati untuk memastikan bahwa profil risiko 

kunci Kabupaten Madiun tetap relevan dan mitigasi risiko yang 

dijalankan tetap efektif; 

c. Pemantauan dan reviu berkala 

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh 

Komite Pelaksana terhadap realisasi mitigasi risiko sampai dengan 

triwulan I, II , III , dan IV dalam periode rentang waktu dan hasilnya 

disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada minggu I 

setelah triwulan tersebut berakhir melalui laporan mitigasi risiko 

kunci. Sedangkan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi 

risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh Komite 

Pelaksana dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif 

paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir 

melalui laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko 

untuk dibahas dan ditetapkan; 

d. Penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko 

Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai auditor internal dapat 

melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko. Hasil penilaian ini dapat digunakan oleh Komite Manajemen 

Risiko Kabupaten Madiun untuk meningkatkan dan 

mengembangkan proses manajemen risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun; 

e. Audit atas proses manajemen risiko 

Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai auditor internal dapat 

melaksanakan audit atas proses manajemen risiko. Rekomendasi 

yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai hasil 

audit atas proses manajemen risiko dapat digunakan oleh Komite 

manajemen risiko Kabupaten Madiun untuk memperbaiki, 

meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, proses manajemen 

risiko dan keluaran (output) penerapan manajemen risiko di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. 
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Perubahan kondisi lingkungan penerapan manajemen risiko 

perlu diperhatikan oleh Komite Pelaksana untuk memastikan 

bahwa manajemen risiko tetap berjalan dengan baik. Perubahan 

tersebut dapat berasal dan berada di internal maupun 

eksternal Kabupaten Madiun; 

Fokus pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko di 

tingkat Kabupaten Madiun dilakukan terhadap: 

1) Lingkungan penerapan manajemen risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun. 

 

 

 

 

 

 

2) Kondisi Profil Risiko Kunci Kabupaten Madiun. 

Adanya risiko baru atau adanya risiko yang harus dihilangkan 

sehubungan dengan berubahnya tujuan organisasi perlu 

menjadi fokus pemantauan oleh Komite Pelaksana. Validitas 

level risiko juga perlu senantiasa dipantau; 

3) Mitigasi risiko. 

Pelaksanaan mitigasi risiko beserta dengan efektivitasnya harus 

menjadi fokus pemantauan Komite Pelaksana. Hal ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi risiko 

yang telah disusun benar-benar dijalankan di tingkat 

Kabupaten Madiun, Perangkat Daerah dan unit kerja di 

bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi risiko dimaksudkan 

sebagai mekanisme umpan balik bagi perbaikan dan 

pengembangan proses manajemen risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu Proses 

manajemen risiko adalah laporan mitigasi risiko kunci serta 

pemantauan dan reviu proses manajemen risiko yang memuat 

informasi mengenai realisasi mitigasi risiko, keberhasilan menurunkan 

level risiko, dan gambaran tren risiko. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi  atas  kegiatan  pemantauan  dan  reviu  proses 

manajemen risiko penting guna menyediakan informasi yang akurat 

bagi pengembangan proses manajemen risiko di tingkat Kabupaten 

Madiun. Dokumentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap: 
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a. laporan mitigasi risiko kunci; 

b. laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko; 

c. laporan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko; 

d. laporan hasil audit proses manajemen risiko. 

 

H. Pelaporan Manajemen Risiko 

Pelaporan manajemen risiko merupakan upaya untuk menyajikan 

informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku 

kepentingan. Pelaporan ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan data 

dukung dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang 

terbaik. Dengan demikian, pelaporan manajemen risiko penting artinya 

untuk menggambarkan proses yang telah dijalankan dan menyediakan 

data yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini 

juga berfungsi sebagai umpan balik bagi pengembangan manajemen risiko 

di tingkat Kabupaten Madiun. 

Pelaporan manajemen risiko di tingkat Kabupaten Madiun dilakukan oleh 

Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif serta meliputi: 

1. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Madiun 

a. Profil risiko kunci Kabupaten Madiun merupakan kumpulan risiko 

kunci Kabupaten Madiun yang disusun dengan mempertimbangkan 

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para 

stakeholder; 

b. Laporan profil risiko kunci Kabupaten Madiun disusun dan 

disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Eksekutif untuk 

dibahas dan ditetapkan paling lambat pada minggu I di awal 

periode rentang waktu; 

c. Laporan profil risiko kunci Kabupaten Madiun ditetapkan oleh 

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode 

rentang waktu; 

d. Komite Pelaksana menyampaikan Laporan Profil Risiko Kunci 

Kabupaten Madiun yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif 

kepada Komite manajemen risiko dan ditembuskan kepada 

Compliance Office for Risk Management paling lambat pada minggu 

II di awal periode rentang waktu sebagai dasar pertimbangan dalam 

menyusun profil risiko kunci Perangkat Daerah; 
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2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Madiun 

a. Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun memuat informasi 

mengenai risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan 

realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan; 

b. Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun dibuat oleh Komite 

Pelaksana dengan mempertimbangkan masukan dari masing-

masing Perangkat Daerah dan para stakeholder dan disampaikan 

kepada Komite Eksekutif; 

c. Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun yang berisikan 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi dan rencana 

mitigasinya, disusun oleh Komite Pelaksana dan disampaikan 

paling lambat pada minggu I di awal periode rentang waktu kepada 

Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan Mitigasi 

risiko Kunci Kabupaten Madiun tersebut ditetapkan oleh Komite 

Eksekutif paling lambat pada minggu II di awal periode rentang 

waktu. Laporan Mitigasi risiko Kunci Kabupaten Madiun yang 

sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif tersebut selanjutnya 

disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite manajemen 

risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Compliance Office 

for Risk Management paling lambat pada minggu II di awal periode 

rentang waktu; 

d. Laporan mitigasi risiko kunci Kabupaten Madiun yang berisikan 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana, dan 

realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam 

periode rentang waktu, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh 

Komite Pelaksana secara triwulanan kepada Komite Eksekutif dan 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 

lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir; 

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Kabupaten 

Madiun 

a. Laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko 

Kabupaten Madiun disusun oleh Komite Pelaksana berdasarkan 

hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas pelaksanaan mitigasi 

risiko kunci dan disampaikan kepada Komite Eksekutif setiap 

semester paling lambat pada minggu I setelah semester tersebut 

berakhir untuk dibahas dan ditetapkan; 
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b. Laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko 

Kabupaten Madiun ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling lambat 

pada minggu II setelah semester tersebut berakhir. Laporan 

pemantauan dan reviu proses manajemen risiko Kabupaten Madiun 

yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif tersebut selanjutnya 

disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite manajemen 

risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada Compliance Office 

for Risk Management paling lambat pada minggu II setelah semester 

tersebut berakhir; 

4. Laporan Manajemen Risiko Insidental 

a. Laporan manajemen risiko insidental disusun oleh Komite 

Pelaksana dan ditujukan kepada Bupati Madiun; 

b. Penyusunan Laporan manajemen risiko insidental antara lain 

didasari oleh: 

1) apabila terjadi kondisi abnormal berfungsi untuk memberikan 

masukan mengenai rencana kontinjensi kepada Bupati Madiun; 

2) apabila ada permintaan dari Bupati Madiun berkenaan dengan 

pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu berfungsi 

untuk memberikan masukan atau rekomendasi berdasarkan 

suatu analisis yang objektif; 

c. Bentuk dan isi Laporan manajemen risiko Insidental disesuaikan 

dengan sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan 

ini. 
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BAB III 

PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH 

 

A. Komunikasi dan Konsultasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, sebagai 

sebuah unit yang menerapkan manajemen risiko, melaksanakan tahapan 

komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut 

dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Komunikasi dan konsultasi di 

tingkat Perangkat Daerah kepada para pemangku kepentingan dilakukan 

secara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan 

proses manajemen risiko. Pemangku kepentingan adalah orang atau 

organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau 

mempersepsikan diri mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan 

atau aktivitas Perangkat Daerah. 

Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap para pemangku 

kepentingan eksternal dan internal. Pemangku kepentingan eksternal bagi 

manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah antara lain Bupati, Kepala 

Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian/Lembaga, organisasi 

kemasyarakatan, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan 

pemangku kepentingan internal bagi manajemen risiko tingkat Perangkat 

Daerah adalah seluruh unit kerja di bawah Perangkat Daerah dan seluruh 

pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Komunikasi dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap 

tahap proses manajemen risiko. Mekanisme pelaporan di tingkat 

Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu metode 

berkomunikasi dan meminta masukan kepada para pemangku 

kepentingan. 

1. Tujuan 

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah bertujuan 

untuk mendapatkan dan menyebar informasi yang relevan terkait 

dengan penerapan manajemen risiko, sehingga pihak-pihak yang 

terkait dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing dengan baik. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Di tingkat Perangkat Daerah, komunikasi dan konsultasi dilakukan 

oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh unit kerja 

dibawahnya dan berhubungan dengan Komite manajemen risiko. 
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3. Jadwal Pelaksanaan 

Perangkat Daerah melakukan komunikasi dan konsultasi di sepanjang 

periode penerapan manajemen risiko, selaras dengan tahapan proses 

manajemen risiko dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

penerapan manajemen risiko. 

4. Langkah Proses 

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah dilakukan 

dengan menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme dalam rangka 

pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan dengan: 

a. Pelaksanaan risk assessment di tingkat Perangkat Daerah; 

b. Pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko Perangkat Daerah; 

c. Pelaksanaan rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. 

Komunikasi dan konsultasi manajemen risiko pada dasarnya tidak 

hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, tetapi dapat 

dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan 

mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perangkat 

Daerah. Sekretariat manajemen risiko Perangkat Daerah dapat dibentuk 

untuk memfasilitasi dan mengorganisasi pelaksanaan komunikasi dan 

konsultasi di tingkat Perangkat Daerah. 

a. Pelaksanaan Risk Assessment 

Risk assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi risiko, 

menentukan level risiko dan menetapkan prioritas risiko. Risk 

assessment terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi 

risiko. Di tingkat Perangkat Daerah, risk assessment dimaksudkan 

untuk menyusun profil risiko kunci Perangkat Daerah. Risk 

assessment dilakukan oleh Perangkat Daerah dan hasilnya 

disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko serta ditembuskan 

kepada Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (Compliance Office for 

Risk Management) paling lambat pada minggu IV di awal periode 

rentang waktu. Rentang waktu merupakan masa berlakunya 

dokumen manajemen risiko dan menunjukkan jangka waktu yang 

digunakan untuk mengestimasikan level risiko serta menjalankan 

penanganan atau mitigasi risiko.  
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Contoh rentang waktu di tingkat Perangkat Daerah diilustrasikan 

pada gambar IV.l. 

 

RENTANG WAKTU 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar IV.l.: Rentang Waktu 

b. Pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko Perangkat Daerah 

Rapat berkala yang dilakukan oleh Perangkat Daerah merupakan 

salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. 

Ketentuan pelaksanaan rapat berkala manajemen risiko Perangkat 

Daerah adalah: 

1) rapat berkala dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan 

Januari, April, Juli dan Oktober; 

2) rapat berkala dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Perangkat 

Daerah; 

3) rapat harus dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja setingkat di 

bawah kepala Perangkat Daerah. 

Dalam rapat ini, pejabat/pegawai Perangkat Daerah melakukan 

komunikasi dan konsultasi atas berbagai hal terkait dengan 

penerapan manajemen risiko, seperti penyusunan profil risiko 

Kunci, rencana mitigasi, dan pemantauan profil risiko kunci beserta 

dengan mitigasinya. 

c. Pelaksanaan rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah 

Dalam hal terdapat permintaan dari Kepala Perangkat Daerah atau 

hal-hal lainnya yang bersifat mendesak, Kepala Perangkat Daerah 

dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi 

adalah berupa notulensi hasil rapat dan Keputusan Kepala Perangkat 

Daerah. 

Risk Risk Risk 

01 / 01 / 20xx-1 01 / 01 / 20xx 01 / 01 / 20xx+1 

01 / 01 / 20XX+1 

Rentang Waktu 
 

Penilaian 

Rentang Waktu 

Penilaian 

Rentang waktu  
 

Penilaian 

Pelaksanaan  Pelaksanaan  Pelaksanaan 

Risk Assessment Risk Assessment Risk Assessment 

25 -30 Desember 25 -30 Desember 25 -30 Desember 
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6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan untuk 

merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan dari 

pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di 

tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap notulensi 

hasil rapat dan keputusan Kepala Perangkat Daerah. 

 

B. Penetapan Konteks 

1. Tujuan 

Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-

parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan 

manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Di tingkat Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan konteks 

dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melibatkan peran 

serta aktif dari seluruh unit kerja di bawahnya. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah menyusun, menetapkan, dan menyampaikan 

penetapan konteks manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah kepada 

Komite manajemen risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office 

for Risk Management paling lambat pada minggu IV di awal periode 

rentang waktu. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara berkala 

bersamaan dengan pelaksanaan risk assessment tingkat Perangkat 

Daerah. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode berjalan, 

Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan konteks 

manajemen risiko di unitnya masing-masing melalui mekanisme 

pemantauan risiko. 

4. Langkah Proses 

Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter 

dasar di tingkat Perangkat Daerah. Kerangka acuan dan parameter 

dasar tersebut mencakup antara lain: tujuan/sasaran Perangkat 

Daerah, lingkup penerapan, periode rentang waktu, keluaran (output}, 

struktur manajemen risiko, pemangku kepentingan, kriteria risiko, 

matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas 
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risiko, serta selera risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat 

Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan batasan pengelolaan risiko 

di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Madiun. 

Konteks penerapan manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah 

diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis tingkat Perangkat 

Daerah. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari tujuan 

organisasi yang dijabarkan dalam rencana strategis, dan sasaran 

strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Dengan 

demikian, siklus proses manajemen. Risiko harus sejalan dengan proses 

penilaian kinerja dan pencapaian sasaran strategis. Langkah kerja 

dalam penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah adalah sebagai 

berikut: 

a. menentukan tujuan atau sasaran tingkat Perangkat Daerah 

Tujuan atau sasaran Perangkat Daerah menjadi dasar atau pondasi 

untuk penerapan manajemen risiko. Upaya untuk mengamankan 

ketercapaian tujuan Perangkat Daerah menjadi alasan penerapan 

manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah; 

b. menentukan parameter penerapan manajemen risiko 

Parameter penerapan manajemen risiko yang perlu ditetapkan dalam 

konteks ini adalah: 

1) ruang lingkup penerapan manajemen risiko; 

2) periode rentang waktu; 

3) keluaran (output) Proses manajemen risiko yang dijalankan; 

c. menentukan struktur manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah 

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan manajemen risiko 

di tingkat Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dapat 

membentuk struktur manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah; 

d. menentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait 

dengan Perangkat Daerah masing-masing 

Para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perlu 

ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya pelaksanaan 

manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah; 

e. menetapkan kriteria risiko 

Kriteria risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan level 

kemungkinan dan level dampak perlu dirumuskan dan ditetapkan. 

Kriteria risiko untuk tingkat Perangkat Daerah mengacu pada 
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kriteria risiko yang telah ditetapkan oleh Komite Eksekutif; 

f. menetapkan matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko 

dan prioritas risiko 

Matriks analisis risiko untuk menentukan level risiko dan prioritas 

risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks analisis risiko 

mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bupati Madiun ini; 

g. menetapkan selera risiko 

Selera risiko yang menjadi batasan penerimaan suatu risiko perlu 

dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas risiko mana yang 

perlu dimitigasi dan risiko mana yang tidak perlu dimitigasi. Selera 

risiko harus mengacu pada selera risiko yang ditetapkan di tingkat 

Kabupaten Madiun oleh Komite Eksekutif; 

h. mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu 

Piagam manajemen risiko (risk management charter) Perangkat 

Daerah. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah piagam 

manajemen risiko (Risk Management Charter) Perangkat Daerah. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk 

menjelaskan parameter dan batasan penerapan manajemen risiko yang 

dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Dokumentasi yang valid dan 

lengkap atas konteks manajemen risiko akan meningkatkan 

konsistensi penerapan dan komparabilitas risiko di lingkungan 

Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks di 

tingkat Perangkat Daerah dilakukan antara lain terhadap Piagam 

Manajemen Risiko Perangkat Daerah. 

 

C. Identifikasi Risiko 

1. Tujuan 

Identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk 

mendaftar semua risiko kunci yang berpotensi untuk menghambat, 

menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan masing-

masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Madiun. Risiko kunci adalah risiko yang sangat penting untuk dikelola 

bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 
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2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Pada tingkat Perangkat Daerah, identifikasi risiko dilakukan oleh 

Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

peran serta aktif dari seluruh unit kerja yang berada di bawahnya serta 

mempertimbangkan masukan dari masing-masing pejabat/pegawai 

Perangkat Daerah dan para stakeholder. Setiap Kepala Perangkat 

Daerah bertanggung jawab atas risiko berikut dengan langkah 

mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya. Setiap unit 

kerja di bawah Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas risiko 

beserta dengan langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang 

dimilikinya. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi risiko tingkat 

Perangkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil 

identifikasi risiko tersebut disampaikan kepada Komite Manajemen 

Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Office for Risk 

Management paling lambat pada minggu IV di awal periode rentang 

waktu. Identifikasi risiko dapat dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan rapat berkala atau rapat insidental manajemen risiko 

Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode 

berjalan, Kepala Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan 

risiko Perangkat Daerah melalui mekanisme pemantauan risiko. 

4. Langkah Proses 

Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik 

tertentu yang sistematis untuk mendaftar semua risiko kunci di tingkat 

Perangkat Daerah. Identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan dengan mendasarkan pada tujuan atau sasaran yang 

hendak dicapai oleh setiap Perangkat Daerah. Tujuan atau sasaran 

tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis Perangkat 

Daerah, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi 

lainnya untuk tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkat Perangkat 

Daerah, identifikasi risiko diarahkan untuk mengidentifikasi semua 

risiko kunci di tingkat Perangkat Daerah. 

Dalam tahapan identifikasi risiko, risiko didaftar dan dijabarkan ke 

dalam tiga unsur utama, yakni: (1) kejadian yang merupakan risiko 

(event); (2) penyebab kejadian yang merupakan risiko (root cause); dan 

(3) dampak negatif kejadian yang merupakan risiko (consequences).  
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Teknik dalam identifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat 

Perangkat Daerah antara lain: 

a. analisis para pemangku kepentingan terkait 

Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik 

serta sifat hubungan setiap Perangkat Daerah dengan para 

pemangku kepentingan yang terkait, potensi-potensi risiko kunci 

dapat diidentifikasi; 

b. analisis sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah berikut dengan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Target dan ekspektasi serta proses bisnis utama di tingkat 

Perangkat Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis 

Perangkat Daerah dapat dijadikan sumber dalam melakukan 

identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah; 

c. berdasarkan kategori risiko 

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat dijadikan 

sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat Perangkat 

Daerah; 

d. analisis kegiatan rutin terkait dengan pencapaian sasaran strategis 

Mencermati proses bisnis yang dijalankan oleh setiap Perangkat 

Daerah, termasuk di dalamnya proses bisnis di bawahnya, dapat 

dijadikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat 

Perangkat Daerah. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan 

mencermati SOP yang dijalankan baik oleh Perangkat Daerah 

maupun oleh di bawahnya. 

Langkah kerja dalam identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah 

adalah: 

a. memahami sasaran strategis Perangkat Daerah dan unit kerja yang 

berada di bawahnya berikut dengan proses bisnis yang dijalan. 

Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut dengan proses 

bisnis di tingkat Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di 

bawahnya berguna sebagai dasar (wadah) dalam hal penentuan 

risiko Kunci. Rumusan risiko Kunci yang tepat, komprehensif, dan 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari 

pemahaman yang baik atas sasaran strategis dan proses bisnis

Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya. 
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b. mengidentifikasi kejadian yang merupakan risiko (event) yang 

berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian 

sasaran strategis Perangkat Daerah. Kejadian yang merupakan 

risiko adalah penjabaran mengenai suatu hal atau peristiwa yang 

dapat menghalangi pencapaian tujuan Perangkat Daerah. Kejadian 

ini merupakan inti dari risiko. Di tingkat Perangkat Daerah, 

identifikasi kejadian ini meliputi kejadian di tataran semua unit 

kerja yang berada di bawahnya. 

c. mengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan 

risiko. Setiap kejadian yang merupakan  risiko memiliki penyebab 

yang dapat menjadi pemicu (trigger) bagi munculnya risiko tersebut. 

Penyebab utama dan akar permasalahan (root cause) dari setiap 

risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga dapat

mendukung perumusan mitigasi risiko yang tepat. Penyebab risiko 

dapat berasal dari lingkungan internal dan eksternal Perangkat 

Daerah. 

d. mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan 

risiko. Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko 

perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian (severity) 

suatu risiko bagi Perangkat Daerah. Upaya pengendalian bencana 

(damage control) atas suatu risiko yang telah terjadi akan berfokus 

pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu risiko. 

e. mendokumentasikan proses identifikasi risiko ke dalam profil risiko 

kunci Perangkat Daerah. 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah profil 

risiko kunci Perangkat Daerah yang antara lain memuat penjabaran 

risiko berupa kejadian yang merupakan risiko (event), penyebab 

kejadian yang merupakan risiko, dan dampak negatif kejadian yang 

merupakan risiko. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat 

Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas hasil identifikasi 

risiko yang tepat akan menciptakan early warning systems yang baik 
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dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka 

pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. 

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko di tingkat dilakukan 

antara lain terhadap profil risiko kunci Perangkat Daerah yang 

mencakup informasi sebagai berikut: 

a. kejadian yang merupakan risiko 

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda 

atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis 

Perangkat Daerah. 

b. penyebab kejadian yang merupakan risiko 

Berisi hal-hal yang merupakan pemicu utama dan akar 

permasalahan dari setiap risiko yang berpotensi muncul di tingkat 

Perangkat Daerah. 

c. dampak negatif kejadian yang merupakan risiko 

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang diderita 

oleh Perangkat Daerah apabila risiko benar-benar terjadi di masa 

mendatang. 

 

D. Analisis Risiko 

1. Tujuan 

Analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui 

level risiko dan menyajikan peta risiko Perangkat Daerah. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun dan 

menetapkan hasil analisis risiko yang dalam pelaksanaannya 

melibatkan peran serta aktif dari seluruh unit kerja terkait dibawahnya 

dan mempertimbangkan masukan dari masing-masing unit kerja 

terkait dibawahnya dan para stakeholder. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis risiko tingkat Perangkat 

Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil analisis risiko 

tersebut disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 

lambat pada minggu IV di awal periode rentang waktu. Analisis risiko 

dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat berkala atau 

rapat insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. Dalam hal 

terdapat perubahan pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah 
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dapat mengubah dan menyesuaikan level risiko melalui mekanisme 

pemantauan risiko. 

4. Langkah Proses 

Analisis risiko dilakukan dengan mengestimasikan level risiko untuk 

suatu rentang waktu tertentu. Level risiko ditentukan dengan 

mengkombinasikan hasil estimasi level kemungkinan terjadinya suatu 

risiko dengan level dampak dari suatu risiko. Estimasi level 

kemungkinan dan level dampak terlebih dahulu mempertimbangkan 

efektivitas sistem pengendalian yang ada dan memperhatikan faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap risiko dalam jangka waktu rentang 

waktu ke depan. Level risiko merupakan kombinasi antara level 

kemungkinan dan level dampak. Penentuan level risiko menggunakan 

tabel IV.1 di bawah ini. 

 
 

Matriks 

Analisis 
risiko 

5x5 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifikan 
Minor Moderat Signifikan Sangat 

Signifikan 

L
e
v
e
l 
K

e
m

u
n

g
k
in

a
n

 

 

5 
Hampir 

pasti 
terjadi 

 

17 
 

10 
 

6 
 

3 
 

1 

4 
Sering 
terjadi 

20 13 8 4 2 

3 
Kadang 
terjadi 

22 15 11 7 5 

2 
Jarang 
terjadi 

24 19 14 12 9 

 

1 
Hampir 
tidak 

terjadi 

 

25 
 

23 
 

21 
 

18 
 

16 
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Tingkatan Level Risiko Proioritas Risiko Besaran 
Risiko 

Warna 

 

5 

 

Sangat Tinggi 

1 25  

2 24  

3 23  

 
 

4 

 
 

Tinggi 

4 22  

5 21  

6 20  

7 19  

8 18  

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

Sedang 

9 17  

10 16  

11 15  

12 14  

13 13  

14 12  

15 11  

16 10  

17 9  

 
 

2 

 
 

Rendah 

18 8  

19 7  

20 6  

21 5  

22 4  

 

1 

 

Sangat Rendah 

23 3  

24 2  

25 1  

Tabel IV.1. Matriks Analisis risiko 

 
Kebijakan lima skala dipergunakan untuk menentukan level risiko di 

tingkat Perangkat Daerah. Masing-masing komponen pembentuk level 

risiko, yakni kemungkinan dan dampak menggunakan lima tingkatan 

(grade) untuk merepresentasikan derajat atau tingkatan levelnya. Hasil 

kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak telah 

dirumuskan dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat pada 

tabel IV.l. Langkah kerja dalam melakukan analisis risiko adalah: 

a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan 

ektivitasnya. Sistem pengendalian merupakan perangkat yang dapat 

menurunkan tingkat kerawanan atau level risiko. Sistem 

pengendalian yang efektif dapat mengurangi level kemungkinan 

terjadinya risiko atau menurunkan level dampak suatu risiko.

Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu 

berjenjang, regulasi, dan monitoring rutin atas suatu kegiatan; 

b. mengestimasikan level kemungkinan risiko 

Level kemungkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan 

mengestimasikan nilai peluang keterjadian suatu risiko untuk satu 

periode rentang waktu ke depan. Estimasi nilai kemungkinan suatu 

risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem 

pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait dengan 

risiko tersebut; 
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Selanjutnya level kemungkinan risiko ditentukan dengan 

membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko terhadap 

kriteria kemungkinan risiko. Penentuan level kemungkinan 

terjadinya risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria 

kemungkinan untuk tingkat Kabupaten Madiun. Contoh kriteria 

kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel IV.2. 

LEVEL 
KEMUNGKINAN 

KRITERIA KEMUNGKINAN 

 

Hampir Tidak 

Terjadi 
(1) 

 Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi 

dalam 1 periode 

 

Jarang Terjadi 
(2) 

 Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi 

dalam 1 periode 

 

Kadang Terjadi 

(3) 

 Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 

tahun) 

 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume 

transaksi dalam 1 periode 

 

Sering Terjadi 
(4) 

 Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume 

transaksi dalam 1 periode 

Hampir Pasti 

Terjadi 
(5) 

 Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) 
 Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi 

dalam 1 periode 

Tabel IV.2. Kriteria Kemungkinan Terjadinya risiko 

 
c. mengestimasikan level dampak risiko 

Level dampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasikan 

nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode 

rentang waktu ke depan bagi Perangkat Daerah. Estimasi nilai 

dampak suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas 

sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor atau isu terkait 

dengan risiko tersebut. Selanjutnya level dampak risiko ditentukan 

dengan membandingkan nilai estimasi besaran dampak risiko 

terhadap kriteria dampak risiko. Penentuan level dampak risiko 

dilakukan dengan mengacu pada kriteria dampak risiko untuk 

tingkat Kabupaten Madiun. Contoh kriteria dampak risiko pada 

tabel IV.3. 
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 Area Dampak 

Level 
Dampak 

Kerugian Negara Penurunan 

reputasi 

Penurunan 

Kinerja 
Gangguan 
Terhadap 
Layanan 

Tuntutan 

Hukum 

    Organisasi  

Tidak 
Signifikan 

(1) 

Jumlah 
kerugian negara 

≤ Rp10 Juta 

Keluhan 
Stakeholder 

secara 
langsung 

Pencapaian 
target kinerja 

≥ 100% 

Pelayanan 
tertunda ≤ 

1 hari 

Jumlah 
tuntutan 

hukum  ≤ 5 
kali dalam 

  lisan/tertulis   satu periode 
  ke organisasi    

  jumlahnya ≤    

  3 dalam satu    

  periode    

Minor 

(2) 

Jumlah 

kerugian negara 
lebih dari Rp10 

Keluhan 
Stakeholder 
secara 

Pencapaian 

target kinerja 
di atas 

Pelayanan 

tertunda 
di atas 1 

Jumlah 

tuntutan 
hukum di 

 Juta s.d Rp50 langsung 80% s.d hari s.d 5 atas 5 kali 
 Juta lisan/tertulis 100% hari s.d 15 kali 
  ke organisasi   dalam satu 
  jumlahnya   periode 
  lebih dari 3    

  dalam satu    

  periode    

Moderat 

(3) 

Jumlah 
kerugian negara 
lebih dari Rp50 

Pemberitaan 
negatif di 
media massa 

Pencapaian 
target kinerja 
di atas 

Pelayanan 
tertunda 
di  atas 5 

Jumlah 
tuntutan 
hukum di 

 Juta s.d Rp100 

Juta 

lokal 50% s.d 80% hari s.d 

15 hari 

atas  15 kali 
s.d 30 kali 

     dalam satu 
     periode 

Signifikan 

(4) 

Jumlah 

kerugian negara 
lebih dari Rp100 

Pemberitaan 

negatif di 
media massa 

Pencapaian 

target kinerja 
di atas 

Pelayanan 

tertunda 
di atas 15 

Jumlah 

tuntutan 
hukum di 

 Juta s.d Rp500 

Juta 

nasional 25% s.d 50% hari s.d 

30 hari 

atas  30 kali 
s.d 50 kali 

     dalam satu 
     periode 

Sangat 

Signifikan 

(5) 

Jumlah 
kerugian negara 
lebih dari Rp500 
Juta 

Pemberitaan 
negatif di 
media massa 
internasional 

Pencapaian 
target kinerja 

≤ 25% 

Pelayanan 
tertunda 
lebih dari 
30 hari 

Jumlah 
tuntutan 
hukum lebih 
dari  50 kali 

     dalam satu 
     periode 

Tabel IV.3. Kriteria Dampak risiko 

 
d. menentukan Level risiko 

Level risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level 

kemungkinan risiko dan level dampak risiko menggunakan 

rumusan dalam matriks analisis risiko sebagaimana tertuang dalam 

Tabel IV.l. 

e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah 

Peta risiko (risk map) merupakan gambaran kondisi risiko yang 

mendeskripsikan posisi suatu risiko dalam sebuah chart berupa 

diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per-risiko atau 

perkategori risiko sesuai dengan kebutuhan. 
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Level Risiko Sangat Tinggi 

Level Risiko Tinggi 

Level Risiko Sedang 

Level Risiko Rendah 

Level Risiko Sangat Rendah 

risiko “A” 

Garis Tren Risiko 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat Perangkat 

Daerah adalah Profil risiko Kunci . Profil risiko Kunci Perangkat Daerah 

terdiri dari rincian risiko berikut dengan levelnya dan peta risiko. Peta 

risiko merupakan deskripsi lokasi risiko dalam sebuah chart. Adapun 

contoh peta risiko adalah sebagaimana digambarkan dalam gambar 

IV.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 : Contoh Peta Risiko 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di setiap Perangkat 

Daerah. Dokumentasi yang valid atas hasil analisis risiko yang tepat 

akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka 

pengamanan pencapaian tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. 

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan antara lain terhadap Profil risiko Kunci Perangkat Daerah 

yang mencakup informasi sebagai berikut: 

a. uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan efektivitasnya 

Berisi informasi mengenai sistem pengendalian yang ada dan 

penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan level risiko 

untuk tingkat Perangkat Daerah. 

b. level risiko 

Merupakan estimasi level risiko untuk satu periode rentang waktu 

yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan level 

kemungkinan dan level dampak pada tingkat Perangkat Daerah. 

c. peta risiko 

Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah diagram kartesius 
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Secara teknis hasil kegiatan analisis risiko didokumentasikan dalam: 

Profil risiko Kunci. Formulir tersebut antara lain berisi informasi 

mengenai uraian risiko berikut dengan levelnya. 

 

E. Evaluasi Risiko 

1. Tujuan 

Evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk 

menentukan prioritas risiko dan risiko yang memerlukan penanganan 

lebih lanjut di tingkat Perangkat Daerah. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan 

menetapkan hasil evaluasi risiko. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi risiko tingkat Perangkat 

Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil evaluasi risiko 

tersebut disampaikan kepada Komite manajemen risiko dan 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 

lambat pada minggu IV di awal periode rentang waktu. Evaluasi risiko 

dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau 

Rapat Insidental manajemen risiko Perangkat Daerah. Dalam hal 

terdapat perubahan pada periode berjalan, Kepala Perangkat Daerah 

dapat mengubah dan menyesuaikan prioritas risiko melalui mekanisme 

pemantauan risiko. 

4. Langkah Proses 

Evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan 

memperhitungkan semua risiko Kunci yang berada di Perangkat 

Daerah. Di lingkup Perangkat Daerah, semua risiko Kunci ditentukan 

signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang 

relevan. Langkah proses dalam evaluasi risiko di tingkat Perangkat 

Daerah adalah: 

a. Menentukan signifikansi risiko kunci atau prioritas risiko kunci 

dengan memperhatikan matriks analisis risiko. 

Derajat signifikansi setiap risiko kunci ditunjukkan dengan nilai 

prioritas risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas risiko 

didasarkan pada matriks analisis risiko sesuai Tabel IV.1. 

Angka pada area level risiko menunjukkan posisi prioritas suatu 
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risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat diketahui kelompok 

risiko dengan prioritas nomor 1 hingga 25. Semakin kecil angka 

prioritasnya, semakin penting/prioritas risiko tersebut untuk 

diperhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok besaran 

risiko memiliki jumlah risiko lebih dari 1, maka diperlukan 

pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk 

menentukan prioritas risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah 

untuk prioritisasi risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Pertimbangan Level risiko; 

2) Pertimbangan Level Dampak; 

3) Pertimbangan Level Kemungkinan; 

4) Pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

b. Menentukan risiko kunci yang memerlukan penanganan lebih 

lanjut. 

Apabila suatu risiko kunci memiliki level risiko yang berada dalam 

area penerimaan risiko organisasi, maka atas risiko kunci tersebut 

tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak dimitigasi. Sementara 

itu, untuk risiko kunci dengan level risiko yang berada di luar area 

penerimaan risiko organisasi harus dimitigasi. Contoh selera risiko 

sebagaimana terlihat dalam Gambar IV.3. 

 
                   Gambar IV.3.: Selera Risiko 

 

5. Keluaran (output) kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di tingkat 

Perangkat Daerah adalah profil risiko kunci Perangkat Daerah. Dalam 

profil risiko kunci Perangkat Daerah antara lain dimuat informasi 

mengenai prioritas risiko berikut dengan keputusan penanganannya. 

Area Penerimaan 

Risiko 

Garis Toleransi Risiko 
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6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan antara lain terhadap profil risiko kunci Perangkat Daerah 

yang mencakup informasi sebagai berikut: 

a. Prioritas risiko; 

b. Keputusan penanganan risiko. 

 

F. Mitigasi Risiko 

1. Tujuan 

Penanganan risiko (mitigasi risiko) di tingkat Perangkat Daerah 

ditujukan untuk menurunkan level risiko Perangkat Daerah hingga 

berada pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera risiko yang 

telah ditetapkan. 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan 

menetapkan rencana mitigasi risiko di tingkat Perangkat Daerah yang 

dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari seluruh 

pimpinan unit kerja di bawahnya dan mempertimbangkan masukan 

dari pejabat pegawai Perangkat Daerah dan para stakeholder, 

menyampaikan rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan kepada 

seluruh unit kerja di bawahnya yang terkait, serta memantau 

pelaksanaan mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah. 

Sedangkan PIC (Person in Charge) atas kegiatan mitigasi risiko 

bertanggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi risiko di tingkat 

sesuai dengan batas kendali dan kewenangannya. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

a. penyusunan rencana mitigasi risiko 

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana 

mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah secara berkala. Rencana 

mitigasi risiko yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Komite 

Manajemen Risiko dan di bawahnya terkait, serta ditembuskan 

kepada Compliance Office for Risk Management paling lambat pada 

minggu IV di awal periode rentang waktu. 

Waktu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi risiko tingkat 

Perangkat Daerah adalah dilakukan secara bersamaan dan 

diselaraskan dengan proses pengajuan Rencana Kerja dan 
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Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 

Kepala Perangkat Daerah harus mengupayakan penyusunan 

rencana mitigasi risiko tersebut sesuai dengan waktu yang ideal. 

Dalam hal rencana mitigasi risiko tersebut ditetapkan setelah DPA 

Perangkat Daerah disahkan, rencana mitigasi risiko tersebut harus 

dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan DPA 

Perangkat Daerah. 

b. Pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Kepala 

Perangkat Daerah harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal implementasi 

bagi masing-masing rencana mitigasi risiko. Pelaksanaan rencana 

mitigasi risiko tersebut dilakukan sepanjang periode rentang waktu. 

4. Langkah Proses 

Rencana mitigasi risiko yang disusun oleh Kepala Perangkat Daerah 

harus memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki. 

Mitigasi risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis 

dapat di turunkan atau didelegasikan kepada unit di bawahnya yang 

terkait. Dengan demikian, mitigasi risiko yang disusun di tingkat 

Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan 

terkait di bawahnya.  

Langkah kerja penanganan risiko ditingkat Perangkat Daerah 

mencakup : 

a. menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan 

Penentuan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan dilakukan 

setelah mempertimbangkan alternatif opsi mitigasi risiko yang 

tersedia. Penentuan opsi mitigasi risiko harus mempertimbangkan 

berbagai faktor antara lain kondisi risiko, sumber daya organisasi, 

dan kemungkinan bagi pelaksanaannya. Opsi mitigasi risiko yang 

mungkin dilakukan meliputi: 

1) Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; 

2) Menurunkan dampak suatu risiko; 

3) Membagi atau mengalihkan risiko; 

4) Menerima risiko; dan 

5) Menghindari risiko. 

 

 



- 50 -  

Inspektur  

Kepala Bagian Hukum  

  
 

b. menyusun rancangan mitigasi risiko 

Kepala Perangkat Daerah merancang rencana mitigasi risiko berupa 

satu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani risiko 

kunci di tingkat Perangkat Daerah. Rencana mitigasi risiko harus 

memuat: 

1) rincian kegiatan secara jelas dan spesifik; 

2) ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko; 

3) jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko; 

4) personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan mitigasi risiko. 

Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan atau mendelegasikan 

beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit kerja terkait di 

bawahnya. 

c. menetapkan target penurunan level risiko 

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target penurunan level risiko 

sehubungan dengan mitigasi risiko secara cermat dan teliti. Target 

penurunan level risiko tersebut dinyatakan dalam Level risiko 

Residual Harapan Setelah Mitigasi risiko. Target tersebut harus 

mempertimbangkan komposisi level kemungkinan dan level dampak 

dari risiko yang dimitigasi beserta dengan kekuatan rencana 

mitigasi risiko untuk menurunkan level risiko. 

d. mendokumentasikan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan 

beserta rencana mitigasi risiko. 

e. menjalankan setiap rencana mitigasi risiko 

Penanggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara bersama-

sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap kegiatan atau 

tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang 

telah disusun. Komitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus 

dibangun serta pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko 

tingkat Perangkat Daerah harus dilakukan oleh Kepala Perangkat 

Daerah. 

f. mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang telah 

dijalankan. 

5. Keluaran (output) Kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan mitigasi risiko adalah Formulir 3: 

Mitigasi risiko Kunci yang antara lain memuat opsi mitigasi risiko serta 

rencana dan realisasi mitigasi risiko. 
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6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna membangun 

sistem database risiko yang terpadu dan andal di tingkat Perangkat 

Daerah. Dokumentasi yang valid dan lengkap atas rencana dan realisasi 

mitigasi risiko akan memberikan jaminan yang memadai bahwa 

organisasi senantiasa berada pada tingkatan yang aman dari setiap 

risiko. Dokumentasi atas tahapan mitigasi risiko mencakup: 

a. Informasi mengenai opsi mitigasi risiko yang digunakan; 

b. Rancangan mitigasi risiko yang disusun; dan 

c. Realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan. 

 

G. Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko 

1. Tujuan 

Pemantauan dan reviu di tingkat Perangkat Daerah ditujukan untuk 

memastikan bahwa seluruh tahapan dalam Proses manajemen risiko di 

tingkat Perangkat Daerah telah berjalan dengan efektif sesuai dengan 

kerangka dan parameter yang telah ditetapkan 

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan 

Pemantauan dan reviu Proses manajemen risiko di tingkat Perangkat 

Daerah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Kepala Perangkat Daerah melakukan reviu atas piagam manajemen 

risiko, profil risiko kunci, dan rencana mitigasi risiko sebagai bagian 

dari pelaksanaan risk assessment sebelum atau di awal periode rentang 

waktu. Pemantauan atas pelaksanaan rencana mitigasi risiko, kondisi 

risiko, dan konteks manajemen risiko dilakukan secara terus menerus 

oleh Kepala Perangkat Daerah. Secara berkala, Kepala Perangkat 

Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan reviu proses manajemen 

risiko kepada Komite Manajemen Risiko melalui laporan mitigasi risiko 

kunci serta pemantauan dan reviu proses manajemen risiko. 

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala 

Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi risiko sampai dengan 

triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang waktu dan hasilnya 

disampaikan kepada Komite manajemen risiko paling lambat pada 

minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui laporan mitigasi 
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risiko kunci. Sedangkan pemantauan dan reviu berkala untuk menilai 

efektivitas mitigasi risiko yang telah dilakukan setiap semester oleh 

Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite 

Manajemen Risiko paling lambat pada minggu I setelah semester 

tersebut berakhir melalui laporan pemantauan dan reviu proses 

manajemen risiko. 

4. Langkah Proses 

Kegiatan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko di tingkat 

Perangkat Daerah dilaksanakan dengan jalan: 

a. pelaksanaan risk assessment 

Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa kegiatan penetapan 

konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan 

penyusunan rencana mitigasi risiko telah berjalan dengan baik. 

Selain itu, Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa Piagam 

manajemen risiko, Profil risiko Kunci, dan rencana mitigasi risiko 

Perangkat Daerah telah disusun secara memadai; 

b. pemantauan terus menerus (on going monitoring} 

Kepala Perangkat Daerah terus melakukan pemantauan atas 

seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko dan kondisi 

lingkungan penerapan manajemen risiko. Perubahan yang secara 

signifikan mempengaruhi proses bisnis organisasi dan proses 

manajemen risiko, baik yang berlangsung secara tiba-tiba maupun 

perlahan-lahan, perlu diwaspadai dan dicermati untuk memastikan 

bahwa profil risiko kunci Perangkat Daerah tetap relevan dan 

mitigasi risiko tetap efektif mendukung pencapaian tujuan; 

c. pemantauan dan reviu berkala 

Pemantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh 

Kepala Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi risiko sampai 

dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang waktu dan 

hasilnya disampaikan kepada Komite manajemen risiko paling 

lambat pada minggu I setelah triwulan tersebut berakhir melalui 

Laporan Mitigasi risiko Kunci. Sedangkan pemantauan dan reviu 

berkala untuk menilai efektivitas mitigasi risiko yang telah 

dijalankan dilakukan setiap semester oleh Kepala Perangkat Daerah 

dan hasilnya disampaikan kepada Komite manajemen risiko paling 

lambat pada minggu I setelah semester tersebut berakhir melalui 
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Laporan Pemantauan dan Reviu Proses manajemen risiko; 

d. penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko 

Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai auditor internal dapat 

melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko. Hasil penilaian ini dapat digunakan oleh Kepala Perangkat 

Daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan Proses 

manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah; 

e. audit atas proses manajemen risiko 

Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai auditor internal dapat 

melaksanakan audit atas proses manajemen risiko. Rekomendasi 

yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai hasil 

audit atas Proses manajemen risiko dapat digunakan oleh Kepala 

Perangkat Daerah untuk memperbaiki, meningkatkan, dan 

mengembangkan tata kelola, proses manajemen risiko dan keluaran 

(output) penerapan manajemen risiko di lingkungan Perangkat 

Daerah. 

Fokus pemantauan dan reviu atas proses manajemen risiko di tingkat 

Perangkat Daerah dilakukan terhadap: 

a. lingkungan penerapan manajemen risiko di tingkat Perangkat 

Daerah Perubahan kondisi lingkungan penerapan manajemen

risiko perlu diperhatikan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk 

memastikan bahwa manajemen risiko tetap berjalan dengan baik. 

Perubahan tersebut dapat berasal dan berada di internal maupun 

eksternal Perangkat Daerah; 

b. kondisi profil risiko kunci Perangkat Daerah 

Adanya risiko baru atau adanya risiko yang harus dihilangkan 

sehubungan dengan berubahnya tujuan organisasi perlu menjadi 

fokus pemantauan oleh Kepala Perangkat Daerah. Validitas level 

risiko juga perlu senantiasa dipantau; 

c. mitigasi risiko 

Pelaksanaan mitigasi risiko beserta dengan efektivitasnya harus 

menjadi fokus pemantauan Kepala Perangkat Daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana mitigasi risiko 

yang telah disusun benar-benar dijalankan di tingkat Perangkat 

Daerah dan unit kerja di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi 

risiko dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi 
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perbaikan dan pengembangan proses manajemen risiko di tingkat 

Perangkat Daerah. 

5. Keluaran (output) Kegiatan 

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pemantauan dan reviu proses 

manajemen risiko adalah efektivitas mitigasi risiko dan peta mitigasi 

risiko komposit yang memuat informasi mengenai keberhasilan 

menurunkan level risiko dan gambaran tren risiko komposit. Efektivitas 

mitigasi risiko dan peta mitigasi risiko komposit di tingkat Perangkat 

Daerah merupakan gambaran hasil pengelolaan risiko di tingkat 

Perangkat Daerah. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu proses manajemen 

risiko penting guna menyediakan informasi yang akurat bagi 

pengembangan proses manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah. 

Dokumentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap: 

a. laporan mitigasi risiko kunci; 

b. laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko; 

c. laporan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko; 

 

H. Pelaporan Manajemen Risiko 

Pelaporan manajemen risiko merupakan upaya untuk menyajikan 

informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para pemangku 

kepentingan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Madiun. Pelaporan ini berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan atau 

menentukan tindakan yang terbaik, baik bagi Kepala Perangkat Daerah 

maupun para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pelaporan 

manajemen risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang 

telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai umpan balik 

bagi pengembangan manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah. 

Pelaporan manajemen risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh 

Kepala Perangkat Daerah dan meliputi: 

1. Laporan Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah 

a. profil risiko kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan risiko 
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kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan risk 

assessment Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit kerja di 

bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari masing-

masing unit kerja di bawahnya tersebut dan para stakeholder; 

b. laporan profil risiko kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, 

dan disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada 

Komite Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance 

Office for Risk Management paling lambat pada minggu IV di awal 

periode rentang waktu; 

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah 

a. laporan mitigasi risiko kunci Perangkat Daerah memuat informasi 

mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi, dan 

realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan; 

b. laporan mitigasi risiko kunci Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala 

Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari 

masing- masing unit kerja di bawahnya dan· para stakeholder; 

c. laporan mitigasi risiko kunci Perangkat Daerah yang berisikan 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi dan rencana 

mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala 

Perangkat Daerah kepada Komite Manajemen Risiko serta 

ditembuskan kepada Compliance Office for Risk Management paling 

lambat pada minggu IV di awal periode rentang waktu; 

d. laporan mitigasi risiko kunci Perangkat Daerah yang berisikan 

informasi mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana, dan 

realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam 

periode rentang waktu, disusun, ditetapkan, dan disampaikan oleh 

Kepala Perangkat Daerah secara triwulanan kepada Komite 

Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for 

Risk Management paling lambat pada minggu I setelah triwulan 

tersebut berakhir. 

3. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Manajemen Risiko Perangkat 

Daerah 

a. laporan pemantauan dari reviu proses manajemen risiko Perangkat 

Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah 

berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas 

pelaksanaan mitigasi risiko kunci; 
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b. laporan pemantauan dan reviu proses manajemen risiko Perangkat 

Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite 

Manajemen Risiko serta ditembuskan kepada Compliance Office for 

Risk Management setiap semester paling lambat pada minggu I 

setelah semester tersebut berakhir. 
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BAB IV 

MODEL KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Secara terus-menerus, seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Madiun harus berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan 

penerapan manajemen risiko ke tingkatan yang lebih baik. Peningkatan 

tingkat kematangan penerapan manajemen risiko menunjukkan adanya 

peningkatan dan perbaikan terhadap proses manajemen risiko pada 

khususnya dan penerapan manajemen risiko pada umumnya. 

Target tingkat kematangan penerapan manajemen risiko Kabupaten Madiun 

adalah sebagai berikut: 

a. tahun 2022: 3 (Risk Defined) dari skala 5; 

b. tahun 2024: 4 (Risk Managed) dari skala 5; 

c. tahun 2026: 5 (Risk Enabled) dari skala 5. 

Secara rutin ataupun sewaktu-waktu, Compliance Office for Risk Management 

akan melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen 

risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penilaian tersebut dapat 

dilakukan terhadap kedua tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yakni 

tingkat Kabupaten Madiun, dan tingkat Perangkat Daerah. Pelaporan atas 

hasil penilaian tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi dan 

capaian penerapan manajemen risiko yang dimiliki oleh suatu organisasi. 

Rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan penerapan manajemen 

risiko menjadi fokus utama dalam penilaian ini. 

Model kematangan manajemen risiko (risk management maturity model) 

Kabupaten Madiun berikut dengan parameter yang digunakan dalam 

penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko adalah 

sebagai berikut: 

 
Tingkat 

Kematangan 

Parameter Penilaian 

Kepemimpinan Proses 
Manajemen 
Risiko 

Aktivitas 
Penanganan 
Risiko 

Hasil Penerapan 
Manajemen 
Risiko 

Belum Sadar 
Risiko (Risk 
Naive) 

Komitmen dan 
pemahaman 

pimpinan 

terhadap 
implementasi 

manajemen 

risiko sangat 
rendah 

Proses 
manajemen 

risiko 

dilaksanakan 
secara sangat 

tidak lengkap 

dan identifikasi 
sangat tidak 

komprehensif 

Jumlah 
persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 
dan 

keberhasilan 

penurunan level 
risiko sangat 

rendah 

Keberhasilan 
pencapaian 

tujuan strategis 

sangat rendah 
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Sadar Risiko 

(Risk Aware) 

Komitmen dan 

pemahaman 
pimpinan 

terhadap 

implementasi 
manajemen 

risiko rendah 

Proses 

manajemen 
risiko 

dilaksanakan 

secara tidak 
lengkap dan 

identifikasi tidak 
komprehensif 

Jumlah 

persentase 
mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 
keberhasilan 

penurunan level 
risiko rendah 

Keberhasilan 

pencapaian 
tujuan strategis 

rendah 

Risiko 
Ditetapkan (Risk 
Defined) 

Komitmen dan 
pemahaman 

pimpinan 

terhadap 
implementasi 

manajemen 

risiko sedang 

Proses 
manajemen 

risiko 

dilaksanakan 
secara cukup 

lengkap dan 

identifikasi 
cukup 
komprehensif 

Jumlah 
persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 
dan 

keberhasilan 

penurunan level 
risiko sedang 

Keberhasilan 
pencapaian 

tujuan strategis 

sedang 

Risiko Dikelola 

(Risk Managed) 

Komitmen dan 

pemahaman 
pimpinan 

terhadap 

implementasi 
manajemen 

risiko tinggi 

Proses 

manajemen 
risiko 

dilaksanakan 

secara lengkap 
dan identifikasi 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 
mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 
keberhasilan 

penurunan level 
risiko tinggi 

Keberhasilan 

pencapaian 
tujuan strategis 

tinggi 

Dapat 
Menangani 

Risiko (Risk 
Enabled) 

Komitmen dan 
pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 
manajemen 

risiko sangat 

tinggi 

Proses 
manajemen 

risiko 

dilaksanakan 

secara sangat 
lengkap dan 

identifikasi 

sangat 
komprehensif 

Jumlah 
persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 
keberhasilan 

penurunan level 
risiko sangat 
tinggi 

Keberhasilan 
pencapaian 

tujuan strategis 

sangat tinggi 

Tabel II. 7 . Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 

harus menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko di lingkungan 

masing-masing. Penerapan dan pengembangan manajemen risiko 

tersebut dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai unit yang 

memiliki risiko (Unit Pemilik Risiko/Perangkat Daerah). Hal ini sejalan 

dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus menerus 

meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko Perangkat Daerah 

ke arah yang lebih baik. 

Perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat 

kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Penilaian 

tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun selaku 

Compliance Office for Risk Management (CORM) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Madiun. 

 

B. PENGERTIAN 

1. Continuity Plan adalah rencana yang fokus untuk mempertahankan 

kelangsungan fungsi. 

2. In-house Training adalah pelatihan manajemen risiko di masing-masing 

Perangkat Daerah dengan narasumber dari Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 

3. Loss event database adalah sekumpulan data yang berisi daftar 

peristiwa risiko yang pernah terjadi dan mengakibatkan kerugian baik 

finansial maupun nonfinansial pada organisasi. 

4. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan 

tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. 

5. Nilai Capaian IKU adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan 

sistem pengelolaan kinerja berbasis dokumen perencanan. 

6. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan 

untuk mengelola risiko di instansi. 
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7. Recovery Plan adalah prosedur yang dijalankan berupa langkah-

langkah untuk penyelamatan dan pemulihan. 

8. Rencana Kontinjensi adalah rencana yang telah disiapkan untuk 

mengelola keadaan darurat yang terjadi. 

9. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap 

pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan 

dampaknya. 

10. Risiko Residual adalah risiko yang tersisa setelah diterapkannya upaya 

mitigasi risiko. 

11. Risk Management Maturity Model adalah suatu model yang 

menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan dan tingkat 

kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. 

12. Risk Register adalah daftar yang memuat sejumlah risiko beserta 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan risiko. 

13. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia 

diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan/ sasaran 

yang dikehendakinya. 

14. Tren risiko adalah hasil identifikasi perubahan atau pergeseran 

tingkat risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi yang telah 

dilakukan ataupun faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Tren 

risiko dinyatakan dalam Peta Risiko yang memperlihatkan 

gambaran total risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan 

frekuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada sumbu 

vertikal (y). 

15. Unit Pemilik Risiko adalah setiap Perangkat Daerah. 
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BAB II 

 

KEBIJAKAN PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN 

 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

 

1. Penerapan manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh pihak di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Pengelolaan risiko yang 

dilakukan dengan tepat dan optimal akan meningkatkan kepastian 

organisasi dalam mencapai sasaran serta memberikan keyakinan bahwa 

organisasi dapat merealisasikan peluang yang ada dengan meminimalisasi 

potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga manajemen 

harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan risiko organisasi telah 

dilakukan dengan tepat dan optimal.  

2. Evaluator harus memperoleh keyakinan bahwa 4 (empat) sasaran utama 

manajemen risiko telah terpenuhi yaitu:  

a. risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi diidentifikasi 

dan dibuatkan daftar prioritas risiko; 

b. aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk 

mengurangi risiko, dan mengelola risiko, sampai pada tingkat yang 

dapat diterima oleh Bupati Madiun; 

c. aktivitas pemantauan berjalan (on going monitoring) dilakukan untuk 

melakukan penaksiran kembali (reassess) atas risiko dan efektivitas 

pengelolaan risiko secara periodik; 

d. Bupati menerima laporan periodik hasil proses manajemen risiko guna 

menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam 

menyajikan komunikasi secara periodik tentang pengelolaan risiko, dan 

strategi pengelolaan risiko kepada stakeholders.  

3. Untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko 

Kabupaten Madiun dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dalam 

organisasi.  
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BAB III 

 

PROSEDUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN  

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Prosedur kerja adalah urutan langkah yang ditempuh untuk menjalankan 

suatu proses guna mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan rangkaian 

aktivitas di dalam suatu proses yang disusun secara sistematis dan 

terstruktur agar sasaran proses dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko disusun untuk memandu 

pelaksanaan evaluasi manajemen risiko untuk menilai apakah proses 

manajemen risiko telah berjalan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, 

terintegrasi, efektif, dan efisien.  

Muatan prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan 

kebutuhan dan dengan memperhatikan tingkat risiko Kabupaten Madiun. 

Unsur penting yang dimasukkan dalam prosedur evaluasi penerapan 

manajemen risiko mencakup tujuan prosedur, ruang lingkup aktivitas, risiko 

yang mungkin terjadi, teknik, dokumentasi, serta rincian prosedur.  

Prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko untuk memandu pelaksanaan 

evaluasi manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun mulai 

tahap perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pendistribusian 

hasil evaluasi.  

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 

namun karena hasil evaluasi merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja 

manajemen risiko maka evaluasi penerapan manajemen risiko harus 

dilakukan pada akhir tahun dan sudah selesai sebelum penyusunan laporan 

tahunan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman ini sebagai 

panduan dan tetap memperhatikan pedoman manajemen risiko lainnya yang 

telah ditetapkan oleh Bupati.  

Uraian prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan  

a. menilai apakah proses manajemen risiko yang dilakukan Kabupaten 

Madiun telah berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, terstruktur, 

komprehensif, dan terintegrasi; 
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b. evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh Bupati;  

c. seluruh pihak mulai Bupati beserta para pejabat memahami tujuan 

evaluasi penerapan manajemen risiko, mendukung pelaksanaannya, 

dan memahami secara tepat peran dan tanggung jawab masing-masing.  

 

2. Ruang Lingkup 

a. penyusunan tim yang akan melakukan evaluasi penerapan manajemen 

risiko; 

b. penetapan tujuan evaluasi penerapan manajemen risiko; 

c. penetapan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi 

penerapan manajemen risiko; 

d. penetapan unit yang akan menjadi responden dalam evaluasi 

penerapan manajemen risiko; 

e. penetapan metode evaluasi penerapan manajemen risiko;  

f. pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko; 

g. pengambilan simpulan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko;  

h. pemaparan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko;  

i. penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko.  

 

3. Risiko 

Terdapat potensi pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko tidak 

berjalan dengan optimal karena:  

a. pelaksanaan evaluasi hanya menjadi sebuah formalitas dan tidak 

memberikan feedback bagi perbaikan manajemen risiko;  

b. kurangnya partisipasi dan peran aktif dari unit kerja; 

c. pedoman evaluasi penerapan manajemen risiko kurang dipahami.  

 

4. Teknik 

a. Reviu dokumen, digunakan untuk parameter yang pembuktiannya 

berupa dokumen, laporan, formulir, dsb; 

b. Kuesioner, digunakan untuk parameter yang membutuhkan pendapat 

responden dan informasi yang diperoleh melalui reviu dokumen tidak 

cukup. Jenis-jenis kuesioner adalah sebagai berikut:  
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1) Pertanyaan Tertutup  

Terdiri dari pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban 

tertentu sebagai pilihan. Responden akan memberikan jawaban yang 

paling sesuai dengan pendapatnya.  

Gunakan kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup 

jika:  

a) evaluator dapat mengantisipasi atau meramalkan lebih dahulu 

jawaban yang akan keluar;  

b) responden cukup mengetahui permasalahan;  

c) lebih besar harapan bahwa kuesioner itu diisi dan dikembalikan 

bila kuesioner diajukan dengan pertanyaan tertutup.  

d) ada hal-hal yang mudah dikategorisasikan.  

2) Pertanyaan Terbuka 

Sejumlah pertanyaan berkenaan dengan permasalahan yang sedang 

difokuskan dan meminta responden untuk menguraikan pendapat 

atau pendiriannya dengan panjang lebar.  

Gunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka jika:  

a) Evaluator ingin memberi kesempatan penuh kepada responden 

untuk memberi jawaban secara bebas menurut apa yang dirasa 

perlu olehnya;  

b) Evaluator ingin memperluas pandangan dan pengertiannya;  

c) Evaluator tidak dapat mengantisipasi jawaban karena sulit untuk 

memasukkan dalam sejumlah kategori, atau evaluator belum 

mengenal populasi yang sedang diselidiki.  

3) Pertanyaan dengan Jawaban Berskala  

Sejumlah pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban yang 

menunjukkan tingkatan intensitas sikap yang dapat diberikan oleh 

responden. Gunakan kuesioner dengan pertanyaan berskala jika 

jawaban dapat ditunjukkan dalam tingkatan intensitas sikap dan 

pemahaman yang dimiliki responden.  

Contoh pertanyaan dengan jawaban berskala:  

Beri pendapat atas pernyataan berikut ini:  
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Perilaku Pimpinan saat ini telah mencerminkan sosok ideal yang 

menjadi contoh teladan/panutan bagi insan organisasi.  

1 = Sangat tidak setuju  

2 = Tidak setuju  

3 = Netral  

4 = Setuju  

5 = Sangat setuju  

Rumuskan pertanyaan atau pernyataan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:  

a. gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh 

responden; 

b. hindari istilah teknis yang mungkin tidak dipahami; 

c. pilih kata-kata yang mengandung arti yang sama bagi semua 

orang; 

d. hindari kalimat panjang yang sulit dipahami oleh responden; 

e. masukkan hanya satu pokok pikiran dalam tiap pertanyaan; 

f. pertimbangkan apakah diperlukan lebih dari satu pertanyaan 

untuk sasaran tertentu; 

g. pertanyaan dan topik hendaknya diatur dalam urutan yang 

sedemikian rupa sehingga responden melihat hubungannya, 

memahami maknanya dan lebih senang menjawabnya; 

h. pertanyaan jangan menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa 

takut apabila jawabannya dapat membahayakan atau merusak 

kedudukan responden.  

i. dalam penyebaran kuesioner terlebih dulu harus ditentukan jenis 

responden dan jumlah (sample) responden yang mewakili dari 

setiap populasi responden. Penentuan jumlah (sample) responden 

dari suatu populasi dilakukan dengan mempertimbangkan 

keterwakilan dan statistik.  

 

c. Wawancara, digunakan sebagai pelengkap teknik pengujian lainnya 

dan untuk memperdalam simpulan hasil kuesioner 

Jenis-jenis wawancara adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara terstruktur  
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Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan tertulis yang 

lebih dulu dirumuskan/disiapkan pewawancara.  

Untuk wawancara yang berstruktur, rumuskan/susun sejumlah 

pertanyaan secara tertulis. Tentukan jenis dan jumlah responden 

yang akan diwawancarai; 

2) Wawancara tidak berstruktur (bebas)  

Wawancara dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan 

sebelumnya, namun sudah memiliki pokok-pokok penting yang akan 

dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara. Pewawancara akan 

mengajukan pertanyaan yang berkembang dan dianggap perlu dalam 

situasi wawancara. Tentukan topik, permasalahan yang akan 

dibahas dalam wawancara; 

 

d. Observasi, digunakan bila ketiga teknik di atas masih perlu diperdalam 

dengan pengamatan lapangan 

Tentukan tujuan, apa/siapa yang akan diobservasi, informasi apa yang 

perlu dikumpulkan, tempat dan waktu dilakukannya observasi. 

Dapatkan ijin/persetujuan dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

observasi. 

 

5. Dokumentasi  

a. Daftar Permintaan Dokumen; 

b. Kertas Kerja Reviu Dokumen;  

c. Kuesioner; 

d. Tabulasi Hasil Kuesioner; 

e. Kertas Kerja Wawancara; 

f. Kertas Kerja Observasi; 

g. Scorecard Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko; 

h. Ringkasan Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan.  

 

6. Prosedur  

a. Persiapan evaluasi  

1) Inspektorat Kabupaten Madiun selaku Compliance Office for Risk 

Management (CORM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 

melakukan evaluasi dengan cara membentuk tim evaluasi dengan 
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memperhatikan komposisi pengetahuan dan keahlian sesuai dengan 

kualifikasi pelaksana dan ruang lingkup evaluasi. Jumlah personil 

yang melakukan evaluasi disesuaikan dengan lingkup evaluasi dan 

jangka waktu evaluasi. Susunan tim minimal terdiri dari penanggung 

jawab, pengawas, ketua tim, dan anggota tim.  

2) Tim evaluasi menyusun program kerja, time schedule, pembagian 

tugas sebelum melakukan evaluasi. Dokumen tersebut harus 

mendapat persetujuan penanggung jawab evaluasi sebelum 

pelaksanaan evaluasi.  

3) Sebelum melakukan evaluasi, tim evaluasi harus melakukan 

pemaparan awal kepada evaluatan untuk menjelaskan tujuan, ruang 

lingkup, jadwal, dan metodologi evaluasi. Selain itu juga harus dicapai 

kesepakatan dengan evaluatan mengenai scorecard yang digunakan.  

4) Melakukan pemaparan awal kepada manajemen mengenai rencana 

penugasan evaluasi.  

b. Pelaksanaan Evaluasi  

1) Tim evaluasi melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko 

sesuai dengan program kerja, time schedule, pembagian tugas, dan 

kertas kerja evaluasi yang sudah disepakati. 

2) Tim evaluasi bekerja sama dengan evaluatan dalam menggali semua 

informasi yang dibutuhkan agar memperoleh hasil evaluasi yang 

maksimal. 

c. Penyusunan dan Pendistribusian Laporan Evaluasi  

Hasil akhir evaluasi penerapan manajemen risiko adalah skore tingkat 

kematangan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 tingkat, yaitu: Risk 

Naive, Risk Aware, Risk Defined, Risk Managed dan Risk Enabled. 

Namun agar kelemahan dan rekomendasi dapat dijalankan, hasil 

evaluasi harus dituangkan dalam laporan evaluasi penerapan 

manajemen risiko. Laporan evaluasi ditandatanganai penanggung jawab 

evaluasi dan ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Komite 

Manajemen Risiko Kabupaten Madiun.  

1) Setelah pemaparan dilakukan, laporan hasil evaluasi penerapan 

manajemen risiko disusun dengan berpedoman pada Prototipe 

Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.; 
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2) Setelah dilakukan reviu secara berjenjang, laporan hasil evaluasi 

didistribusikan kepada Bupati.  
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BAB IV 

 

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

A.  KOMPONEN PENILAIAN 

Kematangan penerapan manajemen risiko dinilai dengan mengevaluasi 4 

(empat) komponen, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Proses manajemen risiko, 

3. Aktivitas mitigasi risiko, dan 4. Hasil penerapan manajemen risiko. 

1.  Kepemimpinan 

Tujuan evaluasi komponen kepemimpinan adalah mengukur 

komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap 

manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan penerapan manajemen risiko.  

(Gambar 1. Komponen Penilaian. Level Kematangan Penerapan Manajemen 

Risiko 

 

Dari tujuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) elemen utama evaluasi 

kepemimpinan, yaitu komitmen pimpinan dan pemahaman 

pimpinan terhadap manajemen risiko. 

a) Komitmen Pimpinan 

Komitmen pimpinan dinilai dengan mengevaluasi 3 (tiga) subelemen, 

yaitu: rapat pimpinan, dukungan sumber daya, dan dukungan 

perangkat penerapan terkait manajemen risiko. 

Rapat pimpinan terkait manajemen risiko terdiri dari rapat Komite 

Manajemen Risiko, rapat Komite Pelaksana, dan rapat Perangkat 

Daerah. 

  
Kepemimpinan 

(Komitmen dan 

Pemahaman) 

 
Proses 

Manajemen 

Risiko 

 
Aktivitas 

Penanganan 

Risiko 

 Hasil Penerapan 

Manajemen 

Risiko 

Kapabilitas Hasil 
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Dukungan sumber daya terdiri dari dana implementasi dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

Dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko terdiri 

dari prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko, 

organisasi dan prosedur/tata kerja, dan dokumentasi manajemen 

risiko. 

b) Pemahaman Pimpinan terhadap Manajemen Risiko 

Evaluasi pemahaman pimpinan merupakan elemen penilaian yang 

digunakan dalam menilai kesadaran risiko pada level pimpinan, 

yaitu: pemilik risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Pelaksana, 

dan seluruh pejabat Perangkat Daerah. Nilai pemahaman 

pimpinan diperoleh dari hasil tes tertulis. 

2. Proses Manajemen Risiko 

Tujuan evaluasi komponen proses manajemen risiko adalah 

menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada 

Perangkat Daerah. Proses manajemen risiko meliputi tujuh 

tahapan yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, 

analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu, 

serta komunikasi dan. konsultasi. 

3. Aktivitas Mitigasi Risiko 

Tujuan evaluasi komponen aktivitas mitigasi risiko adalah menilai 

tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan efektivitasnya 

dalam menurunkan level risiko. 

4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko 

Tujuan evaluasi komponen hasil penerapan manajemen risiko adalah 

menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi 

mencapai tujuannya. 

 

B.  PROSES PENILAIAN 

Proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi dokumentasi serta 

melakukan wawancara dan tes tertulis terkait penerapan manajemen 

risiko Perangkat Daerah selama satu periode menggunakan 4 (empat) 

komponen penilaian, yaitu: 1. Kepemimpinan, 2. Proses manajemen 

risiko, 3. Aktivitas mitigasi risiko, dan 4. Hasil penerapan manajemen 

risiko. 
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Untuk melakukan penghitungan nilai akhir, langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menilai setiap bagian terinci pada setiap komponen penilaian 

manajemen risiko; 

2. Menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen 

risiko; 

3. Menghitung nilai akhir dengan menjumlahkan nilai tertimbang 

seluruh komponen penilaian manajemen risiko. 

Penilaian untuk setiap komponen penilaian manajemen risiko 

menggunakan pembobotan sebagaimana Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Komponen Penilaian Penerapan Manajemen Risiko serta Bobotnya 

  KOMPONEN PENILAIAN BOBOT 

A. KEPEMIMPINAN  15% 

 1. Komitmen 75% 

  a) Rapat pimpinan 20% 

  1) Rapat Komite MR 10% 

  2) Rapat Komite Pelaksana 10% 

  3) Rapat Perangkat Daerah 80% 

    
  b) Dukungan sumber daya 40% 

  1) Dana implementasi 50% 

  2) Pengembangan SDM 50% 

  a.  Pegawai yang mengikuti pelatihan MR 70% 

  b.  In-house training MR 30% 

    
  c) Dukungan perangkat penerapan 40% 

  1) Prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan MR 25% 

  2) Organisasi dan prosedur/tata kerja 50% 

  3) Dokumentasi MR 25% 

    
 2. Pemahaman 25% 

  a) Komite Manajemen Risiko 30% 

  b) Komite Pelaksana 30% 

  c) Pemilik Risiko 20% 

  d) Pegawai Internal Lainnya 20% 

    
B. PROSES MANAJEMEN RISIKO 45% 

 1.  Penetapan konteks 15% 

 2.  Identifikasi risiko 30% 

 3.  Analisis risiko 10% 

 4.  Evaluasi risiko 5% 

 5.  Mitigasi risiko 25% 

 6.  Monitoring dan reviu 5% 

 7.  Komunikasi dan konsultasi 10% 



- 16 - 

Inspektur  

Kepala Bagian Hukum  

 

    
C. AKTIVITAS MITIGASI RISIKO 25% 

 1.  Mitigasi risiko yang dijalankan 70% 

 2.  Keberhasilan menurunkan level risiko 30% 

    
"D. HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 15% 

 Pencapaian kinerja Perangkat Daerah 100% 

 

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan nilai akhir sebagaimana 

disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Langkah I : Menilai setiap Bagian Terinci pada setiap Komponen 

Untuk menentukan nilai bagian terinci pada setiap komponen yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. menentukan bagian terinci pada setiap komponen; 

b. mengevaluasi aspek penilaian untuk setiap bagian terinci; dan 

c. menentukan nilai setiap bagian terinci pada komponen dengan 

menggunakan bagan dan/atau rumus sederhana. 

1)   Nilai Bagian Terinci pada Komponen  

Bagian terinci dari komponen kepemimpinan adalah: 

a) Komitmen 

(1) Nilai Rapat Komite Manajemen Risiko/Rapat Komite 

pelaksana/Rapat Perangkat Daerah 

Jenis rapat pimpinan meliputi rapat Komite Manajemen 

Risiko, rapat Komite Pelaksana, dan rapat Unit Pemilik Risiko 

(OPD). Rapat pimpinan dapat dilaksanakan khusus untuk 

manajemen risiko atau menjadi bagian dari agenda rapat 

lainnya, namun harus dinyatakan dengan jelas pada 

dokumen pendukung pelaksanaan rapat. 

Penilaian rapat pimpinan dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai 

berikut: 

(a) rapat Komite Manajemen Risiko 

 rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 

kali/semester  

 dipimpin langsung oleh, pimpinan tertinggi  

 menghasilkan suatu keputusan 

 dihadiri minimal 2/3 anggota 
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Penentuan nilai untuk setiap rapat Komite Manajemen 

Risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan/atau 

rumus sederhana sebagai berikut: 

 

Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan 

terkait manajemen risiko (notulen, daftar hadir, dan/ atau 

nota dinas/surat tugas) 

 

Selanjutnya dari hasil proses di atas, nilai rapat Komite 

Manajemen Risiko ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

 bila rapat hanya dilakukan sekali dalam satu periode 

maka nilai rapat ini menjadi nilai rapat Komite 

Manajemen Risiko. 

 bila rapat dilakukan lebih dari sekali dalam satu 

periode maka nilai rapat Komite Manajemen Risiko 

adalah nilai rapat yang tertinggi. 

(b) rapat Komite Pelaksana 

 rapat Komite Pelaksana minimal 2 kali/ semester 

 dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi 

 dihadiri minimal 2/3 anggota. 

Selera 

Risiko 

Tidak 

Ditetapkan 

Selera 

Risiko 

sudah 

Ditetapkan 

Nilai - 5 

Nilai tidak 

dikurangi 

Nilai - 10 

Ya 

Tidak 

Nilai - 20 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Ya 

Apakah Rapat 

dipimpin oleh 

pimpinan 

tertinggi 

Apakah Rapat 

menghasilkan 

suatu keputusan 

Ya 

Nilai - 20 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah Rapat 

dihadiri minimal 

2/3 anggota 

Nilai = 

100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  Rapat 

Komite 

Manajemen 

Risiko 

Dilaksanakan 
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Penentuan nilai untuk setiap rapat Ketua 

Manajemen Risiko dilakukan dengan menggunakan 

bagan dan/atau rumus sederhana sebagai berikut:  

 

Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat 

pimpinan terkait manajemen risiko (notuien, daftar 

hadir, dan/ atau nota dinas/surat tugas)  

 

(c) Rapat Perangkat Daerah 

 rapat Perangkat Daerah minimal 2 kali/semester. 

 dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. 

 dihadiri oleh perwakilan seluruh unit organisasi di 

bawah Perangkat Daerah. 

Penentuan nilai untuk setiap rapat Perangkat 

Daerah dilakukan dengan menggunakan bagan 

dan/atau rumus sederhana sebagai berikut: 

 

Ya 

Nilai - 25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah Rapat 

dipimpin oleh 

pimpinan tertinggi 

Ya 

Nilai - 25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  Rapat 

Komite 

Pelaksana 

Dilaksanakan 

Apakah Rapat 

dihadiri minimal 

2/3 anggota 
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Sumber data: Dokumentasi pelaksanaan rapat 

pimpinan terkait manajemen risiko /notulen, daftar 

hadir, dan/atau nota dinas/surat tugas) 

 

(d)  pelaksanaan rapat Manajemen Risiko harus 

didukung dengan dokumen pendukung seperti 

undangan, notulen, daftar hadir, nota dinas/surat 

tugas. 

(e)  Jenis rapat manajemen risiko ( rapat Komite 

Manajemen Risiko/rapat Komite Pelaksana/rapat 

Perangkat Daerah) dinyatakan dengan jelas pada 

dokumen pendukung. 

Penentuan nilai rapat Komite Pelaksana dan rapat Perangkat 

Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Nilai rapat adalah nilai rata-rata penjumlahan nilai rapat 

kategori pertama yang tertinggi dan nilai rapat kategori 

kedua yang tertinggi; 

2. Rapat kategori pertama membahas profil/peta risiko dan 

rencana mitigasi risiko, sedangkan rapat kategori kedua 

membahas hasil monitoring risiko, realisasi mitigasi risiko 

serta rapat membahas penerapan manajemen risiko 

lainnya; 

3. Nilai rapat untuk setiap kategori adalah: 

 Jika tidak dilakukan rapat untuk kategori tersebut, 

maka nilai tertinggi adalah nol. 

Ya 

Nilai - 25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah Rapat 

dipimpin oleh 

pimpinan tertinggi 

Ya 

Nilai - 25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah Rapat 

dihadiri seluruh 

unit organisasi di 

bawah Kepala OPD 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  Rapat 

OPD 

Dilaksanakan 
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 Jika dalam setiap kategori rapat, rapat hanya dilakukan 

sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat tersebut. 

 Jika dalam setiap kategori rapat, rapat dilakukan lebih 

dari sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat paling 

tinggi di antara nilai rapat lainnya dalam kategori yang 

sama. 

Nilai hasil evaluasi terkait rapat komite manajemen 

risiko/rapat ketua manajemen risiko/rapat Perangkat 

Daerah selanjutnya dimasukkan dalam Langkah II sebagai 

B4/B5/B6 (Tabel 2 pada halaman 41). 

(2) Nilai Dana Implementasi/Penerapan Manajemen Risiko 

Penilaian terkait dana implementasi/penerapan manajemen 

risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

penilaian sebagai berikut: 

(a) Implementasi/penerapan manajemen risiko seperti rapat 

terkait manajemen risiko, penyusunan profil risiko, 

pelaksanaan mitigasi/mitigasi risiko, dan monitoring 

risiko telah dianggarkan dalam rencana 

kerja/DPA/Program Kerja Pengawasan Tahunan; atau 

(b) Pelaksanaan proses manajemen risiko dan pelaksanaan 

mitigasi/mitigasi risiko tidak terkendala karena 

ketersediaan dana. 

Penentuan nilai untuk dana implementasi terkait 

manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan 

sederhana sebagai berikut: 

 

Sumber data: DPA atau PKPT (rencana kegiatan dan 

anggaran implementasi manajemen risiko)  

Ya 

Nilai - 50 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah pelaksanaan 

proses MR dan 

pelaksanaan 

penanganan/ mitigasi 

risiko tidak terkendala 

karena ketersediaan 

dana 

Ya 

Nilai  = 0 
Tidak 

Apakah  dana 

implementasi/penerapan MR 

dianggarkan dalam 

DPA/Rencana Kerja 
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Nilai hasil evaluasi terkait dana implementasi selanjutnya 

akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B8 (Tabel 2 

pada halaman 41). 

(3) Nilai Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Manajemen 

Risiko 

Penilaian terkait pegawai yang telah mengikuti pelatihan 

manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(a) Sumber daya manusia yang kompeten diwujudkan 

dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, 

workshop, in-house training MR secara berkelanjutan 

terkait dengan kompetensi di bidang manajemen risiko. 

(b) Sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai 

Perangkat Daerah terutama Pemilik Risiko, Komite MR, 

dan Komite Pelaksana. 

(c) Materi pelatihan meliputi konsep risiko, manajemen 

risiko, dan proses manajemen risiko. 

(d) Bukti pendukung pelaksanaan pelatihan meliputi 

sertifikat/daftar hadir/surat tugas/undangan/nota 

dinas, dan lain-lain. 

Penentuan nilai terkait pegawai yang mengikuti pelatihan 

manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan 

dan/atau rumus sederhana sebagai berikut: 

a) Menghitung persentase pegawai yang mengikuti pelatihan 

manajemen risiko dengan rumus sebagai berikut: 

 

b) Selanjutnya nilai pegawai yang telah mengikuti pelatihan 

manajemen risiko disesuaikan dengan 

mempertimbangkan apakah seluruh pengelola 

 

Persentase 

pegawai yang 

mengikuti 

pelatihan MR 

Jumlah pegawai pemilik risiko yang 

telah mengikuti pelatihan MR 

Jumlah total  pegawai pemilik 

risiko 

= 
X 100% 
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manajemen risiko pada Perangkat Daerah telah 

mengikuti pelatihan manajemen risiko: 

 

Sumber data: Daftar pegawai Perangkat Daerah dan 

rekapitulasi pegawai yang pernah mengikuti pelatihan 

manajemen risiko 

 

Nilai hasil evaluasi terkait pegawai yang mengikuti 

pelatihan manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan 

dalam Langkah II sebagai B10 (Tabe1 2 pada halaman 41). 

(4) Nilai In-House Training Manajemen Risiko 

In-house Training adalah pelatihan manajemen risiko di 

masing-masing Perangkat Daerah dengan narasumber dari 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. Materi yang 

disampaikan meliputi konsep risiko, manajemen risiko, 

dan proses manajemen risiko. Pelaksanaan in-house 

training harus didukung dengan dokumen seperti notulen, 

daftar hadir, dan nota dinas/surat tugas. 

Penilaian terkait in-house training manajemen risiko 

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

penilaian sebagai berikut: 

a) In-house training terkait dengan kompetensi di bidang 

manajemen risiko berupa pelatihan di kantor sendiri atau 

kegiatan lain yang sejenis diselenggarakan secara 

berkelanjutan minimal satu kali dalam satu periode 

manajemen risiko. 

Nilai = persentase 

pegawai yang 

mengikuti pelatihan 

MR x 100 

Ya 

Tidak 

Apakah  seluruh pengelola 

MR (Pemilik Risiko, Komite 

MR, Komite Pelaksana) telah 

mengikuti pelatihan MR 

Nilai = persentase 

pegawai yang 

mengikuti pelatihan 

MR x 100 
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b) Dalam pelaksanaan in-house training harus 

mengupayakan agar pesertanya merupakan perwakilan 

dari seluruh unit di bawah Perangkat Daerah. 

Penentuan nilai terkait in-house training manajemen risiko 

dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai 

berikut: 

 

Sumber data: Dokumentasi internalisasi manajemen 

risiko oleh Perangkat Daerah ke seluruh pegawai berupa 

pelatihan di kantor sendiri atau kegiatan lain yang 

sejenis (notulen, daftar hadir, dan/atau Nota 

Dinas/Surat Tugas) 

 

Nilai hasil evaluasi terkait in-house training manajemen 

risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II 

sebagai B11 (Tabel 2 pada halaman 41). 

(5) Nilai terkait Prinsip, Kerangka, Strategi, dan Kebijakan 

Manajemen Risiko 

Penilaian terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan 

manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

a) prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen 

risiko telah ada; 

b) prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen 

risiko telah dikembangkan dan ditetapkan dalam bentuk 

peraturan, keputusan, atau surat edaran. 

Ya 

Nilai - 25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  inhouse 

training MR 

dilaksanakan 

selama periode 

berjalan 

Apakah seluruh 

perwakilan unit di 

bawah OPD 

terwakili 



- 24 - 

Inspektur  

Kepala Bagian Hukum  

 

Penentuan nilai terkait prinsip, kerangka, strategi, dan 

kebijakan manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 

 

Sumber data: Dokumentasi pengembangan prinsip, kerangka, 

strategi dan kebijakan manajemen risiko pada unit eselon I 

terkait dalam bentuk produk hukum (seperti peraturan, 

keputusan, dan surat edaran) 

 

Nilai hasil evaluasi terkait prinsip, kerangka, strategi, dan 

kebijakan manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam 

Langkah II sebagai B13 (Tabel 2 pada halaman 41). 

(6) Nilai Organisasi dan Prosedur/Tata Kerja Manajemen 

Risiko 

Penilaian terkait organisasi dan prosedur/tata kerja 

manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(a) Struktur tata kelola manajemen risiko ditetapkan resmi 

dalam bentuk surat keputusan atau melekat pada 

tugas dan fungsi unit tertentu; 

(b) Proses pengambilan keputusan (inisiatif strategi, project, 

dan/atau kebijakan baru manajemen) telah 

mempertimbangkan risiko; 

(c) Rencana kontinjensi (continuity plan) dan/atau recovery 

plan untuk operasional, keselamatan, dan/atau 

informasi dan teknologi telah tersedia. 

Ya 

Nilai - 50 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  ada 

Prinsip, Kerangka, 

strategi  dan 

kebijakan MR 

Apakah  ada  

pengembangan 

Prinsip, Kerangka, 

strategi  dan 

kebijakan MR dalam 

bentuk produk 

hukum (seperti 

Peraturan, 

Keputusan dan 

Surat Edaran 
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Penentuan nilai terkait organisasi dan prosedur/tata kerja 

manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan 

sederhana sebagai berikut: 

 

Sumber data: Surat Keputusan Penetapan Struktur Komite 

Manajemen Risiko dan Unit Pemilik Risiko, serta 

dokumentasi terkait proses pengambilan keputusan dan 

rencana kontinjensi 

 

Nilai hasil evaluasi terkait organisasi dan 

prosedur/tata kerja manajemen risiko selanjutnya 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B14 (Tabel 2 

pada halaman 41). 

(7) Nilai Dokumentasi Manajemen Risiko 

Penilaian terkait dokumentasi manajemen risiko 

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek 

penilaian sebagai berikut: 

Ya 

Nilai - 30 
Tidak 

Apakah Struktur 

Komite MR dan 

OPD ditetapkan 

secara resmi 

(SK/ND/Tugas & 

Fungsi) 

Apakah 

pengambilan 

keputusan (inisiatif 

Strategi, Project 

dan/atau 

kebijakan baru 

manajemen) telah 

mempertimbangka

n risiko 

Ya 

Nilai -15 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah ada 

rencana 

kontijensi/Continuit

y Plan dan/atau 

Recovery Plan 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

ada 

Organisasi 

Prosedur 

dan Tata 

Kerja 

Ya 

Nilai - 15 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah susunan 

keanggotaan MR 

sesuai Peraturan 

Ya 

Nilai - 30 

Tidak 

Ya 

Nilai - 10 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah 

keputusan 

tersebut  dibuat 

pada periode 

penilaian 
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(a) Formulir yang digunakan seragam sesuai ketentuan 

Peraturan Bupati Madiun atau hasil pengembangan 

oleh Komite Manajemen Risiko. 

(b) Basis data risiko (risk register) yang mengakumulasi 

seluruh risiko yang telah dinilai sejak penilaian 

pertama (f irst risk assessment) sampai dengan 

periode berjalan telah dikembangkan. 

(c) Basis data untuk kejadian negatif/masalah yang 

berdampak tinggi bagi organisasi (loss event 

database) telah dikembangkan yang informasinya 

minimal memuat tanggal peristiwa, nama peristiwa, 

sebab, dampak, lokasi, dan respon yang dilakukan. 

Penentuan nilai dokumentasi manajemen risiko 

dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana 

sebagai berikut: 

 

Sumber data: Dokumen profil dan peta risiko Unit Pemilik 

Risiko serta dokumen loss event database 

 

Nilai hasil evaluasi terkait dokumentasi manajemen risiko 

selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai 

B15 (Tabel 2 pada halaman 41). 

Ya 

Nilai - 20 

Tidak 

Apakah 
menggunakan 

formulir yang 

seragam 

Apakah ada 

basis data Risk 
Assessment 

(akumulatif masa 

lampau s/d saat 

ini) 

Ya 

Nilai -20 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah ada loss 
event database 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  ada 

Dokumentasi 

MR 

Ya 

Tidak 

Apakah 

susunan 

keanggotaan 

MR sesuai 

Peraturan 

Tidak 

Ya 

Nilai -30 

Nilai tidak 

dikurangi 

Nilai tidak 

dikurangi 

Nilai - 10 
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b) Pemahaman 

     Nilai Pemahaman Pemilik Risiko, Koordinator Manajemen Risiko, 

Administrator Manajemen Risiko, dan Pegawai Internal Lainnya 

Nilai pemahaman pemilik risiko, Komite Manajemen Risiko, 

Komite Pelaksana, dan pegawai internal lainnya didasarkan atas 

hasil tes tertulis dengan rentang nilai sebagai berikut: 

 

                  PEMAHAMAN                    NILAI (Hasil Test Tertulis) 

1. Nilai Pemilik Risiko (Perangkat Daerah) 

2. Nilai Komite Manajemen Risiko 

3. Nilai Komite Pelaksana 

4. Nilai Pegawai Internal Lainnya 

Antara 0 s.d. 100  

Antara 0 s.d. 100 

Antara 0 s.d. 100  

Antara 0 s.d. 100 

 

 

Apabila dalam satu kategori (Pemilik Risiko/ Komite Manajemen 

Risiko/Komite Pelaksana/Pegawai Internal Lainnya) pejabat/ 

pegawai yang dievaluasi pemahamannya lebih dari satu, maka 

nilai untuk kategori tersebut adalah nilai rata-rata. 

Dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang seharusnya dievaluasi 

nilai pemahamannya namun tidak dapat mengikuti uji 

pemahaman karena sedang menjalankan tugas di luar kota, 

sakit, cuti, dan sebagainya, dapatkan bukti pendukung 

alasannya seperti surat tugas atau surat keterangan. 

Apabila terdapat kategori yang tidak dapat diperoleh nilai 

pemahamannya karena hal tersebut di atas, maka bobot untuk 

kategori tersebut dialihkan ke seluruh kategori yang lain secara 

proporsional. 

Nilai hasil evaluasi terkait Pemahaman Pemilik Risiko, 

Koordinator Manajemen Risiko, Administrator Manajemen 

Risiko, dan. Pegawai Internal Lainnya selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B17, B18, B19, dan B20 

(Tabel 2 pada halaman 41). 

2)  Ni1ai Bagian Terinci pada Komponen Proses Manajemen Risiko 

Bagian terinci dari komponen proses manajemen risiko terdiri dari 

tujuh elemen penilaian, yaitu: penetapan konteks, identifikasi risiko, 
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analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, monitoring dan reviu, 

serta komunikasi dan konsultasi. 

Untuk penilaian tiap elemen pada komponen proses manajemen 

risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

 Mengevaluasi dokumentasi setiap tahapan proses manajemen 

risiko untuk menentukan bobot dokumen dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 

 

Sumber data: Dokurnen profil dan peta risiko Unit Pemilik Risiko 

 Selanjutnya, menentukan nilai setiap bagian terinci dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian pada bagian terinci 

dan pengurangan nilai dalam hal ditemukan adanya kelemahan 

atau kesalahan. Pengurangan nilai menggunakan 2 (dua) 

pendekatan yaitu: 

a. Dengan tidak memperhitungkan jumlah kesalahan 

Pengurangan nilai menggunakan nilai pengurang yang tertera 

pada masing-masing bagan sederhana. 

b. Dengan memperhitungkan jumlah kesalahan 

Pengurangan nilai dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 
 

Keterangan: 

Bobot Persentase Kesalahan dihitung dengan cara sebagai 

berikut: 

Apakah  ada dokumentasi proses 

MR yang telah ditetapkan dan/atau 

ditandatangani secara resmi oleh 

Komite Manajemen Risiko, Komite 

Pelaksana, Kepala OPD 

Ya 

Nilai = 0 

Nilai = 100% 

Tidak 

 
Pengurangan Nilai Bobot 

Persentase 

Kesalahan 

Nilai 

Pengurang 

Maksimal 

= X 
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1. Menentukan Persentase Kesalahan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

2. Selanjutya apabila Persentase Kesalahan lebih dari 10%, 

maka pengurangan nilai adalah maksimal (Bobot Persentase 

Kesalahan = 100%). 

3. Apabila Persentase Kesalahan sampai dengan 10%, maka 

pengurangan nilai adalah setengah dari Nilai Pengurang 

Maksimal (Bobot Persentase Kesalahan = 50%). 

 

a) Nilai Penetapan Konteks 

Penilaian terkait proses penetapan konteks dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(1) seluruh sasaran strategis (SS) Perangkat Daerah telah masuk dalam 

lingkup manajemen risiko. 

(2) komposisi tim mewakili seluruh unit organisasi di bawah Perangkat 

Daerah. 

(3) penetapan profil risiko dilakukan tepat waktu/awal periode 

manajemen risiko. 

(4) seluruh risiko telah dirumuskan kriterianya, baik untuk kriteria 

kemungkinan maupun kriteria konsekuensi. 

(5) kriteria selaras dengan hasil identifikasi risiko dan deskripsi 

konsekuensi risiko serta telah dirumuskan dengan tepat. 

(6) selera risiko telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko dan 

menjadi dasar/acuan dalam mitigasi risiko pada periode berjalan. 

Penentuan nilai penetapan konteks dilakukan dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 

 Persentase 

Kesalahan 

Jumlah kesalahan/kelemahan 

dalam setiap aspek penilaian 

Jumlah yang diniliai dalam setiap 

aspek penilaian 

= X 100% 
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*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan 

memperhitungkan jurnlatt kesalahan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait penetapan konteks selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B22 (Tabel 2 pada halaman 41). 

 

b. Nilai Identifikasi Risiko 

Penilaian terkait proses identifikasi risiko dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(1) mengidentifikasi risiko seluruh sasaran strategi (SS) organisasi; 

(2) pengembangan identifikasi risiko dengan memperhatikan deskripsi 

sasaran strategi dan diupayakan mencakup seluruh risiko utama 

yang dihadapi oleh Perangkat Daerah; 

Tidak 

Apakah seluruh sasaran strategi 

(SS) UPR telah masuk dalam 

lingkup MR 

Ya 

Nilai Pengurang Maksimal 

-20 

Nilai tidak dikurangi 

Penetapan profil risiko telah 

dilakukan tepat waktu/awal 

periode  MR 

Nilai = 100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  proses 

penetapan 

konteks 

dijalankan 

Tidak 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Komposisi tim telah mewakili 

seluruh unit organisasi di bawah 

OPD Nilai Pengurang Maksimal 

-20 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 

Tidak 

Seluruh risiko telah dirumuskan 

kriterianya baik untuk kriteria 

kemungkinan maupun kriteria 

konsekuensi 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  Pengurang 

Maksimal -15* 
Tidak 

Seluruh  kriteria risiko telah 

selaras dengan hasil identifikasi 

risiko dan deskripsi konsekuensi 

risiko serta telah dirumuskan 

dengan tepat 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 

Tidak 

Apakah selera risiko telah 

ditetapkan oleh Komite 

Manajemen Risiko 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 

Tidak 
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(3) pemeliharaan keberlanjutan risiko periode sebelumnya dalam 

identifikasi risiko, kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan 

fungsi, dan/atau sasaran strategi; 

(4) mengidentifikasi seluruh kategori risiko, kecuali kategori risiko 

tersebut tidak mungkin terjadi bagi Perangkat Daerah yang 

bersangkutan (misal kategori risiko financial); 

(5) apa yang mungkin terjadi, penyebab, konsekuensi, dan kategori 

risiko dirumuskan dengan tepat; 

(6) deskripsi konsekuensi memadai (dalam level Perangkat Daerah/ 

mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah). 

Penentuan nilai identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan 

sederhana sebagai berikut: 

 

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan 

memperhitungkan jumlah kesalahan 

Tidak 

Mengidentifikasi risiko seluruh 

sasaran strategi (SS) organisasi 

dalam penetapan konteks 

Ya 

Nilai Pengurang 

Maksimal -10 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai = 100 

X Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

proses 

identifikasi 

risiko 

dijalankan 

Tidak 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Pengembangan identifikasi 

risiko dengan memperhatikan 

deskripsi SS dan diupayakan 

mencakup seluruh risiko uta- 

ma yang dihadapi Perangkat 

Daerah 

Nilai -10 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 
Tidak 

Mengidentifikasi seluruh 

kategori risiko, kecuali kategori 

risiko tsb tidak mungkin terjadi 

bagi Perangkat Daerah 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Nilai  Pengurang 

Maksimal -25* Tidak 

Risiko, penyebab, konsekuensi, 

dan kategori risiko dirumuskan 

dengan tepat 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 
Tidak 

Deskripsi konsekuensi memadai 

(dalam level Perangkat Daerah/ 

mempengaruhi kinerja 

Perangkat Daerah) 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -5 
Tidak 

Pemeliharaan berkelanjutan 

risiko periode sebelumnya 

kecuali terjadi perubahan 

organisasi, tugas & fungsi, 

dan/atau SS 
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Nilai hasil evaluasi terkait identifikasi risiko selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B23 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

 

c.   Nilai Analisis Risiko 

Penilaian terkait proses analisis risiko dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(1) analisis risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang telah 

diidentifikasi; 

(2) penentuan level risiko sesuai dengan matriks analisis risiko; 

(3) tren risiko telah dirumuskan secara tepat. 

Penentuan nilai analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 

 

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan 

memperhitungkan jumlah kesalahan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait analisis risiko selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B24 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

Tidak 

Semua risiko yang 

diidentifikasi 

dilakukan analisis 

Level risiko 

ditetapkan sesuai 

dengan Matriks 

Analisis Risiko 

Ya 

Nilai Pengurang 

Maksimal -10 

Nilai tidak dikurangi 

Tren risiko telah 

dirumuskan secara 

tepat 

Nilai = 100 X 

Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Proses 

Analisis 

risiko 

dijalankan 

Tidak 

Ya 

Nilai Pengurang 

Maksimal -40 

Nilai tidak dikurangi 

Tidak 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai -20 
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d.   Nilai Evaluasi Risiko 

Penilaian terkait proses evaluasi risiko dilakukan dengan 

mempertirnbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(1) evaluasi risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang 

dianalisis; 

(2) penentuan daftar prioritas risiko dilakukan sesuai kaidah 

dengan urutan level risiko, level konsekuensi, kategori risiko 

(fraud, strategik dan kebijakan, operasional, kepatuhan, serta 

finansial), level kemungkinan, dan kesepakatan bersama. 

Penentuan nilai evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 

 

 *Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai 

dengan     memperhitungkan jumlah kesalahan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait evaluasi risiko selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B25 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

 

e.   Nilai Mitigasi Risiko 

Penilaian terkait proses mitigasi risiko dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

(1) rencana mitigasi diurutkan sesuai urutan prioritas dan 

ditujukan untuk risiko yang berada di luar selera risiko; 

(2) opsi yang dipilih selaras dengan opsi mitigasi yang mungkin, 

level kemungkinan, level konsekuensi serta selera risiko 

Ya 

Tidak 

Semua risiko yang 

dianalisis dilakukan 

evaluasi 

Ya 

Tidak 

Prioritas risiko 

ditetapkan sesuai 

kaidah 

Nilai = 100 

X Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Proses 

Ealuasi 
Risiko 

dijalankan 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai Pengurang 

Mkasimal - 20 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai Pengurang 

Mkasimal - 50 
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dan/atau kewenangan, dan tanggung jawab Perangkat 

Daerah; 

(3) rumusan rencana mitigasi sesuai dengan opsi yang dipilih; 

(4) rencana mitigasi merupakan inisiatif baru atau modifikasi 

atas pengendalian yang ada; 

(5) rencana mitigasi secara lengkap merumuskan ukuran kinerja, 

target kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan 

penanggung jawabnya; 

(6) rumusan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko 

residual yang diharapkan, dan penanggung jawabnya tepat, 

antara lain jelas, spesifik, dan berada dalam lingkup time 

horizon; 

Penentuan nilai mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan 

bagan sederhana sebagai berikut: 
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*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai 

dengan mernperhitungkan jumlah kesalahan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait rencana mitigasi risiko selanjutnya 

akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B26 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

 

f.   Nilai Monitoring dan Reviu 

Penilaian terkait proses monitoring dan reviu dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: 

a) seluruh risiko dilakukan monitoring; 

b) seluruh rencana mitigasi dilakukan monitoring; 

Tidak 

Rencana mitigasi diurutkan 

sesuai urutan prioritas & 

ditujukan untuk risiko yang 

berada di luar selera risiko 

Ya 

Nilai -10 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai = 100 

X Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

proses 

mitigasi risiko 

dijalankan 

Tidak 

Ya 
Nilai tidak dikurangi Opsi yang dipilih selaras de- 

ngan opsi mitigasi yang 

mungkin, level kemungkinan, 
level konsekuensi serta selera 

risiko, dan/atau kewenangan 

dan tanggung jawab OPD Nilai -5 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 
Tidak 

Rencana mitigasi merupakan 

inisiatif baru atau modofikasi 

atas pengendalian yang ada 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Nilai  Pengurang 

Maksimal -25* 
Tidak 

Rencana mitigasi secara lengkap 

merumuskan ukuran kinerja, 

target kinerja, jadwal, resiko 

residual yang diharapkan, dan 

penanggungjawabnya 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai Pengurang 

Maksimal -10 
Tidak 

Rumusan ukuran kinerja, target 

kinerja, jadwal, resiko residual 

yang diharapkan, dan 
penanggungjawabnya 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -15 
Tidak 

Rumusan rencana mitigasi 

sesuai dengan opsi yang dipilih 
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c) penetapan form monitoring mitigasi dilakukan tepat waktu/ 

akhir periode manajemen risiko; 

d) level risiko residual aktual, level risiko residual yang 

diharapkan, kesenjangan/deviasi, dan trend risiko sudah 

dirumuskan dengan tepat; 

e) merumuskan langkah korektif atas deviasi negatif. 

Penentuan nilai monitoring dan reviu dilakukan dengan 

menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: 

 

*Keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai 

dengan mernperhitungkan jumlah kesalahan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait monitoring dan reviu selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B27 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

g.  Nilai Komunikasi dan Konsultasi 

Tidak 

Seluruh risiko dilakukan 

monitoring 

Ya 

Nilai -20 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai = 100 
X Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

proses 

Monitoring dan 

Pelaporan 

Risiko 
dijalankan 

Tidak 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Seluruh rencana penanganan 
dilakukan monitoring 

Nilai -20 

Ya 

Nilai tidak dikurangi 

Nilai  -10 
Tidak 

Level risiko residual aktual, 

level risiko residual yang 

diharapkan, 

kesenjangan/deviasi dan tren 

risiko sudah dirumuskan 

dengan tepat 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Nilai  Pengurang 

Maksimal -10 
Tidak 

Seluruh deviasi negatif 

dirumuskan langkah korektif 

Ya 
Nilai tidak dikurangi 

Nilai Pengurang 

Maksimal -10* 
Tidak 

Penetapan form monitoring 
penanganan dilakukan tepat 

waaktu/akhir periode MR 
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Penilaian terkait proses komunikasi dan konsultasi dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai 

berikut: 

a) prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko, 

Standard Operating Procedure, organisasi dan tata kerja, dan 

dokumentasi standar dikomunikasikan ke internal 

organisasi; 

b) profil risiko dan rencana mitigasi dikomunikasikan ke pihak 

terkait, baik Ketua Manajemen Risiko maupun 

pejabat/pegawai di bawah Perangkat Daerah; 

c) laporan mitigasi risiko disampaikan ke Ketua Manajemen 

Risiko. 

Penentuan nilai komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan 

menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: 

 

Nilai hasil evaluasi terkait monitoring dan reviu selanjutnya akan 

dimasukkan dalam Langkah II sebagai B28 (Tabel 2 pada 

halaman 41). 

 

3)   Nilai Bagian Terinci pada Komponen Aktivitas Mitigasi Risiko 

Ya 

Nilai - 35 

Tidak 

Ya 

Nilai -10 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Laporan PR 

disampaikan 

ke Ketua KMR 

Nilai = 

100 X 

Bobot 

dokumen 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Proses 
Komunikasi 

dan 

Konsultasi 

MR 

dijalankan 

Ya 

Nilai – 8,75 utk setiap 

kelemahan berupa PR 
tidak dikomunikasikan 

ke Ketua KMR atau ke 

pejabat/pegawai di 

bawah OPD atau  RP 

tidak dikomunikasikan 

ke Ketua KMR atau ke 
pejabat/pegawai di 

bawah OPD . Sehingga 

pengurangan nilai 

berkisar antara -8,75 s.d 

-26,25 tergantung 
banyaknya kelemahan 

yang ditemukan 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Apakah 

semuanya 

dikomunikasi
i-  kan 

Tidak 

Ya 

Nilai -25 

Nilai tidak 

dikurangi 

Prinsip, Kerangka, 

Strategi dan 

Kebijakan MR, SOP, 
Organisasi dan Tata 

Kerja, Serta 

Dokumentasi 

Standar 

dikomunikasikan ke 

internal organisasi 

Profil Risiko (PR) 

dan rencana 

penanganan  (RP) 

dikomunikasikan ke 

Ketua  KMR dan 
pejabat /pegawai di 

bawah OPD 
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Bagian terinci dari komponen aktivitas mitigasi risiko adalah mitigasi 

risiko yang dijalankan dan keberhasilan menurunkan level risiko. 

Nilai mitigasi risiko yang dijalankan diukur dengan membandingkan 

antara realisasi mitigasi risiko dengan target kinerja mitigasi risiko. 

Seluruh bukti pelaksanaan mitigasi risiko tersebut harus 

terdokumentasi. Realisasi mitigasi risiko harus memenuhi syarat 

kumulatif: 

a. inovasi baru/modifikasi sistem pengendalian yang ada; 

b. selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi, 

penyebab, dan/atau dampaknya; 

c. jelas ukuran kinerjanya dan terukur target mitigasinya serta 

sesuai dengan target dan ukuran kinerja; 

Sedangkan nilai keberhasilan menurunkan level risiko (efektivitas 

pen.anganan risiko) diukur dengan membandingkan antara risiko 

residual aktual dengan risiko residual yang diharapkan. Risiko 

residual aktual merupakan hasil analisis risiko pada akhir periode 

sehingga idealnya konsisten/sama dengan level risiko pada proses 

penilaian periode berikutnya. 

a.   Nilai Mitigasi Risiko yang Dijalankan 

Penentuan nilai mitigasi risiko yang dijalankan dilakukan dengan 

membandingkan antara jumlah realisasi mitigasi risiko dengan 

jumlah rencana mitigasi risiko, dengan rumus sebagai berikut: 

 

Penentuan nilai realisasi mitigasi risiko dilakukan dengan 

menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: 

 

Nilai 

Penanganan 

Risiko yang 

dijalankan 

Realisai penanganan risiko 

Rencana penanganan risiko 
= 

∑ 

∑ 
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Sumber data: Dokumen rencana mitigasi risiko dan dokumen 

terkait pelaksanaan mitigasi risiko yang dijalankan 

 

Nilai hasil evaluasi terkait mitigasi risiko yang dijalankan 

selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B30 

(Tabel 2 pada halaman 41). 

 

b.  Nilai Keberhasilan Menurunkan Level Risiko 

Nilai keberhasilan menurunkan level risiko ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Nilai keberhasilan mitigasi risiko ditentukan dengan 

menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: 

Ya 

Nilai = 30 

Nilai = 100 

Tidak 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

mitigasi risiko 
yang 

dijalankan 

telah didukung 

dengan 

dokumentasi  

yang meadai 

Penanganan risiko yang 

dijalankan merupakan inovasi 

baru/modifikasi sistem 
pengendalian yang ada? 

Atau 

Penanganan risiko yang 

dijalankan selaras dengan opsi 

dan apa yang mungkin terjadi, 

penyebab, dan/atau dampar 
risiko? 

Atau 

Jelas ukuran kinerjanya dan 

terukur target penanganannya 

serta sesuai dengan target dan 

ukuran kinerja? 

 

Nilai Keberhasilan 

Menurunkan Level 

Risiko 

Nilai keberhasilan penanganan 

risiko 

Risiko yang ditangani 

= 
∑ 

∑ 
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Nilai hasil evaluasi terkait keberhasilan menurunkan level risiko 

selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II sebagai B31 

(Tabel 2 pada halaman 41). 

 

4)  Nilai Bagian Terinci pada Komponen Hasil Penerapan Manajemen 

Risiko 

Bagian terinci dari komponen hasil penerapan manajemen risiko 

adalah elemen pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Nilai 

pencapaian kinerja Perangkat Daerah mengacu pada hasil capaian 

target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategi 

Perangkat Daerah berdasarkan pengelolaan kinerja sesuai 

dokumen perencanaan. Nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah 

tersebut akan dilakukan penyesuaian apabila terjadi kejadian 

negatif yang berdampak tinggi bagi organisasi yang belum dikelola 

risikonya/tidak diidentifikasi risikonya dalam profit risiko 

Perangkat Daerah. 

Penentuan nilai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan 

dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: 

Ya 

Nilai = 30 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Nilai = 

100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

mitigasi risiko 

yang 

dijalankan 

telah berhasil 

menurunkan 

level risiko 

Apakah rumusan level 

rissiko residual aktual 

pada formulir 

monitoring risiko telah 

konsisten/sama 

dengan level risiko 

pada formulir analisis 

risiko periode 

berikutnya (untuk 

risiko yang sama) 
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*Keterangan: 

Nilai pengurang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai  

berikut: 

 apabila jumlah IKU status kuning dibandingkan dengan 

jumlah IKU yang menjadi target dalam periode tersebut 

ntlairtya maksimal 10%, nilai dikurangi 10. 

 apabila jumlah IKU status kuning dibandingkan dengan 

jumlah IKU yang menjadi target dalam periode tersebut 

nilainya lebih dari 10%, nilai dikurangi 20. 

Sumber data: Dokumen Perencanaan dan Loss Event Database 

pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Nilai hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja  Perangkat 

Daerah selanjutnya akan dimasukkan dalam Langkah II 

sebagai B33 (Tabel 2 pada halaman 41). 

 

 

2.  Langkah   II : Menentukan   Nilai   Tertimbang   Komponen 

Penilaian Manajemen Risiko 

Menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen 

risiko dilakukan setelah diperoleh nilai setiap bagian terinci 

seperti pada Langkah I sebelumnya. 

Setelah itu untuk mendapatkan nilai tertimbang komponen 

penilaian, langkah yang harus dilakukan adalah mengalikan 

Ya 

Nilai - 40 

Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Nilai = 

100 

Nilai = 0 

Ya 

Tidak 

Apakah  

dokumen 

penilaian 

kinerja dalam 

dokumen 
perencanaan 

telah 

ditetapkan 

dan 

dilaporkan 
Apakah seluruh 

IKU pada SS 
Perangkat Daerah 

telah mencapai 

target 

Ya 
Nilai tidak 

dikurangi 

Tidak 

Ada IKU 

status Merah 
Tidak 

Apakah semua 

kejadian 
berdampak negatif 

tinggi telah 

dikelola risikonya 

atau telah 

diidentifikasi 

dalam profil risiko 
Perangkat Daerah 

Nilai - 40 
Ya 

Nilai Pengurang 

Maksimal -20* 
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nilai hasil evaluasi setiap bagian terinci dengan bobotnya 

masing-masing sebagaimana terangkum pada Tabel 2.  
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Tabel 2 

Perhitungan Nilai Tertimbang 

BOBOT NILAI NILAI TERTIMBANG

A B C=AxB

A. 15% B1 C1

1. 75% B2 C2

1) 20% B3 = C4+C5+C6 C3=20%xB3

a. Rapat Komite MR 10% B4 C4=10%xB4

b. Rapat Komite pelaksana 10% B5 C5=10%xB5

c. Rapat OPD 80% B6 C6=80%xB6

2) 40% B7=C8+C9 C7=40%xB7

a. Dana implementasi 50% B8 C8=50%xB8

b. Pengembangan SDM 50% B9=C10+C11 C9=50%xB9

a) pegawai yang mengikuti 

pelatihan MR

70% B10 C10=70%xB10

b) In house training MR 30% B11 C11=30%xB11

3) 40% B12=C13+C14+C15 C12=40%xB12

a. 25% B13 C13=25%Xb13

b. 50% B14 C14=50%xB14

c. Dokumentasi MR 25% B15 C15=25%xB15

2. 25% B16 C16=25%xB16

1) 30% B17 C17=30%xB17

2) 30% B18 C18=30%xB18

3) 20% B19 C19=20%xB19

4) 20% B20 C20=20%xB20

B. 45% B21 C21

1. 15% B22 C22=15%xB22

2. 30% B23 C23=30%xB23

3. 10% B24 C24=10%xB24

4. 5% B25 C25=5%xB25

5. 25% B26 C26=25%xB26

6. 5% B27 C27=5%xB27

7. 10% B28 C28=10%xB28

C. 25% B29 C29=25%Xb29

1. 70% B30 C30=70%xB30

2. 30% B31 C31=30%xB31

D. 15% B32 C32=15%xB32

100% B33 C33=100%xB33

C34

UNSUR PENILAIAN

KEPEMIMPINAN

Komitmen

Rapat Pimpinan

Dukungan sumber daya

Dukungan perangkat penerapan

Prinsip, kerangka, strategi dan

kebijakan MR

Organisasi dan prosedur/ tata

kerja

Komite Manajemen Risiko

Komite Pelaksana

Pemilik risiko

Pemahaman

Nilai pegawai internal lainnya

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Penetapan konteks

Identifikasi risiko

Analisis risiko

Evaluasi risiko

HASIL PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pencapaian kinerja UPR

NILAI AKHIR

Mitigasi risiko

Monitoring  dan reviu

Komunikasi dan Konsultasi

AKTIVITAS MITIGASI RISIKO

Mitigasi risiko yang dijalankan

Keberhasilan menurunkan level risiko

 
 

 

Perhitungan nilai tertimbang tiap-tiap komponen penilaian pada Tabel 2 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Kepemimpinan (C1) dihitung 

dengan mengalikan bobot (15%) dengan total Nilai Kepemimpinan (B1). 
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Dimana C2 dihitung dengan mengalikan bobot (75%) dengan total Nilai 

Komitmen (B2). 

 

Sedangkan C16 dihitung dengan mengalikan bobot (25%) dengan total 

Nilai Pemahaman (B16). 

 

 Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Proses Manajemen Risiko (C21) 

dihitungdengan mengalikan. bobot (45%) dengan total Nilai Proses 

Manajemen Risiko (B21). 

 

 Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Aktivitas Mitigasi risiko (C29) 

dihitung dengan mengalikan bobot (25%) dengan total Nilai Aktivitas 

Mitigasi risiko (B29). 

B2 = Nilai Tertimbang Komitmen (C2) + Nilai Tertimbang 

Pemahaman (C16) 

B1 = Nilai Tertimbang Rapat Pimpinan (C3) + Nilai Tertimbang 

Dukungan Sumber Daya (C7) + Nilai Tertimbang Dukungan 

Perangkat Penerapan (C12) 

B16 = Nilai Tertimbang Pemilik Risiko(C17) + Nilai Tertimbang 

Koordinator MR (C18) + Nilai Tertimbang Administrator MR 

(C19 ) + Nilai Tertimbang  Pegawai Internal Lainnya (C20) 

B16 = Nilai Tertimbang Penetapan Konteks (C22) + Nilai 

Tertimbang Identifikasi Risiko (C23) + Nilai Tertimbang Analisis 

Risiko (C24) + Nilai Tertimbang  Evaluasi Risiko (C25) + Nilai 

Tertimbang Penanganan Risiko (C26) + Nilai Tertimbang 

Monitoring dan Reviu (C27) + Nilai Tertimbang Komunikasi dan 

Pelaporan (C28) 
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 Untuk mendapatkan Nilai Tertimbang Hasil Penerapan Manajemen 

Risiko (C32) dihitung dengan mengalikan bobot (15%) dengan total 

Nilai Hasil Penerapan Manajemen Risiko (B32). 

 

3.   Langkah III: Menghitung Nilai Akhir 

Untuk mendapatkan nilai akhir/tingkat kematangan penerapan 

manajemen risiko (C34) dihitung dengan menjumlahkan nilai 

tertimbang tiap-tiap komponen penilaian dengan rumus sebagai 

berikut: 

 
 

C.  TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

Dari nilai akhir yang diperoleh selanjutnya dikonversikan ke dalam 

yudisium berupa Model Kematangan Manajemen Risiko yang menunjukkan 

tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses manajemen 

risiko yang dibagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu: 

Level 1 :   0 – 29,99  Risk Naive 

Level 2 : 30 – 54,99  Risk Aware 

Level 3 : 55 – 74,99  Risk Defined 

Level 4 : 75 – 89,99  Risk Managed 

Level 5 : 90 – 100  Risk Enabled 

B29 = Nilai Tertimbang Penanganan Risiko yang Dijalankan 

(C30) + Nilai Tertimbang Keberhasilan Menurunkan Level Risiko 

(C31) 

B32 = Nilai Tertimbang Pencapaian Kinerja UPR (C33) 

C34 = Nilai Tertimbang Kepemimpinan (C1) + Nilai Tertimbang 

Proses MR (C21) + Nilai Tertimbang Aktivitas Mitigasi Risiko 

(C29) + Nilai Hasil Penerapan manajemen Risiko (C32) 
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Model Kematangan Manajemen Risiko yang menunjukkan tingkat 

kematangan organisasi dalam menjalankan proses manajemen risiko 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Risk Naive 

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki 

sistem pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak 

ada sama sekali, sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem 

pengendalian yang ada terhadap risiko yang berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. 

2. Risk Aware 

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah 

memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya 

dapat dikaitkan dengan risiko yang mempengaruhi kegiatan 

organisasi sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemantauan yang 

tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada 

dalam organisasi. 

3. Risk Defined 

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah 

mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko kunci, melakukan 

reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko-

risiko kunci dalam organisasi.  

Namun upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang 

dijalankan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak tertentu 

dalam organisasi. 

4. Risk Managed 

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah 

mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, 

melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi 

atas keseluruhan. risiko. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi 

risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam 

organisasi, namun hanya pihak yang paling bertanggung jawab secara 

langsung terhadap risiko yang mampu memberikan jaminan atas 

keefektifan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam 

organisasi. 
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5. Risk Enabled 

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah 

mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, 

melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi 

atas keseluruhan risiko, serta melakukan pemantauan atas langkah 

mitigasi risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang 

dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, 

dan seluruh pihak dalam organisasi mampu memberikan jaminan atas 

keefektifan proses manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam 

organisasi. 

 

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di gambarkan dalam 

tabel 3 sebagai berikut: 

 

Tingkat 

Kematangan 

  Parameter Penilaian 

Kepemimpinan Proses 

Manajemen 

Risiko 

Aktivitas 

Mitigasi risiko 

Hasil 

Penerapan 

Manajemen 

Risiko 

 

Belum Sadar 

Risiko (Risk 

Naive) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

Manajemen 

Risiko sangat 

rendah 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

dilaksanakan 

secara sangat 

tidak lengkap 

dan 

identifikasi 

sangat tidak 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 

keberhasilan 

penurunan 

level Risiko 

sangat rendah 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan 

strategis 

sangat rendah 

Sadar Risiko 

(Risk Aware) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

Manajemen 

Risiko rendah 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

dilaksanakan 

secara tidak 

lengkap dan 

identifikasi 

tidak 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 

keberhasilan 

penurunan 

level Risiko 

rendah 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan 

strategis 

rendah 
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Risiko 

Ditetapkan 

(Risk Defined) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

Manajemen 

Risiko sedang 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

dilaksanakan 

secara cukup 

lengkap dan 

identifikasi 

cukup 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 

keberhasilan 

penurunan 

level Risiko 

sedang 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan 

strategis 

sedang 

Risiko Dikelola 

(Risk Managed) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

Manajemen 

Risiko tinggi 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

dilaksanakan 

secara lengkap 

dan 

identifikasi 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 

keberhasilan 

penurunan 

level Risiko 

tinggi 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan 

strategis tinggi 

Dapat 

Menangani 

Risiko (Risk 

Enabled) 

Komitmen dan 

pemahaman 

pimpinan 

terhadap 

implementasi 

Manajemen 

Risiko sangat 

tinggi 

Proses 

Manajemen 

Risiko 

dilaksanakan 

secara sangat 

lengkap dan 

identifikasi 

sangat 

komprehensif 

Jumlah 

persentase 

mitigasi yang 

dilaksanakan 

dan 

keberhasilan 

penurunan 

level Risiko 

sangat tinggi 

Keberhasilan 

pencapaian 

tujuan 

strategis 

sangat tinggi 

 

Tabel 3 . Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko 
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BAB V  

 

PENUTUP 

 

Pedoman Penilaian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi auditor 

Inspektorat Kabupaten Madiun dalam melaksanakan penilaian tingkat 

kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kabupaten 

Madiun. 

Pedoman Penilaian ini akan ditinjau secara periodik agar selalu sesuai 

dengan perkembangan. 

 

 

BUPATI MADIUN, 

ttd. 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 
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